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ABSTRAK

Undang—Undang Dasar 1845 tldak secara tegas menyatakan;
-_Qtentang eksistensi Polri. Akan t@tapl, ‘sebagai pedoman dapat
dirujuk snak kalimat Alinea Eeempal Pembukaan Undangwﬂndaﬂgi
: segenap ~bangsa_

2 Ek51sten$1 Pﬁl“l dalam penegakan.hnkum dan pemblﬂaangﬁ;x
_keamanan ketertlhan masvarakat, baru diatur. dalam Pasal 2 -
dan3 Undang~0ndang KNomor 28 Tahun 1997 Lentang Kepollslan-k
.Namnn, karena selama ini organ Polrl dllﬁtegra51kan dengan
" ABRI. maka- nuansa dan paradlgmanya pun 1ebih banyak bergaya o
_[mlllter (military heavy) daripada - bergaya s8ipil (ecivil
- heavy) . Serlngkall dlaumpal oknum Polri vang berslkap tindak
sebagai pengusik darlp&da penertib, bahkan sebagai ' penindas
_darlpada pengayom, sehingga  ‘dalam pelaksanaan -penegakan. .
- hukum - dan pemblnaan keamanan ketertlban ‘masyarakat Polri
‘belum . menampakkan sosck vang profesional. Kondisi di  atas.
sebagai akibat ketldakmandlrlan Polri, sehlngga sering dlln—f
tervensi - plhak lain. Guna mengantisipasi kondisi di atas,
pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999
tentang Langkah*langkah Keblaakan dalam Rangka Pemisahan
Polri dari ABRI.

Penelitian ini dilaskukan di samping untuk melihat
secara 3ern1h eksistensi Polri dalam Gakkum dan Binkambtibmas
menurad Undang—undang Kepollalan, Juga untuk melihat sin-
kron18a81 di antara kedua peraturan perundang-undangan ter—
sebut dengan metode penelitian deskriptif. ‘Berdasarkan hasil
renelitian dlaumpal kenyataan bahwa secara vuridis, baik
Undang-Undang HNomor 28 Tahun 1997 dan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 1899 belum sepenuhnya dapat dijadiken acuan
bagi kemandirian dan profesionalisme Polri dalam Cakkum dan
Binkamtibmas. Hal ini disebabkan dalam kedua peraturan
perundang-undangan tersebut masib terdapat materi mmatan
vang menampakkan sosok Polri yvang belum mandiri. Di samping
itu pula, di satu pihak Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun

1808-ibu-merupakan-tandasan-varidis-formal - baot —reforaasT
Polri, namun di lain pihak kedudukannva lebih rendah
daripada Undang-undang EKepolisian itu sendiri. Hal ini
berarti tidak sesuai dengan asas, "Lex superior derosgat legi
inferiori®.

Oleh sebab itu, penulis menvarankan untuk mengadakan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 18997 vans
substansinya antara lain menempatkan organ Polri pada sebush
lembaga non—-departemen langsung di bawah Presiden.
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ABSTRACT

The 1845 Conétltutlon doesn”t émphatléally declares the _
existence - of Pelri. But, as a guldance we can refer to the
sentence ‘of the Fourth Alinea of the - Introductlon to the. -

1945 Constitution which read, " ..to protects the entire

Indonesian people: and the whole native country of Indone-—
sia..." and Artlcle 4 Paragraph (1) of the 1945 Constltutzon; _
_which confirms, "The President of the Republic. of IndoneSLthfl
_Tassumes' the government authorlty aecordlng to ~the. Consti- -
- tution”. . Although the task of protection is not . implicated
‘as’ mentloned in this: sentence, the meanlng of: thls task dis 0
on“- of the executive and Polri is one - of the executlve';]'

organs subordlnatlng the Pr651dent,

The existence of Polri in enforcing the law and

controlling the security and order of the community., is just

been arranged in Article 2 and 3 of The Law Number 28 of the
Year 1997 regarding the Police. But, because up to now the
Polri organ has been integrated with Indonesia Arm Forces
(ABRIY, 1its nuance and paradigm has a military heavy style
rather than civil heavy. We often find a Polri personality
acting as a trouble-maker rather than disciplinary., and even
as a oppressor rather than a protector. so that in the car—
rying out of the law enforcement and controlling of the
security and order of the community, Polri has not yet indi—
cated a profesional figure. The above mentioned condition is
due +to the dependency of Polri, so that they are often
intervened by other parties. In anticipating the above con-—
dition. the government has published the Presidential Ins—
truction Number Z Year 1898 regarding Policy Measures in the
Context of the Separation of Polri from ABRI.

The studv was done, beside for seeing the existence of
Polri in Gakkum and Binkamtibmas clearly, according to the
Police Law., also for seeing the synchronization between both
laws/regulations by descriptive study method. Based on the
results of this study, I find that yvuridically, either ILaw
Number 28 Year 1997 and the Presidential Instruction Number
2 Year 1988 can not yet fully become a reference for the
independency and profesionalism of Polri in Gakkum and
Binkamtibmas. This is because both legislational regulations
still consist of material which show or indicate +that the
Polri figure has not yet become independent. Besides, on one
side the Presidential Instruction Number 2 Year 1998 is a

formal—yaridicfondationforthereformativm o Poled, bt

on the other side its position is lower than the Police Law
itself. This means that this is not in line with the prin-
ciple, "Lex superior derogat legi inferiori” (the higher
regulation defeats the lower regulation).

That s why., the author sugsest to change the Law Number
28 Year 1997 of which its substance among others positions
the Polri organ in a non—departemental institution directly
subordinating the President.




gf[fkarunlarﬂyafmustahll penullsndapat menyelesalkanltugas akhlr

Tlada kallmat-yanﬁ leblh,lndah'kecuall pudl dan syukurf;

_ASuhhanahu.”ata ala: karena tanpa rldhom dan

| 28 Tahnn m

”:T ;$eéié ini dlsusun berdasarkan konaep pemiklran bahwaf*~ 

'}éébééai salah seorang tenaga. Pengaaar- Pada Unlver31tas ut
.Langiangbuana yang secara hlBtorlS*YurldlS bernaung di bawah.'”
 ';Yayasan: Brata Ehaktl Polrl Daerah Jawa Barat seyogyanya;ii'
'penulls memberlkan. setltlk pengabdlan dalam bentuk karyaT '
. ;lm1ah_.YanE ada;relevanslnya_dengan ek31sten31_ kepollsxanf-:

'itﬁ_.sendiri. Konkretnya pgnnlis adalah pengagum motto,

”Tekadku-adalah-ﬁehgabdian terhaik“-yéng dikemukakan Kapolri

kesebelas, Kunarto Dl samplng 1tu pula, tesis ini disusun

 berdasarkan k301ntaan penulis kepada lembaga Polri vang

selama lebih dari setengah abad berkiprah, hawpir selalu
berada dalam posisi yang kurang menggembirakan seperti kata
pepatah vang dikemukakan Koesparmono Irsan, “Hoda tak ber—

ampam,. Jasa tak terhimpan™. vang menurut penulis adalah

"sebagai dampak dari organisasi penegak hukum yang tidak

mandiri dan mempunyal nuansa tugas vang ambivalensi. Keambi-—
valensian ini tercermin dari pernyataan Chaeruddin Ismail

dalam bukunya, "Polisi Pengayom ve Penindas dan Penertilh ws

Pengusik™.
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”Péda haklkatnya substan81 dari te31s 1n1 hendak mancobaiff.w
_:menaawab dua pErtanyaan tentang,_; Bagalmanakah 8k513ten81i '
-Polrl menurut ﬁndangmUndang Nomnr- 28 Tahun 199? dalmmiii 
.fmﬁlakﬁanakan penEgakan.hukum dan pemblnaan keamanan keter* i

'-ftlban masyarakat dan dampak apakah yang akan teraadl apa~ff;'

q7 ;;?b1la Polrl 'sebagal p&negak hukum dan pelaksana. pemblnaanffjﬂ

  keamanan ketertlban masyarakat dlpisahkan darl organ ABRIQ":'hT

-Menurut penulis,'adalah.sebﬁah.keniscayaan_jika, dalam
"penyuSﬁﬁan..tesis ini penﬁli$ @enéﬁui berbagai kendala baik

vang bergifat moril maupun materiil. Namun demikian sebagai -

seorang musliim, penulis selalu ingat pada Firman Allah SWT

dalam Al—Qur‘an, Surat Al-Insyirah, Ayat 5 dan 6 vyang o

berbﬁnyi, “Fain-pa ma al “usri yusraa. Inpa ma“aal “osri
yusraa“. Artinya. “Sesunggnhnﬁa, di mana ada kesulitan di
situ ada kelapangan. Sesumgguhnya, di samping ada kesulitan
selaln ada kelonggaran™. Resulitan demi kesulitan, penulis
hadapi  dengan lapang dade dan Alihamduplil-laakh akhirnva
kesulitan tersebut dapat teratasi berkat kebaikan berupa

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Untuk segala kebaikan itu, vada kesempatan vang baik
ini penulis menyvampaikan ucapan terims kasih vang tiada

terhinggs kepada yans terhormat Bapak-bapak den Ibu-ibu:

i. Prof. Dr. H. Ateng Syvafrudin, 5.H. selaku Xetua EKomisi
Pembimbing vang selalu arif dan bijaksana serta penubh
perhatian dalam memberikan petush, arshan. dan bimbingan

ilmu yvang sangatv bermanfast;
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'f Kbﬁisi Pemblmblng yang selalu penuh atensi dan korektlffﬁ -_

_fdalam memberlkan_ blmbingan serta memberl _masukan yangf .

 fH;u

 :$angat berguna bagl subtsan81 t8518 1n1'“::

ﬂiKuntana Magn'r,_ S H.,_M H.f selaku Anggota Komlsl:

;Pemblmblng yang selalu meluangkan waktu dengan pendhi?i_

 kesabaran dalam memberlkan blmhlngan dan korek51,

'Prof__ H Abdullah Hlmandra Wargahadlbrata, dr- D_Sp-ﬂ-éf”

-._Prof Dr H. Burhan ﬁrlef Ir., Prof. Dr H_ Imam Supardi,

' dr., §.P., M.K., Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H., dan Dr.

" . Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. selaku Rektor Unpad,

Direktur, Asisten Direktur I, II Program Pascasarjana

.ﬁhpad,:dan Eetua Program Magister vang selalu nmemberikan

kemudahan kepada penulis. Para Guru Besar serta para
Dosen Pascasarjana vyang telah memberikan dilmu vang
bermanfaat, yaitu: Prof. Dr. R.H. Sri Soemantri M., S.H.;
Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.8o0s., LL.M.; Prof. Dr.
Sjachran Basah, S.H., C.N. ({(Alm); Prof. Dr. AP,
Parlindungan,5.H. (Alm); Prof. Dr. R. Otje Salman, S.H.:;
Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.; Prof. Dr. H. Koko
Kosidin, S.H.; Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.:

Dr. Scelaeman, S.H.; Dr. Rusadi EKantaprawira, S.H_; H.

Rosjidi . Hanggawidjaia, 8. He, HMH 3 - Hiw-Tenne - Bugbind g ommm.

S.H., M.H.:; Jdenny Barmawi, S.H., LL.M.:; Zainal Muotagin,
5.H., M.H. dan Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
Letien. Pol. Drs. H. Hana Permans selaku Wakapolri vang

sejak awal memberikan motivasi kepada penulis;
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6 Hay}en. Pol Drs Chaeruddln Ismall selaku Kapolda Jabar:

"tdlaan_ bellau untuk dlwawancarals&an__berdlskual

~se1aku Rektor Unlversltas Langlangbuana yang selalu memwﬁ; g

secara;

 1;,dan elaku Ketua Yayasan Brata Bhaktl Polrl Daerah Jabarff;f;

*_fyang.'selalu memberlkan motlva81 dan arahanl"serta kese—j7]a 

.: fBr1gJen Pol (Purn} Drs H Herman S;.Sastraw1daaaa, S H-tﬁf-'

Q'berlkan bantuan, balk morll maupun materlll dan motlva81;f' '

';tlnggl agar panulls cepat menyelesalkan program S 23

antaranya' Mayaen._Pol {Purn) Drs.R. H Soebroto - Brotodi-—

- 8, Para anggota Badan Pendlrl Unlver51tas Langlangbuana, ai  ;-

Jred_a@;_. S.H.; -Bi-‘lgaen_- ‘Pol.(Purn) H. Soelaeman Djajoesman

.lﬁlm); KolmPol;(?ﬁfﬁ).H-.Waras; Letkol.Poi.(Purn) H.Arief

:Amin, S5.H.; Letkol.Pel.(Purn) H. Muchtar, S.H.; H.A.
Tisna Sendjava, S.E., M.Si.; H. Utang R. Warmana, S.E.,
M. M., M.B.A., dan H. Umar Srijadi, S5.H. (Alm) atas
:témpaan kebaikan, sejak penulis masih mahasiswa S-1
sampal sekarang ini. EKetua P2 Polri Jabar, Mavijen. Pol.
(Purn) Drs.H. Madra S.Maningadi, EKetua BPH Unla, Brigjen.
Pol. (Purn) Drs. H. Dudung Abubakar dan Ketua Harian YBB

Polda Jabar, Ecol. Pol. (Purn) Drs. H. Uban Atmasubrata.

Drs.H. Awmir Ratman,S . H., M.Hum; Fol Pol.{(Purn) H. Gumilar
PR, &S.H.; Dekan FH, FE, FISIP, FEKIP, dan FT Unla vang
pernal dan masih memberi kesempatan kepada permlis dalam

mengamaikan dan mentransfer ilmu kepada mahasiswanva.
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Dr-._ Syarlf Muhldln, M Sc-,: Kol Poi {Purn) Drs H Irhanrn

5_T;syah Kol Pol Drs._H Sardaa Suherman, 8. H,, dan- Kol'-*'”

'.i}Pol,_ Drs., H Achmad Saieh S H., atas kesedlaan waktuaui

'?1 }untuk berdlskusli dan wawancara- Drsn-H Eddl Sopandl,f;ﬂj

fﬂ?ﬁl- selaku Ketua Lemllt: Unla,. tempat penulls;zv.

”f;fj;ber _prah" Letkol Pol {Purn) Herman AS B A-, Letkclf"f{.

.:”Pol-  Drs-_ Ito Sumardl, M H- dan Kapten Pol. -Tlte_f;

'H:Puspltasarl,' Letkol Pol. Hustahadlrdaa, dr. Tlmatlus:;'

o fTedaaauwana, DSB dan M. Imelda R. Arlanl yang serlngkall_;_

11.

'jmemberlkan bantuan dan kemudahanmkemudahan.

Hj, -Dra- Ati ﬁurnlatl, Cucu Sumirah, Deden Suryana,

”Nandang,.Diah_Hernawati, Dede Sumarni di FH-Unpad. WNanay

 St. Mulyana, Rosnawati, Ilyas, Dwi, Agus, dan Rusnandar.

12,

18,

Yéng tercinta Tbunda ZXoyoh Supiah dan Ayahanda Haji
Machmudin (alm), Ibu dan Bapak mertua Siti Hunaenah (alm)
dan Kiayi Muhammad Tukman (alm) , yang semuanya selalu
memberi do"a restu dan nasibat agar penulis senantiasa
tawakal, memchon, dan shalat kepada Allah Subhanahu

Wata“ala dalam segala ujian, cobaan, dan kesalitan hidup:;

‘Yang tersayang isteriku Dewi Nuryati dan anak-anakku

Wedha Prasaja, Wisnu Prawira, dan Anisza Primadona vang

telah berperan sebagai motivator utama dalam merengkuh

edta~eita-suami-dan-ayeh-mereka.Merekatelah banyak pop=—""""""

korban dan menderita selams penulis berusaha merengkuh
ilmu dan berusaha mengubah keadaan ke arah masa depan
vang insya Allah akan lebih baik. Waktu untuk mereka

seringkali terampas dan seringkali pemulis kesampingkan.




Kepada semua pihak baik yang sudah penulls sebutkan dlfff
"fatas maupun belum, terutama kepada para sahahat yang tldakffj?
' *mungkln dlsebutkan satu persatu dalam lembaran 1n1 penulls; ;:

:-; bard0 a semnga mendapat 1mba1an kebalkan pula dar1 Nya“-}ﬁkffi

':Penulls menyadarl bahwa'tesl '1n_ aauh darl kesempur—

 Hﬁa;ﬁ,: dan sudah tentu ketldaksempurnaan 1tu sepenuhnya  f=
.merupékan tanggung aawab penulls sebagal konsekuensl '1051$ :'

._atas keterbatasan &an kemampuan olah plklr p@nullﬁ. Untuk;;t
'itq;  segala koreksz dari éara pengual dan para penelaah   

menurut 'penulls merupakan hal yang sangat egensial, sebab

manfaatnya bukan saja untuk ‘mendekati kesempurnaan dan
'menladakan kekellruan, namuan &éng lebih penting dapat
-”mgnaadl pendorong kuat bagl éeﬁulis éuna mengembangkan
potensi keingintahuan, keluasan wawasan berpikir, dan diha-—

rapkan akan lebih memperkokoh akar kearifan.

Akhirnya hanvs kepada Allah_Subhanahu Wata"ala Jualah
segalanya penulis kembalikan, disertai do”a, "Yaa Allah,
Jadikanlah karyva kecil ini sebagai berkah bagi penulis,
keluarga, para guru, para pemimpin vyvang tidak zhalim,
almamater, Polri, dan bagi siapa saja yvang dapat mengambil

sari manfaatnya'.

Bandung, 13 November 1989

Dudun Duswara Machmudin
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A Gater Bolkuns essleh

BAB I
PENDAHULUAN

menetapkan'm

Kemudlan darlpada 1tu untuk membentuk suatu pemer1ntdh;ﬁi
_'negara Indonesia yang mellndungl segenap bangsa Indone—
'sia 'dan seluruh tumpah darah ‘dan untuk memaaukanjfg
,keseaahteraan umum, mencerdaskan kehldupan bangsa, ‘darn -
dkut -melaksanakan ketertlban dunia . vang berdasarkan:u;
‘kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan gosial, maka -

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indon651a itu dalam

“suatu Undang—Undang Dasar negara Indonesia, vang ter— -
bentuk. dalam susunan negara Republlk Indonesia vang
berkedaulatan yrakvat dengan’ berdasar kepada: Ketuhanan -

‘Yang Maha *Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan vang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewnjudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan rumusan vang panjang dan padat ini, Alinea

Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus mene—

gaskan bahwa:

Pertama, fungsi dan tujuan negara Indonesia adalabh melin—

dungi segenap bangsa Indonesia dan selurvh tumpabh darah
Iindonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

Allnea- Keempat Pembukaan UndangmUndang Dasar _1945; ; ﬂ

dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial;

Kedua., bentuk negara Indonesia adalah Republik;

Ketiga, negara Republik Indonesia adalah negara vang berke—

daulatan rakyat;




Keempat - dasar negara Indon681a adalah Pan0351la, yéiﬁﬁ .f:'
'.gKetuhanan Yang Maha Esa, kemanu51aan yang adll dan ber*[l'
'-jadab persatuan_ Endonesla,zk&rakyatan yang dlplmpln'ﬁ E

'_oleh hikmah kebijéksanaan dalam permusyawaratan/ perm;@ﬁ-

””iifwakllan,- dan keadllan soszal bagl_ 5eluruh rakyatfff”

";fi;lndone51a-1 :mf ”y;
Kellﬁa -  negara .Indone81a adalah negara yang tertlb ber; ~i
| gdasérkan konstltusl dan hukum karena negara menyusmn_i

'”ckemerdekaan kebangsaan 1tu dalam suatu undang—undang:_ 

dasar_aebaga;_huknm dasar vang tertulls-l

Untuk mewujudkan tujuan itu, di dalam negara perlua
diadakén peﬁbagianskekuasaan ke dalam beberapa bidang. Agar
kekuasaan -yang_teiah dibagi—-bagi itu tidak disalahgunakan,
maka konstitusi atau undang-undang dasar mengambil peran

wntuk membatasinya.

Sehubungan dengan masalah pembatasan kekuasaan dalam
negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengikutli sistem
pemisshan kekuasaan sepertl yvang dimaksudkan ajaran Trias

Politica, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal

ini disebabkan:z

1. Undang-Undang Dasar 1845 tidak membatasi secara
tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan
oleh gatu--opgansbadan. yang..-tidak...boleh .galing e

campur tangan.

1. BP-7 Pusat., Bahsan Pepabtsran P-4 Bidang Undang-Undang Dasar 1845,
Jakarta, 1994, halaman 15,

2. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hulkum Tata Negara Indo-
pesia, COV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, halaman 181.




2. Undang-Undang ﬂasar 1945 tldak membata81 kekuasaani"'

itu  dibagi atas tiga bagian saja dan Jjuga tidak
"membataﬁl pembagian kekuasaan dllakukan oleh. tlgaf_“'

organ/badan saja__'

- 3. Undang—ﬂndang Dasar 1945 tldak membagl habis kekua~'_*
saan - rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusya—_*

waratan - Rakyat, Pasal 1 Ayat {2),_kapada 1emhaga—j L

'1embaga negara 1a1nnya_,;

' Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur -

énam bidang-kékuasaan:pokpk'dalam negafa vang diikuti dengan_
. ?e?éturan tgﬁtang ke&ﬁdukan, tugaaf wéwenang, dan hubuﬁgan. '
antar lembaga negara. Ketentuan ini lebih Jjauvh dilengkapi
dengan Tap. MPR No. VI/MPR/1973 juncto Tap. MPR No. ITI/
MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga
Tértinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga—lembaga Tinggi
Hegara. Menurut Eetetapan ini disebutkan bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat adalah Lembaga Tertinggi Negara,
sedangkan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwa—
kilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung

adalah Lembaga-lembaga Tinggi Negara.3

Di antara kedudukan sebagai Lembaga Tinpggi Negara dan
selaku Repala Negara, "Presiden memegang kekuasaan vyang

tertinggi atas Angkatan Darat, Angkstan Laut, dan Angkaban

" 4 " .. .memegang kekuasaan tertinggi atas RKepoli-

an 5

Udara serta

hus )% ) By N S . | ke
STl NEERTrE Repaor K Irionesya ™

3. BP-7 Pusat, Opecit, halaman 26.
4. Undang—Undang Dasar 1845, Pasal 10

5. Undang-Undang Homor 20 Tahnn 1982 tentang Hankamneg, Pasal 3b Avat (2)
dan Undang-Undang Homor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian NHegara Ri, Pasal 8.




_Itu berartl bahwa Pr881den adalah pemegang kekuasaan_ tgrf_”: 

: tlnggl ataa Angkatan Bersengata Republlk Indonesma-e

Berkaltan dengan salah satu kekuasaan tertlnggl yang

_ dlpunyal Pr681den, Polrl seharusnya mempunyal peranan yangﬁ;~

*sangat pentlng, sebab menurut perﬁlmbangan yurldls- pemba“ffﬁj

. hngunan 'na510nal dl bldang hnkum adalah terbentuk dan ber-ff;*
.fung51nya sistem hukum nasmonal yang mantayﬁ Guna m@ncapal
51stem bukum nas;onal yang mantap 1tu, hukum harus ditegak—
kan. Supayva hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu
svarat di antaranya adalah harus ada lembaga penegakan
hukum. Lembaga penegakan hukum adalah "badan” baik vang
berupa Jabatan atau pejabat yang bertugas, berwenang, dan
bertanggung-jawab mempertahankan hukum dari (ancaman) pe—
langgaran oleh orang atau orang-orang tertentu-7 Lembaga
penegakan hukum dapat dibedakan ke dalam tiza kategori
utama, vaitu lembaga penegakan hukum vang bersifat vyusti—
sial, lembaga hukum yang bersifat kuasi yvustisial, dan
iembaga hukum yang non—yustisial-a Sedangkan organ yang
melaksanakan kewenangan lembaga penegakan hukum biasanya
disebut aparat. Aparat adalah orang vang dipakai untuk

menjalankan kekuasaan negara, misalnya polisi-g

2 T U SO0 9

lsinl
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7. BRagir Manan, H., Perspektif Lembaga Penegaksn Hekom pada Pelita VII,
Polda Jabar, Bandung, 1996, halaman Z.

8. Bagir Manan. Ibid. halaman 3.

9. Poerwadarminta,. W.J.S5., Kams Umum Bahasa Indonesia, PN. Balal
Pustaka. Jakarta, 1985, halaman 30.




Berkaltan dengan pOllBl, konsxderan Undangmundang Kepomgi{;n 
1]81an Negara Repuhllk Indone81a menyatakan, bahwa-10

;:-,-d&ngan memperhatlkan kemaaemukan tatanan hukum yang“Li

beriaku,  vang menjamin’ kepastlan,. ketertlban,[ pene~

gekan, dan perllndungan hukum serta untuk memantapkan
_*qpenyelenggaraan pemblnaan keamanan Tmum dan ketentramary
fﬁmasyarakat dalam slstem keamanan dan ketertlban:_masyam

-«fﬁﬂepubllk Indoneé;a sebégalxﬁlat negara 'penegak' hukmm ET
Ciyang profe51ona1 ‘maka ‘dianggap perlu untuk memberlkan;;;
-~ landasan hukum yang ‘kukuh dalam tata susunan ‘tugas dan=-f
_wewenang Kepcllslan Negara Republlk Indonesla",_' o
_ Méngikuti bunyl konglderan tersebut dapat dlSlmpulkan;j*
bahwa Palrz harus d1ber1 kedudukan, peran, fung81 vang 1eb1hﬁfu
 mantap terutama guna memelxhara keamanan dalam negeri,
sebagai_ alat negara penegak bukum, pengayom, dan pembina .
keamanan dan ketertiban masyarakat yang melaksanakan fungsi

kepolisian dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak

hukum dan keadilan.

Selanjutnyva, memperhatikan berbagai tugas dan wewenang
vang diberikan kepada Polri ternyata vang paling kelihatan
di samping menjadi penegak hukum adalah dalam hal pembinaan
keamanan dan ketertiban masyasrakat. Namun demikian di tengsh
maraknya arus yang menginginkan adanva reformasi total 481
segala bidang posisi dan peran Polri dipertanyakan banyak

pihak, sehingga ada ide agar posisi dan peran Polri dikem—

balikan ke posisi semula. Eonkretnya Polri harus dipisahkan

dari organisasi ABRI.

10. Undang-Undang MNomor 28 Talun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Butir a Menimbang.




Menurut Harun Alra31d apablla kedudukan POllSl b@rada;iqf
’{ ﬁda1am ABRI maka hal 1tu bertentangan dengan ketentuan,Pasa1 ff

-f10 Undangmﬂndang Basar 1945 ?ang mangatakan, . Preslden:5¥f 

'-jfmamegang” kekuasaan tertlnggl atas Angkatan Darat Angkatan;hf 

dan Angkatan_Udara Begltu: 3ugai:ha1nya' ketentuan

ffmenyatakan 5Presxden memegang kekuasaan tertlnggl.

.  ' Kep011s1an Negara Republlk Indon631a adalah bertentangan : 
'"."dengan ketentuan Pasal 10 Undang—Undang Dasar '1945 yang“{f“

| mﬁmbatasl- kekuasaan tertlnggl Pr681den ataa tlga angkatan 

saaa-_SelanJutnya apablla akan dltambah satu angkatan lagi,

maka harus dlcantumkan dalam Pasal 10 Undang~ﬂndang Dasar;i

1945  dengan perkataan 1a1n, harus mengubah undang-undang -

dasar.il

Berdasarkan temuan di atas, penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul, "Eksistensi Polri
dalam Penegakan Hukum dan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Masyvarakat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah mengenai

atasgg”

kedudukan; tugas, dan wewenang Polri terutama dalam pene—

gakan hukum {Gakkum) dan pembinean keamansn dan kKetertiban

11. Harun Alrasid, Pembshagan Masalah Kedudukan Polisi dalam ABRY, Makalah
pada Seminar Nasional "Polisi dan Masvarakat dalam Era Reformasi", FH dan
FISIP-UI, Depok, 30 Juni 1988.




' f;_ masyarakat (Blnkamtlbmas} serta maraknya 1de pamlsahan Polr1 f;

-fdarli organ ABRI penulls mencoba m@ngldentlflkasl masalah?f{

'TVSebagal berlkut-'."”

.”,l Bagalmanakah ekSlStenSl Polrl menurut UndangmUndang Ncmoriml

"""*1*28__ Tahun' 1997 dalam melaksanakan penegakaﬂ | h“k‘m dan‘

' flrakat‘? f'

'27 Dampak apakah yang akan teraadl apablla Polrl sebagaif? 
:PEnegak hukum dan pelaksana pemblnaan keamanan ‘dan keterw:{i

_tlban masyarakat dlplsahkan darl organ ABRI°

N Tujuan.dan‘Kegunaan Penelitian

 Ada§hn tujuan dafi penelitian ini adalah sebagai'
berikut:

i. Untuk mengetahui dan mendapat gambaran yang jelas tentang
eksistensi Polri esebagail penegak Eukum dan pelaksana
pembinaan dan ketertiban masyarakat menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1897;

2. Untuk mengkaji dampak apa yang akan terjadi apabila Polri
sebagai penegak hukum dan pelaksana pembinaan keamanan

dan ketertiban masvarakat dipisahkan dari organ ABRI.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan

darvat memberikan guna dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya

turut berperan serta dalam menumbuhkembangkan Ilmu Hukum




-ﬁumumnya khususnya Hukum Tata Negara serta dalam upaya;   ? 
;“';ﬂ*'”  ="=:mendudukkaﬂ | persoalan kedudukan Polri :menurut ;"visi;*

V[ﬂetatan@garaan negara Rapubllk In&omesxa-""

"2,;Secara praktls, dapat memberlkan maaukan kepada- insténéitf  

“"f:terkalt umumnya,  khususnyal;lnstan51 Polrl g berkenaan?:f 

'";f;dangan pelaksanaan penegakan hukum dan pemblnaan keamanani;j_

:_dan ketertlban masyarakat-:
D. Kerangka Pemikiran

- Konstitusi atau undang-undang dasar sebagal Eerandka
negara yang memuat konsep-konsep dasar, merupakan hukum
negara yang tertinggi pada setiap negava. Oleh sebab itu,
"negara dan konstitusi merupakan dua lembaga vang tak dapat
dipiséhkan satu dengan vang lain” .12 Hal ini sejalan dengan

: © apa vang pernah dikemukakan James Bryce:l3
“"A constitution as a frame of political society,
organised through and by law, that is to say one 1is
wich Iaw has established permanent Iinstitutions with
recognised Ffunetions and definite rights’.
Senada dengan James Bryce, C.F. Strong juga menvatakan
bahwa:14
“A constitution may be said to be a collection of
principles according to which the power of government,

the rights of the governed, and the relation between
the two are adjusted”.

12. Syl Soemantri Martosoewignjo., Prosedur dan Sister Perubahan Ronsbitusi,
Alumni, Bandung, 1987, halaman 1-2.

13. C.F. Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book
Soclety and Sidewick & Jackson Limited, London, 1966, halaman 1%.

14. Ibid.

o
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tujuan negara, terutama dalam upaya menuju negara kesejahte-

raan {(welfare state).

Menurut J.F. Sleeman, istilsh welfare state pertama
kali digunakan oleh William Temple dalam pamflet vang
berjudul Citizen and Churchman.}® Sedangkan menurut Padmo
fﬁ Wahjono dan Didi Nazmi Yunas. konsepsi negara kesejahtera—
an (Welvaarstaat, Wohlfahrstaat, Welfare State., Social
Service State, Sociale Verzorgingsstaat) dikemukakan F.J.
Stahl. 16 Setelzh Perang Dunia II konsep tersebut digunakan
secara umum, sehingga fungsi negara tidak lagi hanva sebagal
polisi yvang memelihara ketertiban dan menegakkan hukum,

namun untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga negaraﬂl7

s B ey gy e B Helfare. State. Goorgs.-Allen London, 1974, hilm. 1.

';  f  } ” ' " Pandangan C.F. - Strong dl atas: manvlmpulkan bahwa .saaiu_ff..
| .'.kanstltu31 ataun undang—undang dasar 1tu dapat dlkatakanziﬁf
_Bebagal kumpulan asas hukum yang di dalamnya mengandung tlga:
' 1hal yaltu pengaturan tentang kekuasaan pemarlntah ak—hakﬁ3i,-
" Yang dlperlntah dan hubungaﬁ antara keduanya - p@merlntahf; i
'dengan rakyat Dengan demlklan konst1tus1 merupakan aturan,;"'
maln, baik bagi pemerlntah maupun bagi yang dlperlntah dalam

mengatur kehldupan bersama guna mengupayakan terwuaudnya '

168. Padmo Wahjono, Pejabat sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata
Uaaha HNegara, Depdagri, 1989, halaman 34 dan diulang lagi dalam Moh. Busyro
Moaoddas, Politik Pembangunan Hulkum Nasional, UII-Press, 1992, halaman 40,
septa Didi Nazmi Vunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992,
halaman 22.

17 Taliziduhu Ndraha, Perkembangan Studi Pembangunan Masvarakat., Universi-
tas Terbuka. Jakarta, 1986, halaman 2.




Perubahan 'kbnsep tentang fuhgsi negara ini terutama_ﬁ'
 termot1vas1 Gleh pengakuan dan kesadaran bahwa rakyat berhak_'
'memperoleh keseaaht@raan.;a Istllah seaahtera berarti bahwa

 kebutuhan utama kehldupan manu31a dalam masyarakat dapat

 d1penuh1 dengan semurahwmurahnya dan secepat cepatnya 19 In1 : 

o berartl bahwa dalam suatu n@gara keseaahteraan tugas pememzfj'

i- r1ntah, Sangat luas, yaknl mengutamakan kepent;ngan selufdh
rakyatnya. Namun demikian, dalam mencampuri urusan kesejah—
teraan rakyatnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
Maksudnya agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang,
sebab  kesewenang-wenangan itu seringkali dilakukan oleh
pemegang kekuasaan seperti yang digambarkan oleh John
Emerick Edward Dalberg Acton, “Power tends to corrupt and
absolute power tends to corrupt absolutely”.?0 Ini berarti,
"Kekuasaan itu mempunvai kecenderungan bersalah guna“,21 dan
apabila terjadi persengketaan antara pemerintah dengan
rakyatnyva, maka penvelesaiannya akan dilakukan dalam suatn

proses peradilan administrasi vang berdiri sendiri.

Menurut F. Julius Stshl, konsepsi negara kesejahteraan

ini mengandung elemen—elemen sebagai berikut:

18. Marshall, T_H., The Right to Welfare. The Free Press, New York, 1981,

halaman 83.

19. Prajudi Atmosudirdio, Hukum‘Administrasé Negara, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1983, halaman 28.

20. Sjachran Basah, Ilmz Wegara~Pengantar MHetode dan Sejarah Perkembangan,

Alumni, Bandung, 1987, halaman 100.

21. ori  Scemantri Martosoewignio, DBunga Rampai Hulkom Tata Hegara

Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, halaman 46.




.'1"Adénya.ﬁémiﬁanfatas7hak—hak'dasér'manusié:
f2 Adanya pembaglan kekuasaan,.” 
3 Pemerlntahan ber&asarkan peraturan perundang*undangan,

4 Adanya peradllan admlnlstra51 negara,z2 Sedangkan menurut.7

': SoerJono Soekanto, untuk menentukan suatu  negara- menganut3L l

' k0nsepsi negara keseaahteraan pallng tldak harus mengandungif;

'”clrl 01r1 sebagal berlkut'

i. Bahwa pemlsahan kekuasaan berdasarkan ITJ&S Eblltlca'.

dlpandang tidak prln51p11 lagi. Pert1mbangan—pert1mbangan.-'

"efmslen51 kerja lebih venting daripada pertimbangasn dari
sudut politis, sehiﬁgga perasaan organ—-organ eksekutif
iebih penting daripada organ legisiatif;

2. Peéanan negara tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan
aan ketertiban belaka, akan tetapi negara secara aktif
berperanan di dalam penyelenggaraan kepentingan masya—
rakat di bidang-bidang sosial., ekonomi, dan budaya,
sehingega perencanaan merupakan sarana vang penting;

3. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum materiil yang
mementingkan keadilan scosial material dan bukan persamaan
vang bersifat formal semata-mata:

4. Sebagai konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas, maka
di dalam suatu negara kesejahteraan hak milik tidak lagi

dianggap sebagai hak mutlak, akan tetapi hak tersebut

dipandang mempunyvai fungsi sosial vang berarti adanyae

batas di dalam kebebasan penggunasannva;

22 . Didi Nazmi Yunas, Opcit, halaman 24.




5 Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publlk Semakln:: _J,
5 pent1ng dan semakln mendesak peranan hukum perdatan Hal;;:@"

Cini dlsebabkan semakln 1uasnya peranan negara dl_ dalax£ f

-_ keh1dupan ekonoml 5051a1 dan budayanza__j'

'_fteraan dl atas seaalan dengan fungSL negara modern Yang ol&h{

E_  Wb1fgang Frledman dlrumuskan sebaga1 berlkut.

"<,,.Fhrst : as Prﬂtectar, $ecand1y; aa'Lusposer of So— -

“leial Sérv1ces, thlrdly, as Iﬁdﬁstrzal ﬁbpager; fourth—

' 1y. as Economlc Goni;roller, flfthly, as Arbi trator".24 '

Dengan demikian apablla dlteraemahkan secara harfiah, maksa

tugas dari suatu negara kesejahteraan. waitu  sebagai

-'pélindung warga negaranyva, pelaksana atau badan vang wadjib

mengadakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sebagai manager
perindustrian, sebagai pengawas perekonomian dan sebagail

hakim atau penengah-25

Menurut Sri Soemantri Martoscewignjo, sejak semula
negara Indonesia sudah mempunvai konsep negara kesejahtera-—
an. Hal ini dapat dibaca dalam paragraf Ekeempat Pembukaan

Undeng-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Gralan tentang 01r1wclr1 darl”kon53981 negara _kesaaah—rf"”

23. Soerjono  Soekanto, Beberapa Permasalahan Hokam dalam Kerangka
Dombangnen 4 Indonesisa, Universitas Indonesia, Jakarta, 1876, halamen 54.

24, Wolfgang Friedman, Law in a Changing Society, 1959, halaman 485,

25. SBunarjati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni. Bandung, 1882,
halaman 29.




flg'ﬂéliﬁduhgi -SégéhAﬁ.béngséflﬁdohésia'daﬁ :Seiﬁfuh -tuﬁpdﬁﬁF '
'm darah
'-2,1Memaaukan x@seaahteraan umum,: :”'

'  3_;Mencerdaskan kehldupan,bangsa,  '

 ”Qé;;Ikut melaksanakan ketertlban dunla Yang berdasarkan ke~£€f '

ffkmerdekaan, perdam 1an abadl dan keaﬁllan 5081a1_?§

Dalam praktek kenegaraén, konsep 1n1 berkembang- ﬁnéﬁf='
'pemerlntahan berdasarkan undang—undang berkembang menaadl_"
. pemﬁr1ntahan berdasarkan atas hukum 1alu berkembang menaadl

.berdasarkan asas manfaat . 2! Menglngat negara kesejahieraan
ini merupakanﬂnegara hukum,materlll,zs maka negara IHGOHESIa.
termasuk -kg dalam kriteria negara kesejahteraan vang ber— -
dasarkan atas hukum. Ini berarti bahwa negara Indonesia

menganut konsep negara hukum.

Menurut A.V. Dicey di dalam konsep negara hukum (the
rule of law) terkandung tiga unsur penting, vaitu:
a. supremacy of Ilaw;
b. eguality before the law;

c. human rights-zg

26. Sri Soemantri Martoscewignio, Opcit, halaman 44,
27. Padmo Wahjono, Opeit, halaman 24.
28. Soerjono Soekanto, Loc cit.

29. Abu Daud Busroh, Asas-asas Hukwm Tata Negara, CGhalia Indonesia,
Jakarta, 1983, halaman 113.




'.'-.'_bahwa 30 :

Ketlga unsur pentlng Vang dlkemukakan chey 1tu _sebenarnyaf_?'“'
?merupakan dasar' dan ukuran untuk dapat m@n@mpatkan suatu f 7'
f fﬂegara Se’ﬂagal Mbuah negara hukum ?ang demokratls “Hal 'ini_:__:.

' seJalan d@ngan pemlklran Saachran Basah yang mengemukakanf25 

L Secara konstltu31ona1 ek81sﬁen81 negara hukum a. quo, -
T,gtldak mungkln dlpungklrl oleh siapa. pun,, karena o b B
"‘ﬁdalamnya mengandung Jaminan terhadap tiga hal wvang
. kemudian direkavasa lebih lanjut melalui proses .

“normativisasi dalam ketentuan perundang~undangan yang_f.'

. tingkat derajatnya 1eb1h rendah -

"ZBerpangkal tolak dari konsepsi tersebut, maka dengan

adanya proteksi konstitusional ini dimaksudkan supaya setiap

keputusan vang dikeluarkan oleh organ—-organ negara senan—
tiasa"harus sesual dengan Undang-Undang Dasar 1845 sebagai

1andasan konstitusional Republik Indonesia.

Pernvataan berdasarkan atas hukum, berarti negara
Indonesia bukan berdasarkan pada kekuassan belaka, dan
selain dari itu pemerintahan didasarkan atas sistem konsti-
tusi wang tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak

terbatas.

Landasan yvuridis dari pernyataan di atas, dapat ditemn—
kan dalam Penjelasan Undang-Undang Dapar 1545 yarng menetap—

kan hal-hal sebagai berikutb:

“I. Indonesia ialah Negara vang berdasar satas hukum
{rechtsstaat)

30. Sjachran Basah, Perlindungan Huokum Gerhadap Sikap Tindak Administrasi

Hegara, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXIX, 24 GSeptember 1986, Alumni,
Banduing, Cetakan II, 1992, halaman 1.

e




1. Negara Indon851a berdasar atas hukum (reéﬁts;jgj  
staat), tidak herdasarkan atas kekuasaan belaka}*tﬁ

(Emchtsstaat),#,_:_.._

- II Slstem Konstltuslonal

2. Pemerlntah berdasar _atas slétem'  kpﬁstitﬁ$if:f
o {hukum dasar),- tidak - berslfat absblutismé”:ﬁ

{kekuasaan yang tldak terbatas)

”Ffﬁengan:demlklan secara konstltuSLOHal Suprema51ihukum dlaku'

'-fiﬁif Indonesla dan 1n1 berart1 bahWa ada pEngakuan terhadap_-ff”

”'penegakan hukum yang salah satu dl antaranya alat negarai“"

'_:_penegak hukum itu adalah argan.kepellslan-

Kepollslan.s@benarnya ada, tumbuh, dan berkembang baer—

samaan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia.

Hal - ini dapat dibuktikan ketika sekelompok manusia mulai -

ﬁerasgkan rerlunya rasa aman, tentram, dan perlunya nemper-
ﬁahankan kelangsungén hidupnyva. Pada maat itulah sebenarnya
organ polisi telah berfungsi. Fungsi polisi semakin nampak
dengan jelas, manakala ancaman terhadap kelompok semakin

nyvata.

Berfungsinva organ kepolisian hampir selalu termoti-
vasi oleh kondisi vang memperlihatkan adanva pihak vang kuat
di satu sisi dan adanya pihak yang lemah di sisi lain yang
memerlukan perlindungan. Pertemunan dua pihak vang bersebe—

rangan itu hampir selalu melahirkan pertentangan yang hebat

dan biasanva manusia yvang dianggap paling kuat itulah vang
diangket menjadi pemimpin pads kelompoknya. Tujuannya adalah
guna melindungi kelompoknva. Tindakan manusia kuat itulab

wudud sederhana dari fungsi pelisi.




Berpangkal tolak darl fllsafat sebagal 11mu Yang ber-ﬂ;f
_.ﬁ i3makna mencarl kebenaran dl ballk semna fakta yang ada,. maka;f'
 '3_ff11Safat kepollslan pada haklkatnya auga bermakna mencar1  5

:9 kebenaran atas ek51sten51 pollSl umumnya Kepollsian Negaraf j_

' f Republ1k Indona31a khususnya-  ~ o

Kepollslanadalah segala hal—:l.hwal | yang  berkaitan
' idengan fungsl dan lembaga POllSl sesual dengan peraturanh-;
_ Perundang“undangan_3l Sedangkan fun281 kepolisian adaldhi :
VBalah satu fung51 bémerlntahan negara ‘di bidang penegakan .
hukum, perllndungan dan pelayanan masyarakalb, serta pembim-
bingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak-—
nya hukum serfa terbinanya ketentraman masyarakat guna ter-—

wujudnyva keamanan dan ketertiban masyarakat-Sz

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan Judul wvang telah dikemukakan, vaitu
"Eksisteﬁsi Polri dalam Penegakan Hukum dan  Pembinaan
Eecamanan dan EKetertiban Masyarakat Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Taehun 1897", maka penelitian ini adalah penelitian
hukum vang bersifat deskriptif, vakni menggambarkan kepada

pihak lain tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif

dengan masalah tertentu.

31. Undang-Undang Homor 28 Tahun 1987 tentang Kepolisian NHegara Republik
Indonesia, Pasal 1 Awvat (1).

32. lbid, Pasal 3.




'f;dalam 'pene11t1an dan pembahasan cini dlgunakan':beberapa

 _]r1s, soszolcgls dan komparatlf-_

fungsi Polri, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 .

Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui dari-
mana asal mula kata polisi, bagaimana proses pembentukan dan
rerkembangan kepolisian di Indonesia mulai zaman penjajahan

sampail dengan saatb ini, serta apa yang melatarbelakanginya.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagai-
mana sikap tindak masyarakat terhadap eksistensi Polri dan

peraturan perundang-undangan yvang menjadi rambu-rambunva.

Pendekatan komparatif digunakan, vaitu untuk mengadakan

perbandingan antara lembaga kepolisian di Indonesia dengan

Adapun yang dlmaksudkan dengan korela81 dl slnl a&éiéﬁ,g}
fpffmengenal ek51sten81 Polrl sebagal organ d1 llngkungan ABRI;Qf
fdalam melaksanakan fung51nya dan dampak apa yang akan,z“ T

*”fxfteraadl apablla Polrl dlplsahkan darl ABRI Gleh sebab 1tu, f}

ffgfpendekatan d1 antaranya pEBdekatan yurldls normatlf h;é@dﬁ.:   

Pendekatan yurldls normatlf dlgunakan, menglngat pene-— L
'11t;ag ini bertltlk tumpu pada norma hukum yang ada dalam: ﬂ

_?eraturan perundangtundangan yang.mengatur tentang organ dan_ _

Tenbaga-kepoitstanrdi negars Tatmw

Adapun beberapa langkah vang akan dilakukan dalam
penelitian dan pembahasan ini adalal sebagal berikut:
Pertama., akan diteliti di mana eksistensi Polri diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kedua, akan diteliti bagai-~-




mana p@ngaturan dalam undang~undang organiknya. Ketiga, akan_'-

-dltelltl_bagalmana reallsasl darl herbagal bentuk peraturan

'"tersebut__ Keempat akan dllakukan kajian secara kualltatlfﬁf’
Ldari data vang. terkumpul B&cara kualltatlf._ Kellma darl_
_  haBl1 kaalan tadl penulls akan 'mﬁneoba m@netapkan Suatu ;  

fpersePSL tentang bagalmana seharusnya Polrl 1tu dlatur ag&rf;;f

_lembaga ini dayat eksis dan akan menyampaikan suatu prediksi
tentang dampak yang akan terjadi apabila Polri dipisahkan

dari ABRI.

Upava untuk memperoleh data dilakukan meialui peneli-
tian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepus-—
takaan dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagal per—
aturan perundang-undangan, buku, dokumen, tulisan para pakar
hukum vang ada relevansinya dengan Jjuduel peneiitian dan
masalah vang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilaku—
kan di lembaga kepolisian dan lembaga lainnya dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dengan para pejabat dan
mantan pejabat Polri, para tokoh masyarakat, serta para
pakar hukum. Sample vang disunakan delam penelitian lapangan
ini adalah metode purpossip—sampling berdasarksan kriteria di
bidang keahlian., vaitu mereka vang memshami tentang hukum,

terutama hukum ketatanegaraan.

F. Bistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan, maka tesis 1ini disusun

berdasarkan sistematika penulisan sebagail berikut:

ot
.




BABI

Hengamukakan, 1atar belakang masalah dan 1dent1f1—x_ff_

',kasl masalah yang dlkaltkan dengan_ tuauan danf:”

- kegunaan penelitian yang dldukung oleh kerangka  ?=

",itlan dan slstematlka penullsan Yang dlguﬂakan,ﬁ g]?f5”*”

-pemlklran-- Selanautnya dlkemukakan metode penell~~ff_

M@ngemukakan Tlnaauan Umum Yang dldahulul oleht;fi_*

”f' seJarah 1st11ah pollsl dlllhat darl segl etlmologlsffh

._?ang berasal darl 1st11ah Yunanl Kuno polltela -

-fPada_ bab ini Jjuea -dlkemukakan mengenal s@aarah~g'~

BAB I1I:

kepolisian di Indonesia, malai masa sebelum penja-—

Jahan, masa penjajahan yang terdiri atas masa

penjajahan Belanda dan Jepang, dan masa kemerdekaan
Republik Indoﬂesia vaitu masa perang kemerdekaan,
masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950, masa Undang-
Undang Dasar 1945 kedua, dan masa Orde Baru.
Selanjutnya dikemukakan tentang kedudukan, tugas,
dan wewenang Polri.

Mengemukakan kerangka teoritis tenbtang penegakan
hukum dan pembinaan keamanan ketertiban -masyarakat
dari para pakar hukum dan kepolisian. EKerangka ini

didahmluil dengan mengemukakan pengertian penegakan

haloom  itu sendiri yang selanjubnys..secara. . bepritis

diketahul faktor—faktor vang mempengaruhi penegakan
hulkbum serta hakikat dari pembinasn keamanan dan

ketertiban masyarakatb.




o BAB_;V."M@ru?akaﬁ*'kaéian-'tefhadap -ekéistehéiu Kepﬁlisiaﬂ%*
.Negara Republlk Indon681a menurut Undanngndangfgcf
'Dasar 1945 menurut Undang—Undang Nomﬂr 28 Tahanf:f
 ]1997._ Selanautnya guna menaembatanl ke arah per1—£ ; "

 11aku organlsa51 ?Olrl Yang leblh balk d1 maaa depanQ*r

' d1kemnkakan prlnslpmprlnslp kepollslan nagara laln;

'*sebagal perbandlngan- Di samping 1tu pula dalamAbabff :
ini dlkemukakan kaalan terhadap 1mplementa31 blas“ 
'dalam 51stem ketatanegaran Republlk Indone31a dl S
bidang penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan::
ketertiban masyarakat, serta akhirnya dikemukakan
beberapa pemikiran tentang dampak yang akan terjadi
ketika organ Polri dipisahkan dari ABRI.

BAB V : Merupakan bab penutup vang berisi kesimpulan dan
saran. Kesimpulan merupakan hasil kajian dari bab—
bab sebelumnya vang dipadukan dengan identifikasi
masalah. Terakhir dikemukaken saran—saran vang ada

relevansinva dengan penelitian ini.




BAB zI
S TINJAUAN UHUH TmmP .z.s*’mmh SEJARAH |
KEW}}UKAN TUGAS DAE WEWENANG EEPOLISIAN g IﬁmﬁESIA o

Secara 'enlmologl, lstllah "kepollslan berasai fdarif j

. kata pollsl yang dltambah,awalan "ke“ dan akhiran "an"- .

ffMenurut Soabroto Brotodlredao, 1st11ah pollsl baraﬁal darln"””

-1st11ah Yunanl kuno polltela vang berarti pemerlntahanzﬁf
1suatu polis atau kota. Hal ini berhubuﬁgan dengan kondisi
‘pada  waktu itu vang menunjukkan bahwa vang menjadi tempat

‘kediaman manusia hanvalah kota-kota yang dikelilingi tembok

besar. Oleh sebab kota—kota itu merupakan negara kecil., maka

politeia pun diartikan sebagai pemerintahan negara«33

Politeia sendiri sebenarnya adalah suatu judul buku yang

ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku ini
beriéi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Dalam
kondisi seperti itu diperlukan kekuatan untuk menegakkan
aturan agar dipatuhi oleh setiap warga dan Ekekuatan untuk
mempertahankan diri dari ancaman pihak luwar polis. Kekuatan

inilah vang kemudian disebut kepolisian yvang eksistensinya

33.

melahirkan fiangsi polisi.gé

Soebroto Brotodiredjo., R.H., Polri sebagai Penegak Hukm, Sespimpol,

Bandung, 1989, halaman 2.

34.

Kunarto, Ebika Eepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, halaman H1.




Beranaak darl kata_ polltela 1tu kemudlan timbul kata;y 
- Pﬂlltlk yang dlmaksudkan sabagal tata cara mengatur 81stenghf
f_ pemer1ntahan, kata pollsl yang mengatur penegakan per—fh”

'3; faturan kata polzcy‘ yang berartl keblgakan dan sebagalnya o

':ffPengembangan darl semua ltulah ang melahlrkan_negara dengan;3'

'“% ;segala_'atr1but dan pengaturannya pada saat 1n1-;Euku Poll—_“ff'
t61a 1tu sampal abad pertengahan selalu dlaadlkan ruaukanﬁ”;
5pem1k1ran para penyelenggara pemerlntahan, para cendeklawan,f_*

“jpara_ f;lsuf untuk_mendasarl pem;k;ran dan teorl' atau 1lmuﬁ”

'Yaﬁg.bersifat empiris kenegaraan di kemudian hari.dd

Sampal kurun waktu ratusan tahun penvelenggaraan negara

”i-ltu masxh dlsebut politeia. Istilah vang samaS®  di zaman -

Bom§w1 kuno diartikan sebagai tata negara atau urusan
kénegaraan, bahkan keseluruhan sistem pemerintahan negara.
Lama kelamaan urusan pemerintahan menjadi semakin kompleks,
apalagi setelah berkembangnyva hubungan dengan negara lain
deferensiasi dalam bidang pemerintahan sukar untuk dihindari
sehingga prada abad XVI di Perancis timbul pembagian tugas
pemerintaban dalam lima bagian, yaitu:

1. Defensi (pertahanan):

Z. Diplomasi (hubungan dengan bangsa lain):

3. Finansi (keuvangan):

4. Justisi (peradilan):
35. Kunarto, Ibid, halaman 52.

36. Soebroto PBrotodiredjo, R.H., Opcit, halaman 2, menvebut istilah
politia vang berarti pemerintahan negara.




'”55 P01151 (p@merintahan dalam negeri di bldang keamanan danf7.'

' kesejahteraan - cetak tebal darl penulls),.

37

'_Eropa Barat urusan kenegaraan menjadl 11ma d@part@men yakn1- ff

LAl Departemen Urusan Luar Negerl,_”f   2 f

) 5-.Departemen Urusan Polisi.

';2 Departemen ﬂrusan Pertahanan;fa}ﬁ
'3 Departemen Urusan Pengadllan:

'4._Depart¢men Urusan Keuangan,

38

Mengikuti pembagian urusan kenegaraan tadi, Departemen
Urusan Polisi berfungsi menyelenggarakan urusan dalam negeri
vang meliputi pélaksanaan aturan.-yang bersifat menjaga
keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan umum. Dengan
demikian wurusan polisi merupskan urusan pemerintahan yang

tidak termasuk ke dalam empat bagian lainnva.

Istilah polisi saat ini diartikan secara bervariasi,
walaupun hakikatnya serupa. Misalnya sampai saat ini polisi
di Italia disebut Politia, di Perancis disebut La Police, di
Inggeris disebut Police, di Belanda disebut Politie, di
Jerman disebut Poiizei, dan di Malaysia mengikuti tradisi

Ingegeris dengan ejaan Melayu, Eblis_gg

Kondlsl 1n1 menyebar luas, 5eh1ngga seaak abad XVI dlffﬂ“

37.

38.
Bogor,

39.

1995,

Momo Kelana, Bukum Eepolisian, PTIK, 1981, halaman 14.

Karvadi, M.. Polisi, Filsafat, dan Perkembangan Hukumnya, Politeia,
1878, halaman 57.

Kunarto. Herenungi Eritik terhadap Polri, Cipta HManunggal, Jakarta,
halaman 2.




o pengertlan pollsl sebagal berlkut-

']:Dif dalam Ehcyclopaedha of' Sb01al Sblences dldapatl,?fg

The - term polzce in 1ts early défiﬂltlons has eaveredia-j}
.-wzdé range.: fhnctlanﬁ It -has -been employed to- dlscrlbeci.j

: V var1ous aspects of the control af'publlc'sanltatlon AL
. has  had & 1ghly‘5pec;a1-mean1ng with respect : to._ﬁb@awf
"'*Lgsugpresszon of‘polltlcal i}@ﬂcas ‘and at times it has
- been expanded to cover practically all from of pab11 .
“regulatlan and domest;c ordér- Néw; however, it is. used:

':']prlmarily ‘with ‘reference to the maintenance af publlcw{f"

order and the pmotectzon of’persons and_prqperty from. -
-_the commission on unlawful act. Hence, ;pollae and cons— .
tabulary‘have come to be almost synonymous .

'Artiﬁya;"

“Istllah prolisi pada pengertian semula meliputi bidang -

- fungsi atan tugas vang luas. Istilah itu dipergunakan
untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kese—
hatan umum; dalam arti vang sangat khusus dipakai dalam .
hubungannya dengan usaha  menanggulangi  pelanggaran
politik, dan sejak itu telah meluas secara praktis.
meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.
Dan sekarang, istilah itu terutama dipersunakan dalam
hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan per—
lindungan orang-orang serta harta bendanva dari tindak-—
an vyang melanggar hukum. Sejak itu police dan consta—
bulary telah merupakan istilab yvang hampir sama".

Encyclopaedia Britannica memberikan pengertian vang

hampir sama, yaitu:41

"As now generally emploved, the term police means the
maintenance of public order and the protection of
persons and property from the hazards of public
accidents the commissions of unlawful acé. Eariier
meanings included such Iimited activities as street
paving and lighting, or scavenging and sanitation, as
well as applications broad encugh to comprehend the

EHTIFE FENge OF " LHE  QOMestIc PoTiIEies of goVarimsnts ™

40. Encyclopaedia of Scocial Sciences, Volume XI-XIT, halaman 183.

41. Encvclopsedia Britannmica, William Benton Publisher, London, 1972,

Volume 18, halaman 152-155,
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~Artinya:

“Igtilah polisi sekarang ini biasanya diartikan sebagai .
-.pemellharaan ketertiban umum dan perlindungan terhadap |
L orang beserta harta bendanya dari.keadaan yang mﬁnurut~'j
_ dugaan dapat- merupakan suatu bahaya atau gangguan umum
‘dan’ tindakan-tindakan = yang melanggar hukum. Semula,
___;peﬂgertlannya mellputi keglatan—keglatan 8ep@rt1: mera—;ﬁ;_
. takan dan penerangan jalan, atau pembersihan Jjalan dan .
kesehatan, baik dalam penggunasan yang menyeluruh maupunﬁ*j
,tyang mellputl keblaakan pemerlntahan dalam negerl S

' Sumber Lpustaka lain membefikan rumusan Lentang fpoli~1 f

tie" sebagai berikut: 42

“Daartoe heeit die regeering ook bepalde voorschriften
uitgevaardig en degene die ze niet nakomt wordi direkt .=
of nawaarschuwing gestraft. Nu heeft zZoo n regeering.

ook aan bepaalde personen opgedragen zorg to dragen
voor de open. bare orde., rust en veiligheid in het land,
de bescherming van de in bet land wonende burgers en
bhunne goederen zZoomede het handhaven van de door die
regeering ultgevaardigde voorschriften. DPe personen aan
wie nu dit werk speciaal copgedragen is heeten politie
ambtenaren en Gezamen vormen zij het corps Politie”.

Artinya:

"Untuk menjaga keamanan ini oleh pemerintah diadakan
beberapa peraturan dan barangsiapa melanggarnva akan
dihukum setelah itun atau setelah diberi nasihat.
Pemerintah ini pun mengangket beberapa ‘pegawal buat
menjaga keamanan dan ketertiban umum, buat melindungi
penduduk  negeri dan hartanva serta buat menjalankan
peraturan-peraturan vyvang diadakan pemerintah. Mereka
dengan sepenuhnya diwajibkan dengan pekerjaan tersebut
dinamakan pegawai polisi dan semua pegawal ini masuk ke
dalam kalangan Polisi™.

Secara jelas arti polisi dapat ditemuksan dalam karangan

Cornelius wvan Vollenhoven, Politie Overszese seperti dikutip

Memet Tanumidiada. Pada halaman 135 disebutkzan:

42 . Gteinmetz., CHD., Boskoe Theori Beberapa Peratoeran—peratceran Penting
boeat Memberikan Peladjaran pada Posthuis-Commandant dan Asen Polisi, Cetakan
IV, Politie Boekhandel, Scekaboemi, 1950, halaman 10.




'm b-_het actleve speuren naar niet nalevzng door de gere~”_:

Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd
en gehouden zijn om door toezichit of zo nodig door
dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doern
of. lIaten wat hun plicht is te doen of laten an welke

besgtaat uit: :

a. het afwerend toezien op naveling door de geregeerd&u.'
van hun,publz&ken_pllabt- . _

“Tgeerden van hun publieken plicht;

. het dwingen van de geregeerdén tot naleving van hur.
publieken pilcbt Ekrachtens rechtelijke tusschepn
komst;

d. het dwingen van de geregeerden to naleving van humn
publiceken plicht hetwelk kan geschieden zonder rech—
terlijke tusschenkomst (gereede dwang):

e. het verantwoo 2§ﬂ van wat bij dezen arbeid gedaan of
nagelaten is”

Artinya:

“Polisi termasuk organ pemerintahan vang berwenang dan
berkewajiban untuk mengusahakan dengan Jjalan peng—
awasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa vang di—
perintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewa—
Jdibannya masing-masing terdiri atas:

a. melihat cara menolak bahwa vang diperintah itu me-
laksanakan kewajiban umumnya;

b. mencari secara aktif perbuatan-perbuatan vang tidak
melaksanakan kewajiban umum tadis

¢. memaksa wyang diperintankan itu untuk melaksanakan
kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan:

d. memaksa wvang diperintahkan itu untuk melaksanakan
kewajiban umum itu tanpa perantaraan pengadilang

e. memberi pertanscungjawaban dari apa vang Lercantum
dalam pekerjaan terssbut.

43. Memet Tamumidiaja, Perlukah Kementrian Keamanan Dalam Eegeri dalam
Negara Resatusn Republik Indonesia, 1950, halaman 468




. ‘Kamus Umum Bahasa Indon381a memberlkan arti pada kata 1:
ffpol181 sebagal badan pemerlntahan yang bertugas memﬁllharaTlgﬂ_
  ;.keamanan daﬂ ketertlban umum - sepertl menangkap orang yangffff

'7"ffmelanggar undang—undang atau pegawal n@gara yang bertugas}ff;

”f},menaaga keam;ngpﬁéé;ffop;”"

Mencermatl batasan tentang p01151, apablla dlkaal 1eb1hf?ff
dalam ternyata dapat membarlkan berbagal pengertlan- Para“jf

_ceﬁdekl.awan. di .bl.dan.g_. k_emlwlan bwke_smpulan bahwa dalM-f.f

iﬁtilah polisi itu terdapat tiga pengertian, wvaitu:
1. Pdlisi sebagai fungsi;
2. quisi sebagal organ kenegaraan;

3. Polisi sebagai pejabat atau petugas-45

Melalui beberapa.batasan terhadap istilah polisi itu
depat diketahui bahwa walaupun terdapat pengertian vang
berlainan, namun katae kuncinva ada pada kata-kata suatu
kegiatan vang sama dan badan vang menjalanksn kegiatan itu.
Perbedaannva, hanya terlietak pada titik berat kedua kata—
kata tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa polisi
adalah saparat kenegaraan vang terutama berperan memelihara
keamanan dalam negeri, sebagal alat negara penegak hukum,

pengavom, dan pembimbing masyarakat wvang melaksanakan

fungsi Kepolisian dalam ©Tala susunan EckUassan badan—badan

penegak hukum dan keadilan.

44. Poerwadarminta, W.J.5., EKamus Usam Bahasa Indomesia, PN. Balai
Pustaka, Jakarta, 1985, halsman 763.

45. Gde Yasa Tohjiwa, Catatan Kritis, Jakarta, 1996, halaman 1.




Bmesrsioe b,

Catatan secara r1n01 mengena1 kepollslan dl Indon681a; o

'.  hanya dlkemukakan bahwa pemerlntahan, dllaksanakan dengang “5

adll tanpa menaelaskan bagalmana keadllan 1tu dltegakkan-TWE

 7Beg1tu. auga hanya tercatat beberapa ketentuan yang harus_;""'

-dlpatuhl masyarakat sepertl pencurlan, pembunuhan, per— -

'_kosaan selalu dlhukum berat 46

Dalam tlnaauam umum terhadap seaarah kepolisian di
Indone81a penulis akan membagl dalam tiga periodesasi., yaxtu"'
masa sebelum-penaasahan, masa pentajshan, dan masa kemerde—

Ikaan,

' 1-_Hasa Sebelum Pendajahan

Pada =zaman Majapahit, Gajahmada telah membentuk pasukan
pengawal raja vang dikenal dengan sebutan Bhayangkara.
Pasukan ini dibentuk pada tabun 1320 di tengah berkecamuknyva

pemberontakan terhadap raja-47 Pasukan Bhayangkara vang

semula ditugasi melindungi Repala negara, mengenvahkan musun

negara, dan melindungi masvarakat menjadi sarat tugas, sebab

46, Kunarto, Etika...0Opcit., halaman 129.

47. HMoehadi, Sejarah Ipdonesia, Universitas Terbuka, Jakarta, 1985,
halaman 89.




. pasukah 1ni terbuktl kemudlan menaad1 kekuatan inti dalmm-ﬁg
'penaklukan beberapa negara dan pemberontakan, sehlngga tldak' _
_dapat dlbedakan secara taaam apakah pasukan ini masuk ke ..

 -da1am krlterla tentara atau pollsl Namun bﬂbarapa ciri damfﬁf

"” tekn1k dalam manumpas pemberontakan dan m&ngamankan 1bu kotaﬁfi_”

'iﬁnegara, kekuatan 1tu 1eb1h condong pada kepollslan-

"Akhlrnya pasukan Bhayangkara ini dlanggap sebagal kekuatan

kepollslan pada masa 1tu.48

Kerajaan-kerajaan Islam setelah Majapahit runtuh pun
tidak mencatat sejarah polisinya, hanya saja banyak dikisah-—
kan bahwa negara dikendalikan dengan adil demi mewujudkan
kemakmuran dengan semboyvan, ‘Tata tentrem kerta raharja” dan

semboyan inilah yang merupakan essensi tugas polisi.49

Sejarah pada kenvataannya hampir selalu buta dengan
eksistensi polisi dan biasanya hanyva mencatat nama—-nama
besar pimpinan negara, padahal mereka itu tidak dapat ber-
buat apa—apa tanpa kekuatan polisi. Pernyataan di atas
sejalan dengan Charles Reith yang berkisah tentang kepoli-
sian di Inggeris.sO Walaupun organ dan fungsi polisi pada
zaman ini tidak tercatat secara eksplisit, namun banyak

prihak mevakini bahwa keduanya terwnjud melalui implementasi

-

semboyvanrbadss

48, Kunarto, Cpeit, halaman 1729,
49, Polda Jabar, Almanak Bhayvangkara Emas, Bandung, 1996, halaman 138.

50. Charles Reith, The Blind Eye of History, A Study of The Origin of The
Present Police Era, Faber & Faber Limited, London, 1948, halaman 9.




2. Masa]?enaa.}ahan

Tlnaauan umumAmengenal kepollslan 9ada Zaman penaaaahan;“'

' ;terbag1 menaadl dua, yaltu pada masa penaaaahan Belanda- danfi; '

”'[f; masa penaaaahan Jepang,_  f_ ; ffi: :;”

- Eaﬁé§a Beiandé:pértéma~ka1i“datang ke Indon851a pada
”]akhir'“éba&_ﬁXVI;Haséhi. Pada mulanya maksud mereka adalah
ﬁﬁtuk_.begdagang,-namun:setelah Persar;katan Kompeni Hindia -
Timuf (Férenigde Oost Indische Gbmpégnie, VOoC) diberi hak
oktroi untuk berdagang sendiri pada 20 Maret 1602, maka
badan ini menjadi ambivalensi. Di samping menjadi saudagar,
Juga menjadi badan pemerintahan vang berhak mendapat Ekekua—
saan mengangkat officieren van Justitie guna menjaga keter—

tiban uwmum, kepolisian, dan keadilan.51

Setelah Belanda melalui VOC-nya menguasai beberapa
teritorial di Indonesia, fungsi kepolisian itu dihidupkan
sepertl vang ada di negeri Belanda. Semula organ ini menyatu
dalam kekuatan tentara, baru setelah pemerintahan mereka
menyadari bahwa semua wilavah Indonesia ada dalam cengke—

ramannya fungsi kepolisian berdiri sendiri dan diberi status

pemerintahan jajahan.

51. Supomo dan Dickosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat, Tavip Study Club,
Jakarta, 1965, halaman 1.




POliBl memang dlberl tugas 'menaaga keteﬂtraman danj:?_f'

'ketertlban umum,_namun keamanan dan ketentraman 1tu dltuau—fff_n

” kan deml tetap tegaknya kekuaaaan penaaaah Apablla dltlllk[;f 

7ﬂdar1 wvisi ketatanegaraan, maka organ pollsl_masa 1tu 1dent1kﬁf;”

'Tlpe Ebllzel Sﬁaa”; yaknl tlpe negara _ang menyelengm”;“ﬁ 

_”?garakan kepentlngan rakyat namnn rakyat sendlrl tldak boleh:ffi

; turut serta dalam usaha ?enyelenggaraannya Oleh sébab -ita =

tepat apablla dlkatakan bahwa tusuan kepollaian dari suatul

'_negara erat sekall hubungannya dengan tlpe dan tusuan negara

tersebut.

- Status p@lisi”pada:masa itu tidek begitu jelas, sebab
dalam Staatbliad 1866-ﬂqmgr 127 Pasal 2 hanya disebutkan
béﬂwa vang termasuk ke dalam departemen FBennenlands Bestuur
{BB), idalsh pegawai Géwesﬁelijk'Bbstuur dan Inlandsch Bes—
tuuﬁ- QOieh sebab pegaﬁéi ini pada umumnya memiliki tugas
pelisi, maka polisi dirpandang sebagail . departemen BB,52
waiaﬁpun sejak tahun 1620 sudah ada organisasi polisi dengan
dibentuknya Baljuw untuk daerah Batavia. Akan tetapi organi-—
sasi ini masih sangat sederhana, sebab jabatan Baljuw ini
dirangkap antara kepala polisi dan opsir justisi. Pembagian

tugas belum nampak. bahken peraturan vang khusus mengenail

5z.

53.

organ kepolisian pada wakou itu tidak~ada-53

Ibid, halaman 5.

Momo Kelana. Opeit, halaman 108.




”'ﬁafu;; pada tahun 1651 dengan adanya Landrost | .ak§ ;:

}f_daéfah kepollslan dlbagl menaadl dua yaltu w11ayah kota ff

;lJakarta_ Yang menaadl kekuasaan Balauw dan daerah luar kotaﬂ;f
IVjJakarta yang menaadl kekuasaan Landrost (vassaard). Dengan  ;”

'”_  dem1k1an terllhat mula1 ada perkembangan dalam pembagxan;;f__

Cotugas.

Pada tahun 1797 dengan dallh penghematan Balsuw dan
Drossard dlgabungkan, akan tetapl nama - Drmssard tetap dlp&r~”
.'tahankan Untuk kelancaran tugas Drassard mengangkat seorang:”  .........
Sbhout (Sekaut) vang kedudukannya berada di bawah Drossard.
Organisasi ini tidak berlangsung lama, sebab jabatan Sekaut
diberi hak otonomi dan terpisah dari Droésard- Walaupun ter—
pisah, ﬁamun di atas Sekaut ada Jjabatan baru yaitu Sekaut

Kepala. Organisasi Kepolisian VOC ini berlangsung sampai

rada saat dibubarkannya di abad XVIII.54

Memperhatikan organisasi kepclisian pada masa penja—
Jjahan Belanda ternyata polisi sebagai organ berada di bawah
Kementerian Dalam Negeri, seperti halnya vang ada di negeri
Belanda. Gubernur Jenderal dan Residen adalah kepala polisi.
Seorang poclisi dapat berkarir di lingkungan Eementerian

Dalam HNegeri, namun sebaliknya pegawai EKementerian Dalam

Negerl tidakK muNngRin mengjadl Eepala poiisi, kecuali Residen

karena Jjabatamwmva (ex-officio).

54. Ibid, halaman 108-109.




POllﬂl d1 masa penaaaahan Belanda Ani berfUngsi sebagaliﬁ_
'penegak hukum penaaaah maka dar1 1tu flgur pollsl dl masa; "
-,fpengaaahan :merupakan musuh rakyat karena dlanggap membelaﬁii

 5kEpent1ngan p&naaaah Kondlsl demlklan 1tu membawa perllakuy 5'

”"}¥ ﬂ;0rgan1sas1 pollsl menaad1 Jauh darl 1dea1 sebab deml menw  5 
ﬁc~¢;aaga kestabllan kekuasaan penaaaah Barlngkall harus menlndas;iﬁ[_
7'rakvatu_ Sehlngga' perllaku organlsa81 P01181 keulka  1£&;_ 

}bukan mélayanl masyarakat melalnkaﬁ menakut—nakutl dan berm : 

']”Slkap tlndak sebagal p@nguasa.

b Masa Penjajahan Jepang

Balatentara Jepang yang pertama kali mendarat di

- Indonesia adalah balatentara yang mendarat di tiga tempat

yaitu di Banten, Rembang, dan Tuban pada 1 Maret 1942. Pada
8 Maret 18942 tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Jepang. Dengan demikian mulai sejak itu Indonesia menjadi
daerah pendudukan Jepang dan berada di bawah kekuasaan

Pemerintahan Militer Jepang.

Masa penjajahan kedua ini berlangsung selama lebih
kurang +tiga tahun, yaitu mulai 1842-1845. Walaupun dilihat

dari kurun waktu penjajahan Jepang ini berlangsung relatif

&3Lngk&%vwwmmRWfM@%ﬁawsHHtWTﬁYﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁ%%ﬁmwmasyarakat iluas

mencapal titik kulminasinya. Hal mena disebabkan Jepang
menerapkan pemerintahan dan hukum militer vang keras bahkan
dapat dikstakan kejam apabila diukur dari sistem pemerin-

tahan suatu negara yvang normal.




"sumbar loglstlk bagl_ @emenangan @eperangan A51a Tlmurf:5

  :Ra¥a fe Segala sesuatu yang dlkeraakan terutama d1 Jawa' danf{;..

- Bebenarnya dilihat"dari.VViSi”“ﬁtrategi 'p@merintahah ';
r}mlllter Jepang, w11ayah Indone51a bukan saja sabagal sasarangf-

'yang baru dlrebut darl Belanda, melalnkan juga. merupakang f

'“ffMadura adalah d1 bawah semboyan untuk kepentlngan pem:%ﬁ;f

bangunan Jawa dan untuk kemenangan peperangan” . Tuauannyé;-

adalah untuk memotivasi anggota pol;51, agar memperlihatkan_

pfastasi vang tinggi guna mencapai isi sembovan tadi.

Status kepolisian pada masa pendudukan Jepang ini dapat
dianggap tidak jelas, sebab secara formal hanya melanjutkan

apa vang telah tercantum dalam Staatblad 1931 Nomor 373 dan

Staatblad 1932 Nomor 52 yang isinya antara lain menetapkan

bahwa organ polisi itu berada di bawah Pamong Praja. Namun
demikian secara praktis Pamong Praja ini tidak turut campur
dalam mengatur kepolisian, sebab petunjuk dan perintah yang
harus dilaskvkan polisi diterima dari para komandan tentara
setempat.55 Pemerintahan Militer Jepang dibagi atas beberapa
Syvu. Setiap Syvu dikepalai oleh seorang Syutyvokan sebagai
Kepala Daerah Keresidenan merangkap sebagail Kepala Kejaksaan
Eeresidenan. Pimpinan harian dijalanksan oleh seorang Hepala

Bagian Kepolisian (Kaisatsu-Butyo) yang kemudian disebut

55.

sebagai Kepala Bagian Keamanan (Ckiaﬂghﬁhtyo).55 rDengan

Anang Diajaprawira, Hulm Hiliter Pengasyumannva dalem Lingkungan

Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 1968, halaman 1Z.

56.

Momo Kelana, Opcit, halaman 119.




'*‘]jﬁdemiklaﬁ organlsaSl kepollﬁlan pada masa pendudukan Jepang

'7ff7hanya'zada satu Jenls kepclislan 31p11 Yang tidak tersusun;

'*f”sebagal suatu organlsasl yaﬂg dlpusatkan,_malalnkan tersusun,ff :

Qfsecara reglcnal 57 _ Qfl'

gkﬁﬁaigi dl atas merperllhatkan bahwa Organ kepollslan

. bérfungs1. demlklan;: 51kap tlndaknya tetap dlwarnal_”nofma;i f

Tlfkekerasan dan dltandal dengan tltlk berat penguasaan pada;;¥
 p011s1 rahasla yang dlsebut Eén Ebtaz dengan sasaran utamai f_
;perkara yang berlatar belakang polltlk khususnya masalah;; 5

 '1nf11tras1, sabotase dan Provoka81 polltlk.58

5 findékan_;?élisi_zyaﬁg seﬁenangewenéng_pada_ masa itu
.  bﬁ£én.'merupakan-ﬁal_yang aﬁéh;;éebab.baik“kepala-pﬂlisi di' L
;daéfah méupun di pusat:ﬁerangkap sebagal kepala kejaksaan59

yang melakukan rengawasan terhadap “polisi-justisial”, di
samplng tidak terdapatnya badan yang mengoreksi tindakan'“.
sppiigi tergebut_-Namun”demikian,_apabila diambil hikmahnya._i
kbn&isi yaﬁg sangat menyengsarakan itu merupakan titik
terang bagi bangsa Indonesia dalam menuju gerbang kemer-—
dekaan., sebab sejak itu terdapat 1isvarat zaman melalui

persiapan kemerdekaan dalam bentuk Panitia Persiapan Kemer—

dekaan Indonesia.

57. Cudang, M., Perkembangan Kepolisien 43 Indonesia, Mahsbrata, Jakaria,
1952, halaman 32.

58. Ibid, halaman 27.

59, Cudans, M., Loc cit.




3. Masa Kemerdekaan.geéublik_Indonesia

Suatu perubahan besar yang dlalaml bangsa Indon881a_-

pada l? Agustus 1945 adalah perubahan status darl 'bangsani

5¥ang dlaaaah menaadl bangsa yang merdeka dan berdaulat-fﬂf-

*_@Penaelasan mengenal seaarah kepollslan dl_ Indon681a pada ;[

 .masa kemerdekaan ini akan dlbagl menaadl .empatu babakan,
vaitu masa perang kemerdekaan {masa Undang-Undang Dasar 1045
Derﬁama), masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan
Undang-Undang Dasar Sementara 1850, masa Undang-Undang Dasar

1945 kedua, serta masa Orde Baru.

a. Masa Perang EKemerdekaan

Segera sebelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indone—
sia dikumandangkan oleh Proklamator Soekarno yvang didampingi
Mochammad Hatta pada 17 Agustus 18945, maka dengan cepat gema
proklamasi itu meluas ke segenap penjuru tanah air. Hari itu
juga beberapa satuan kepolisian di Indonesia, khususnya vang
berada di lembaga pendidikan kepolisian menguasai dan meng-
ambil alih pimpinan dan semua alat persenjataan satuan ter—

sebolb .

Peristiwa ini merupakan fakta sejarah yang seringkali

teriupakan, sebab osebenarnva Kepolisian Indonesias adalah
satuan bersenjata vang pertamakalil terorgonisasikan dengan

haik di bumi pertiwi ini.6G Sebenarnva fakta sejarah ini

60. Kunarto, Etika...Opcit, halaman 134.




 ]merupakan kebanggaan bagl korpa kepolisian,-Iéeﬁabdeélémfﬁ"

:,menegakkan kemerdekaan dan ek818t6n81 bangsa-'inl mereka4;;
-cukup 81gn1flkan dan berperan serta besar dan tldak hanya;ff

"ﬁsebagal flguran atau pelengkap saaa Pada waktu 1tu mﬂrakaﬁ[af_

f;y;mﬁmbaglwbaglkan senaata kepada para peauang lalnnya-iif,

Perlétlwa tersebut tldak dlcatat secara khﬁsus;_ sebab:ff 
'_pada.waktu 1tu pollsl bergerak seoara perseorangan sehlngga[ f
'banyak plmplnan p@rgerakan perauangan yang semula anggotal!?
‘pollsl enggan menggunakan atrlbut p01181 Hal ini dapat d1m  5
_;makluml, sebab flgur polisi pada waktu itu tidak populer,--f
akibat‘sikap tindak polisi penjajah yvang kejam di masa lalu.
ﬁamun di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur ada satuan::
POllSl mnda vang berani menampllkan diri sebagai satuan.
“"Polisi Istimewa", vyang kemudian dikenal sebagai Mobile
Brigade (Mobrig) dan sekarang dikenal sebagai Brigade Mobil
(Brimob). Satuan polisi vang dipimpin Mochammad Jassin pada
21 Agustus 1945 inilah yang pertama kali berani menvatakan

bahwa satuannva marupakan bagian dari Polisi Indonesia.sl

Masa perjuangan kurun waktu antara 1945-1950 merupakan
masa vang diwarnal dengan pergolakan peperangan. Fenomena

umum vang berlaku saat itu adalah terjadinya kekerasan,

EcXejaman, penderitaan, karena harga satu kemerdekaan vang
direbut dengan perjuangan adalah sangat mahal. Sifat—-sifat

kemanusiaan yang hakiki itu dalam bentuk sikap perjuangan

B1. Mabes Polri, Bhayvangkara Emas (Setengah Abad Mengabdi), Jakarta, 19986,
halaman 45.




:5_;antafa 31kap yang_pro dan contra perauangan- Dalam keadaanﬁ”ﬁ
';yang tldak menentu 1tu secara pastl ?01181 Indon331a- mengwf”f
]fambll '905151 yang aelas dan tegas bahwa,_ POllBl Indone81a;ff.

': f;ada1ah P01151: Peauang-. Semboyan perauangan 1n11ah yangk ;LI

selanjutnva membentuk - satu ‘garis. taaam _sebégai pembatasf;{

7 ;fmembuat p081Sl POllSl Indone31a menaadl' cambatant(satuan; f f
'tempur}, padahal menurut konven51 Jenewa pOllSl itu adal&h 1

 nonwcombatant-

. Secara tadam mereka vang menyetujui perjuansgan menvebut =

polisi vang mengamankan masyarakat di kota-kota dan tidak

ikut bergerilva sebagai “Polisi NICA”, sedangkan mereka yang

bertugas di kota-kota disebut "Civil Politie” yang tercampur

antara Polisi Indonesia dan Polisi Belanda dengan ikat

kepala yvang berlambangkan kerajaan Belanda-62

b. Masa Konstitusi RIS 1849 dan UUDS 1850

Pengakuan kedaulatan dari pihak Kerajaan Belanda kepada
pihak Republik Indonesia yang melahirkan Republik Indonesia
Serikat berlangsung pada 27 Desember 1949 di Amsterdam,
Negeri Belanda. Sejak saat itu Undang-Undang Dasar 1945

diganti Ronstitusi RIS.

62,

Mengenai istilah "pengakuan kedaulatan” ini menurut
Mohammad Tolchah Mansoer terdapat berbagai istilah. Pihak

Belanda mengatakan “penverahan” kedaunlatan kepada Indonesia.

Dudang M., Opceit, halaman 30.

i




:511 Ha1 1ni sesual dengan teks resmi. Konstitu31 RIS sebab dalamlf?

”Vf;pasal 182, 194, dan 197 dlnyatakan Ghart&r van Sbuverezn1~ﬁ;5

...teltsoverdracht itu secara harflah berartl _penyerahagwff

'-'_'j:kedaulatﬂn e

Bangéa Indon881a sendlrl menamakan pengemballan E atau
e pemullhan kedaulatan, sebab bangsa Indon651a—lah .yang.f T
.'*memlllkl kedaulatan atas Indcne51a yang kemudlan dlamb11;7:

”dan_dlrampas_oleh Belanda. Hal ini sesuai dengan teks resm;_ l"

'béhasa Indonesia, “Piagam Pemulihan Kedaulatan".©%%

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Eonstitusi RIS, Negara” '
*'Kesatuan Republik Indonesia diubsh menjadi Negara Republiki ﬁ
Indonesia berbentuk federasi dan dalam Pasal 2-nya ditetap— .
kan Eahwa Negara Republik Indonesia menurut status gao”
Perjanjian Renville, 17 Januvari 1948, termasuk ke dalam
sélah satu negara bagian dari Negara Republik Indonesia

Serikat.

Mengingat adanva dua bentuk pemerintahan, yaitu Peme—
rintah RIS di satu pihak dan Pemerintah Negara Bagian di
lain pihak, maka berdasarkan ketentuan vang berliaku terdapat
pula dua bentuk polisi, yakni Polisi RIS dan Polisi HNegara

Bagian. Dengan demikian, di samping terdapat Polisi RIS

terdapat pula berbagai polisi, misalnyva Polisi Indonesia

Timur, Polisi Negara Pasundan dan sebagainva.

63. Mohammad Tolchah Mansoer, Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekunasaan

Eksekutif dan legislatif Negara Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarts, 1983,
halaman 43-44.




Konstltu81 Republlk Indonesla Serlkat merupakan kOnStlmifff'

'ftu51 yang kedua dan berlaku seaak 27 Desember 1949 sampal 1?;”'

.-Agustus 1950 leblh kurang delapan bulan. Seaak 17 Agustus; -

'iﬁﬁo, negara federa51 Republlk Indoneala Serlkat kemballiii 

3 T¢menaad1 Negara Kesatuan,Republlk Indonesxa walaupun ' ?angi;[

:ldlpakal adalah UndanguUndang Dasar Sementara 1950.;

"Pada kedua masa. ini p;oblematika antara ‘“pro” daﬁ.i“
“contra®  teftafs polisi sebagai  ‘“combatant” dan  “non—
:ééﬁbatant" akhirﬁ?a memuncak, sebab pada saat itu kedua
satuan vang pro-combatant dan non—combatant harus menyatu

dalam Eepolisian Indonesia. Dampaknya adalah suatu kenvataan

bahwa polisi vang non-combatant dapat segera menyvesuaikan

diri dalam tugas kepolisian rutin, sedangkan mereka vang
merasa combatant belum dapat menvesuaikan diri mengingat
mereka adalah para generasi muda yang baru’belajar menjadi
polisi dan terbiasa dengan kondisi gerilya yang belum

terikat disiplin kepolisian vang bertib.

Berbagai benturan seringkali terjadi dan menimbulkan
ketegangan, namun demikian integrasi dapat berjalan dengan
lancar walaupun seringkalil terdapat kaidah +tidak tertulis

untuk hal-hal wvang bersifat prinsip. Misalnva untuk menjadi

Kepala Pclisi Komisariat (sekarang Kepolda) harus dijabat
nleh polisi peduang. Di samping terdapat Dbenturan, namun
vang paling penting pada masa ini adalah ditetapkannya
pedoman hidup Polri dan etika kepolisian Tri Brata pada 1

Juli 1955.




_Qé._MasagUndangéUhéang-Dasar;1945 Kéﬁﬁé; k

Pada September dan Desemb@r 1955 dladakan p@mlllhanuff'
'f umum,  ma51ng~ma31ng untuk memlllh anggota Dewan Perwakllanf-”
 ,;Rakyat dan anggota Konstltuante_'Tugas Konstltuante adalahvgé-'

 fmembuat suatu rancangan undangmundang dasar yang tetagﬁ;fﬂ”

'_ sebagal panggantl Undang—Undang Dasar Sementara 1950-

Iebih darl dua Tabun. ber51dang, Konstltuante belum Jugah.””

:berha81l merumuskan rancangan undangmundang dasar yvang baru.
Perbedaan pendapat mengenai dasar negara yang telah menjadi
_perdebatan di dalam sidang Konstituante telah menjalar ke
luar .gedung Konstituante dan diperkirakan bukan saja akan
meﬁimbulkan ketegangan politik di kalangan masyarakat, akan

tetapi juga akan dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

Dalam suasana seperti itu, pada 22 April 1958 di depan
Konstituante, Presiden Soekarno berpidatoc dan menyarankan,
"untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1845". BSaran
tersebut pada umummya dapat diterima oleh para anggota
Konstituante, tetapl dengan pandangan vang berbeda. Oleh
sebab kegagalan yvang dialami konstituante itu, maka Presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada Minggu, 5 Juli

1959, pukul 17.00 di Istana Merdeka. Dekrit yang dikeluarkan
berdasarkan hukum darurat negara {staatsnocdrecht) tersebut
termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 18535 dan
diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 1859.




Ekslsten31 Polrl sendlrl pada waktu 1tu agak terpengamff?
*  ;ruh sebab unsur p011t1k64 bersama unsurjnon—teknls lalnnyaii:'

3 @ lkut menyusup ke dalam kehldupan pollsl,,sehlngga kemampuanﬁjf_

"mengalaml penurunan-fﬂ: B

.'.:Hal ini dldukung oleh teorl -yang mengatakan bamma ¢
'antara kemaﬁpuan teknls prof881onal polisi dengan. polltlkfjl
Jsebenarnya merupakan dua hal yang bgrseberangan dan bersifat
ahtaébnistis, SebaB falsafah kepoliisian vang universal mengéff
ajarkan bahwa polisi vang baik itu harus bebas dari politik-:_~
: Profesi polisi sejak zaman Cromwell telah ditetapkan, "Harus
diorganisasikan dan dilatih semi militer dengan disiplin
jang tinggi serta hirarkhi vang 3elas",65 gedangkan kegiatan
paolitik relatif tak dibatasi waktu, hirakhi., dan sebagainva.
Antara atasan dan bawahan tak ada batas vang tajam, dengan
begitu menjadi semakin jelas bahwa masuknya visi politik ke
dalam tubuh kepolisian pasti akan mengurangi kadar profesio—

nalisme dan akunbtabilitas kepolisian vang hakiki. %%

84. Iwa HKusuma Bumantri, Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Universitas,
Bandung, 1966, halaman 7, Jjuga Harold J. Laswi, Pengantar Ilmu Politik, PT.
Pembangunan, Jakarta, 1961, halaman 9 menyvebutkan, "Politik dlartikan sebagai

v g;tekn1s 'yang dlbangun secara beaar—besaran dan' dltegakkan;fguf

yang keras secara Perlahan tetapl_ pastl -

cara dari usaha penguasaan nesara dan alat-alatnya, atau untuk mempertahankan
kedudukannva/penguasaannya &tas Negara dan/atau untuk melaksanakan hubungan
tertentu dengan negara lain atan rakvatnya'.

65. Sir Harold Scott, Becotland Vard (Terjemahan: Soesmono Soemowardojo),
Penerbit 55, Semarans, 1965, halaman 101.

B6. Ian Oliver, Police, Goverpment and Accountability, The Mac Millan
Press Litd., London, 1987, halaman 27.




.Gﬂfek51sten51nya saaa sudah harus bersyukur-ffﬁilf“"'

_ | Akxbat 1a1n darl masuknya cara berplklr' politik tadl'ﬁf
 1 :ada1ah tlmbulnya berbaga1 1ntrik 15yu, bahkan konfllk antarff,:
:unsur plmplnan angkatan yang semakln menaaam menyuaul?*

"   keg1atan "adu domba yang dllakukan PKI ?ada masa 1tu Polriff“f'

” ft1dak dapat mengembangkan dlrl, ﬁebab dapat mempertahank&n' G

" d. Masa Orde Baru

Titik awal pergolakan massa ini adalah ketika terjadi

pembantaian terhadap para Pahlawan Revolusi oleh G-30-S/PKI,

- pada 1 Oktober 1865. Kudeta tersebut oleh Presiden OSHoekarno o

hanya  dianggap sebagail “"riak dari gelombang Samudera

"Revolusi Indonesia", sedangkan rakyat menganggap sebagai
rengkhianatan PRI. Akibat dari perbedaan persepsi itu. maka
timbul “situasi konflik"” vyang diakhiri dengan penyvampaian
“Tritura", yvaitu bﬁbarkan PKI. bersihkan kabinet dari unsuar-—

unsur PRI, dan turunkan harga—harga/perbaikan ekonomi.

Gerakan rakvat wvang dimotori mahasiswa itu semakin
hari semakin meningkat, sehingga Pemerintah dalam hal ini
Presiden tidak dapat lagi menguasai keadaan. Dalam upaya

mengatasi keadaan semacam itulah Presiden Soekarno menanda-—

tangani surat perintah kepada Letnan dJenderal Soeharto,
selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat wuntuk  mengambil
langksh-langkah vyang diperlukan. EKarena surat perintah itu
dikeluarkan pada 11 Maret 1966, maka Surat Perintah 11 Maret

itu dikenal sebagal "Supersemar”.




Hasa translsi darl r621m Orde Lama ke r621m Orde Barufjﬁ_f
,merupakan masa yang cukup berat bagl kebanyakan plhak tldakjﬁ-

':Wterkecuall bagl Polrl,.sebab pembangunan kekuatan POlPl Baatff}:'

':1tu relatlf tldak berk@mbang,_ﬁpalagl ada; keharuaan dar1 ff;“

-__darl ABRI 6? Seaak 1tu penglrlman para perw1ra ‘ke -luagl; 
"negerl hanya ber81fat sporadls, dan dAni teraadl selama;'
.kurang 1eb1h 3¢ tahun sehlngga Polr1 sullt untuk memperluasz "

'lcakrawala_ pandang. &an'berplklpnya. Kebekuan prestasi dan

pengembangan serta cara pandang mengakibatkan merosotnya

‘citra Polri.

Kebekuan ini mulai mencair ketika Polri melalui Kapolri
kedalapanﬁs diberi kesempatan mengikuti pendidikan ilmaz
Reserse di Jerman Barat., ilmu Laln-lintas di Apeldorn Negeri
Belanda, ilmu Manajemen di Bramshill Inggeris. EKeberhasilan
inl sangat terbatas, sebab sifatnya bukan "G io G" melainkan
berkat kepercayaan para pihak terhadap Kapolri pada waktu
itu. Sejak tahun 1983 bantuan itu terhenti dengan berbagai
alasan. Jerman menghentikan bantuan karena problematika

keuangan sebagai akibat penyvatuan Jerman, Inggeris meng—

.1  1p1hak 1uar negerl bahwa pendldlkan mereka hanya dlperuntuk~_ﬁ" a

”lﬂ}kan bagl':clvzlzan pollce s sedangkan Polrl adalah baglan fiV;

©7." Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Repolisian Negara, Pasal 3. .

8. Kapolri pertama, Raden Said Soekanto Tickrodiatmodjo, kedua Soekarno
Diojonegoro, ketiga Soetiipto Dancekoesoemo, keempat Soetiipto Joedodihardjo,
kelima Hugeng Imam Sanmtoso, keenam Mochammad Hasan, ketujuh Widodo Boedidarmo,
kedelapan Awaloedin Djamin, kesembilan Anton Soedjarwo, kesepuluh Mohamad
Samusi, kesebelas Roenarto, keduabelas Banurusman Astrosemitro, ketigabelas
Dibyo Widodo, keempat belas Rusmavhadi.




:'hentlkan bantuan karena kesulltan ekonoml, dan Helanda meng—'fu'
zhentlkan bantuan karena Indone51a memang menolak bantuan_'

Belanda.e9

Melalul kurun waktu tlga dekade terakhlr, :di baWah;iki

'“fnnaungan Orde Baru Polrl belum Juga menampakkan sosok yangi&f;*
'menggemblrakan, padahal tantangan tugas semakin  berat.
Problematlka ini sudah selayakmva mendapat perhatlan,khusus,-ﬂu

. -sehab- harus diyvakini bahwa dengan kondisi yang stabil dan
kukuh diharapkan akan dapat melahirkan Polri vang profesi-

onal, modern, efektif, dan efisien.

Seiring dengan bergulirnya sejarah, pimpinén rezim Orde
Baru tumbang vyang ditengarai oleh “lengser keprabon-nya’’
Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai dampak dari
dahsyatnya “gelombang reformasi”. Dalam kondisi yang serba
sulit ini, posisi Polri pun semakin terijepit, lebih—-lebih
setelah terjadi “"Tragedi Trisakti” vang menelan korban jiwa
sebanvak empat mahasiswa Universitas Trisakti. Polri menJjadi

terdakwa dalam persidangan militer yang sedang berlangsung.

Gelombang reformasi semakin marak, tak terkecuali riak—

nya terhadap eksistensi Polri dewasa ini. Banyak pihak

berharap Polri lebih profesional dan nempunyal wineyys o yEHnE

tinggi. Syvarat ubtamanya antara lain Polri harus otonom dan

9. Awaloedin Djamin, Pola Pembenahan Polri dan Leporan Empat Tahun
Pelaksanaan Tugas Kapolri 1978-1882, Mabes Polri, Jakarta. 1982, halsman 1-27.




| B..3edudukan-K&Pﬁli&ién_ﬁééﬁﬁé_Repubiik'Indonésia

Panitla ?ersxapan Kemerdekaan Ind0n931a dalam 81dang 8 -
'”Agustus' 1945 berhasll membentuk kablnet yang terdlrl 12_ "
'[3kementer1an,f yaltu Kementerlan Dalam Negerl, Luar Negerl,l 

;ipertahanan,_,Kehak1man, Keuangan, Kemakmuran, Pengaaaran,'

Keséﬁétan, Sosial, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan

Umum, serta ditambah'dengan'empat Menteri"ﬂegara-70

Pada sidang itu pula diputuskan bahwa polisi termasuk
lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian Jawatan
Kepolisian Negara secara administratif mempunyvai kedudukan
vang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia
Eelanda. Polisi menjadi satu bagian dari departemen ter-—
sebut,71 sedangkan Kejaksaan berada di bawah Departemen
Kehakiman. Dalam suatu Maklumat Pemerintah vyang ditanda~
tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Eehakiman, dan
Jdaksa Agung pada 289 Sptember 1945, Pemerintah .mengangkat
Raden Said Soekanto Tiokrodiatmodic sebagai Kepala EKepoii-
sian Indonesia Pusat’? atau Kepala Kepolisian Negara (KEN).
Dengan demikian, pada saat itu sebenarnyva polisi telah resmi
menjadi Polisi Masional yang mempunyai kewenangan di seluruh

wilavah Indonesia.

70. Hadiman, Lintasan Perjalanan Polri, Mabes Polri, Jakarta, 1985,
halaman 14.

71. Memet Tanumidiaja, Sejarab Perkembangan Angkatan EKepolisian, Pusjarah
berhankam-ABRI, Jakarta, 1971, halaman 3.

72. Ibid.




Kedudukan organlsa51 pOllSl mulal berubah seaak keluan-fﬂ;

.'. nya Maklumat Pemsrlntah pada 1 Oktober 1945 yang menyatakanf :

';bahwa kedudnkan organlsa51 pollsl tetap berada -dalan#; 

”_;11ngkungan. Dapartemen Qalam Negerl,- namun isecara' taktls i
w jfberada pada Jaksa Agung dan Pemerxntah Daerah 73 Dalaagfﬁm

"“V;maklumat tersebut materlnya maslh memakal pola Plklr lama uﬁ_f*

ffHal 1n1 dapat dlpahaml, sebab pada Waktu 1tu suasana kenega- -

raan _mas;h dlllputl oleh persoalan bagalmana caranya memw'-3
pertahankan kemerdekaan vang baru.d;proklamaslkan, sehingga
dianggap wajan'apabila belum sempat terpikirkan bagaimana

menciptakan geraturan vang bernuansa baru.

Aﬁaﬂ tetapi sebenarnya walaupun dengan kesibukan yang
demikian padét, organisasi kepolisian betap mendapat per—
hatian, terbukti dengan dikeluvarkannyva Penetapan Pemerintah
Homor 11/5D/1846, 1 Juli 1946 saat mana Eepolisian Negara
dibentuk menjadi Jawatan EKepoligian di bawah pimpinan
Perdana Menteri.’?% Apapun alasan Perdana Menteri Republik
Indonesia vang pertama, Sjishrir, mengalihkan angkatan
kepolisian dari Kementerian Dalam Negeri ke EKantor Perdana
Menteri, pihak kepolisian menganggap tindakan vang demikian
itu merupakan pengakuan Ehusus terhadap arti penting

kepolisian“75 Akan tetapi pengalihan tersebut tidak disertai

13.
74.

5.

Momo Kelana. Cpeilt, halaman 127.
ITbhid.
Daniel §&. Lev, Hukum dar Politik 4di Indonesia - Kesinambvmgan dan

Perubahan, LP35, Jakarta, 1990, halsman 53.

.....




':dengan' penlnaauan dua undangmundang sebelum perang yangfrf"
u'1  mengatur _ organlsa51 dan_ wewenang | kepollslan : Hérzlane  ffm

'_”Imlandscb Ebgiement CHIR) éan Ebchc&rilake Onganzsatle,?ﬁ._-H;&

i_;:Dengan dem1k1an penetapan ini merupakan kedudukan (status};?ﬂ

.jjipertama yang dlberlkan kapada Kepollslan ﬂegara Republlk;'r

ffIndonesla dalam alam kemerdekaan,_dan oleh sebab 1tu maka 1;

””:iJull dltetapkan sebagal Harl Lahlrnya Kepolzslan RI (Polr1} 

;yang setlap tahun dlperlngatl sebagal Harl Bhayangkara_77

"”Setelah -Agresi Belanda I;' tepjadi perubéhan statﬁs';f ”
'kepolisian‘_ Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 112, 1
3Aguétué 1947 atas dasar Undang-undang Keadaan Bahaya, polisi
-dimiliterisasikan oleh Dewan Pembaharuan Negara. Namun hal
ini tidak berlangsung lama, sebab mulai 1 Desember 1847
organisasi kepolisian berada kembali di bawah Perdana

Menteri.

Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, 4
Februari_ 1948 statu=s organisasi kepolisian dikendalikan
Presiden dan Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana
Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Lalu dengan terbitnya
Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1848, 5 Juli 1948 status

organisasi kepolisian berada di bawah Menteri Pertahanan dan

Keamaman {Menhankam). Baru pada masa Undang-Undang Dasar

Sementara 1850, Jawatan,Kepolisian- secara politik polisi-

76. Ibid, halamsn B3.

77. Memet Tammidiaja. Latar Belakang dan Motivasi Penetvapan Status Polisi
Sebagaimana Tercantum Dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13/1961),
PTIK, Jakarta, 1984, halaman 1.
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'5 g;enal berada pada kewenangan Perdana Menterl. mﬁlalul Jaksa7 f;“
'”fngung, namun secara admlnlstratlf organlsatorls berada padafjf
.”: :kewenangan Henterl Dalam Negerl,_sedangkan kendall kepemlm“;i?

:f  p1nan :seharl—harl berada pada kewenangan Kepala Kepollslanfn':

_ Status: sep@rtl 1tu beraalén. berdasarkén ieﬁuﬁﬁégg;f  
.  Pres1den_ Némor 22 Tahun 1950 dan_ber1aku sampal déngaﬁ 8?   
;Aprll 1959 sebab sesak Atu melalul Penetapan ?emerlntahi i
" Nomor 10 Tahun 1959 organ15a31 kepOllslan dlmlllterlsaslkan }f
 kemba11 dengan alasan deml keamanan ketertiban wumum dan |

_pertahanan berdasarkan Undangwundang Keadaan Bahaya (S5S0B).

 Setelah_masa berlakunya demokrasi liberal dan pemerin-—
tahaﬁ parieménter berakhir, sistem demokrasi dalam ketata—
negaraan kita berubah menjadi sistem demckrasi terpimpin.
Atas perubahan ini kedudukan organisasi kepolisian pun
berubah secara mendasar, sebab mulai saat itu polisi di-
nyatakan sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI}.

Secara khronologis, proses integrasi ini dimulai

setelah keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 vyang isinva

antara lain menetapkan kembali beriaskunmva Undang-Undang

Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang
Dagar Sementara 1950. Melalui Keputusan Presiden Nomor 154
Tahun 1988, 10 Juli 1959 organisasi kepolisian dimasukkan ke
dalam bidang Hankam yang pimpinannya disebut Menteri Muda

Kepolisian dan duduk sebagai anggota kabinet pada waktu itu.

g




Berkaltan dengan 1tu, melalui Tap- MPRS Nomor II/HPRS/lQSOi :
Paragraf 404 Sub 1 Ayat 078 dltetapkan bahwa Angkatan if
 Ber8enaata itu terdlrl darl Angkatan Perang dan Kep01181ali.
Negara serta Mentarlfxepala Kepollslan Negara dlmasukkan ke':f
.Qdalam kelompok bldang Keamanan Na51ona1 bersama para Menter1   

"’?_-KASAD KASAL KASAU Ja,ksa Agung, dan Urusan Veteran- o

'”Pada '13 Juni 19861 diund&ngkan Undang—Undang Nomor 13..”
Tahun 1961 tentang = EKetentuan-ketentuan Pokok Kepﬁlisiaﬁ_-
Negéra. Dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakamn
bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Sejalan
dengan undang-undang wvang baru ini, melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 222 Tahun 18961 ditetapken babwa polisi
adalah bukan pegawai negeri. Dengan demikian peraturan
gajinyva pun bukan PGPN, melainkan PG-Pol. Selanjutnya dengan
Eeputusan Presiden HNomor 134 Tahun 1962 sebutan Menteri/
Eepala EKepolisian Negara diubah menjadi Menteri/KASAE dan

nama Polri secara resmi diganti menjadi Angkatan Kepolisian.

Dalam kedudukannya sebagai Angkatan Bersenjata, maka
Kepglisian Negara adalah sama dan sederadjat dengan ketiga
angkatan lainnya, vaibtu Angkatan Darat., Laut, dan Udara
seperti ditegaskan dalam EKeputussn Presiden Homor 280 Tahun

1964, Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa sebutan Menteri

KASAK diﬁbah menjadi Menteri/PANGAXK dan setelah lima tahun
berlaku kepubusan tersebut kemudisn disempurnakan  dengan

KEepubtusan Presiden HNomor 52 Tahun 1868 dan Eeputusan

78. Ibid, halaman 13.




':Pre31den Nomor 80 Tahun 31968, Dalam keputusan presiden yang;ﬁ

-.terakhlr ini dlnyatakan bahwa Eepolisian Negara Republxk'_'

_Indon681a adalah sebaga1 unsur fAngkatan Bersenaata Republlkgx
':Indon631a dan merupakan baglan organlk darl D@partemex@f

|  iPertahanan Keamanan

: Péﬁ§embﬁfh;éﬁ:fkédpdﬁkan qégaﬁiéasi képolisian dala£_ .
rangka integrasi Angkafan Bersenjata Republik Indonesia ini
“diupaYakan lagi, waitu dengan dikeluarkannya  Keputusan
Henhankam/Pangab Nomﬁr Rep./A/385/VII1/1970 yang menetapkan
tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosgedur Eepolisian

Negara Republik Indonesia.

Melalui kondisi vang demikian itu kita dapat melihat
bahwa perkembangan organisasi kepolisian berdasarkan Surat
Eeputusan Menhankam/Pangab tersebut bukanlah semata-mata
didasarkan atas pertimbangan tugas yvang dihadapi, melainkan
Juga didasarkan atas pertimbangan politis. Konsekuensi
logisnya adalah bahwa bukan organisasi yang disesunaikan
dengan tugas, melainkan tugas yang harus disesuaikan dengan

organisasi wvang sudah dibuat.

Upaya penataan kedudukan organisasi kepolisian ini ter—

nvata tidak hanysa sampai di situ, sebab penyempurnaan Polri

ini senantiasa harus terus dilaksanakan sejalan dengarn
penyvempurnasan btatanan Hankam secara keseluruhan. Unbuk
keperluan itu, dikeluarkanliah Instruksi Menhankam/Pangab
Nomor: INS/A/43/X1/1973 tentang Penyusunan Kembali Organi-—

sasi Angkaten dan Polri. Sebagai pelaksansan instruksi




.tersebut d1 llngkungan Polrl dldapatl Surat Keputusan- Menr o
'*hankam/Pangab Nomor- KEP!lﬁ/IVle?B tentang Pokokmpokok Or— :;i

{ganlsa81 dan Prosedur Kepollslan Negara Republlk Indon931a.__}i

Dengan keluarnya Undang—-ﬁndang Nomor 20 Tahun 1982}.?.-_!?:

“;3:tentang Ketentuanwketentuan' pokok Pertahanan_  Keamanan;

”'Negara, maka organ18a61 Departemen Hankam dan Mabes ABRI pun;ii
'mengalaml penyesualan- Organlsasl Departemen Hankam dlsahkanf.
dengan Keputusan Preslden Nomor 46 ?ahun 19883, sedangkan__;

Organlsa81 Angkatan Bersenaata Republlk Ind0n631a dldasarkan -

pada_Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1884.

B Sebagai tindak lanjut dari reorganisasi Departemen
Hankam dan Mabes ABRI, maka organisasi Angkatan dan Polri
mengalami perubahan pula. Reorganisasi Polri didasarkan pada
Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Nomor: KEP/11/P/111,/1984, 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok
Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri).

Memperhatikan materi pokok keputusan di atas, terdapat
makna bahwa kedudvukan organ Polri masih tetap berada di

bawal Pangab. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa:

“Kepplisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri

adaiah suatu bagian integral ABRI vang berkedudukan

langsung di bawah Paﬂgah".?g

79. Pasal 1, Skep Pangab Nomor: REP/11/P/111/1984 tentang Pokok-pokok
Organisasi dan Prosedur Eepolisian Republik Indonesia.




 .3Sekarang,_ setelah 37 tahun Undanguundang Kepolislan 1amai“?.
."   berlaku maka dengan persetuauan Dewan- ?erwakiléﬁ Rakyatﬁ:f:
':terbltlah ' UndangmUndang Nomor 28 Tahun 1987 tentang:f

' x  Kepo11s1an Negara Republlk Indonesla pada 7 Oktober 1997._; 1  "

Apablla mdlperhatlkan':secara mendalam "alasan :mengapaﬁf?'

Kepollslan yang baru 1n1:terb1t maka-

'  terl1hat beberapa hal pentlng sebagal berlkut'*:' _
1 Deml pembangunan na31onal khususnya d1 bldang hukum makafif-“
'”dlperlukan'- terbentuk dan berfnng81nya '81stem hummn  _' -
na81ona1 vang mantap, |
2-_Untuk menaamln kepastlan, ketertiban, penegakan, dan
perllndungan hukum serta untuk memantapkan penyelengga— .
 raan pemblnaan keamanan unmum dan ketenteraman masyarakat
dalam 51stem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa“
yang berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum
vang profesional, maka dianggap periun memberikan landasan
hukum  vyang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang
Polri;
3. Untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan fungsi
Polri sebagai unsur ABRI, vang terutama berperan
memelihara keamanaun dalam negeri, sebagai alat negara

penegak  hukum, pengayvom, dan pembimbing masvarakat vang

e Taksanakan fungsigepolisiaydalam tata HUBUna
kekuasaan badan-badan penegalk hukum dan  keadilan, maka
diperlukan aturan yvang baru., sebab Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1981 tentang Ketenbuan-ketentuan Pokok EKepolisian

Hegara Republik Indonesia dianggap sudah tidak sesuai




.iagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta
ketatanegaraan Repﬁblik Indonésié;ao

'jﬂeranjak dari'.peétiﬁbangan_dasar tersebut di atas,
._kemudiéh 'sambil meneluéuri pasai?pasal yang ada dalaﬁp_;
:fUndangwundang Kepollslan yang ‘baru 1n1, ternyata kedudukamf;; 
'  organ Polrl ini ma51h helum mand1r1 secara penuh Hal iﬁi:;f_

 senada dengan bunyi pasal-pasal sebagail berikub: .
Pasal 5 Avat (1):
"Kepplisian Negara Republik Indonesia adalah unsur
Angkatan Bersenjata Republik Indoﬁesia vang terutama

berperan memeiihara keamanan dalam negeri®”.

Pasal 7T:

"Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian HNegara
Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan
pelaksanaan tugas dan wewenangnva yang diatur lebih
lanjut oleh Panglima atas usul Eepala Kepolisian
Republik Indonesia’™.

Pasal 9 Avat (3):
"Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksa—
nakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada:
a. avat (Z2) huruf a bertanggung Jawab kepada Menteri:
b. avat (3) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima.

Mencermati kedudukan organ Polri sejak mulai terbetuk

sampai saatbt ini, ternyata senantiasa berpindah-pindah tempatb

dengan pimpinan yvang silih berganti. Selain itu pulé kondisi
organ Polri vang kadang-kadang terombang-ambing adalah

80. indang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1887 tentang
Eerolisian Hegara Republik Indonesia, Butir a Menimbane.

3]




' iak1bat darl s&rlng teraadl perubahan Pﬂlltlk ketatanegaraan

” Ha1 laln Vang tak kalah pEHtlng mengapa organ | Pclriﬁfi 

:';tarombangmamblng, -aleh sebab landasan tempat berplaaknyaf ﬁ

'77" ser1ngkal1 hanya berupa Penetapan Pemerlntah dan Maklumatfﬁ V

. Pemerintah yang kedudukannya di luar  jalur - nirearkis

' 'Ekekuatan secara yurldls sertaﬁtldak dlkenal dalam hlrearRISf ﬁf 

 'fperundang~undangan ] dan

'f&k81sten81nya_' tldak ﬁémbﬁhyai5

ﬁperundangmundangan Republlk Indon551a.

i ?ugés dan Wewenang Repolisian Negara Repubiik Indonesia

Seaara terminologi bahasa, istilah “tugas” dapat
diartikan, pertama sebagai sesuatu vang wajib dikerjakan
atau yéﬁg ditentukan untuk dilakukan; keduwa perintah untuk
melakﬁkan seguatu:; ketiga fungsi atau jabatan-al Sedangkan
menurut kamus  Hebster, “functicon is a performance; the

special work done by an organ or structure"-gz

Menurut Logemann, vang dimaksud dengaun "fungsi” adalah
suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) yang diadakan
dan dilakuken guna kepentingan negara. Jadi setiap fungsi
adalah lingkungan pekerjaan tertentu (tebap) dalam hubungan
dengan kKeseluruhan negara.aa Sedangkan vang dimaksud dengan

lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) ialah suatu lingkungan

81.

82.
19686,

83.

Poerwadarminta., Opcit, halaman 1122,

John Gage Allee, Webster's Dictionary, Ottenheimer, Publishers Inc.,
halaman 156.

Momo Helana., Opeit, halaman 30.

[l
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fgpékerjaan yang.sebanyak—banyaknya dapat dinyatakan dengan;:

'.yang ber51fat dvurzaam, vang berartl tidak dapat divbah

'tepat dan telltl (zoveel magellak' nauwkeurlg‘ omschreven}l'*

_dengan begltu saja. 84 Fung81 fung81 tersebut dlaalankan eleh.”

-jsuatu organ atau badan yang memenuhl fung51nya dan badan =

-:tersebut -mengadakan pembaglan tugas/fung51 kepada peaabatf f"

";gyamg dltunauk Jadl fung51 adalah llngkaran tugas dalamf”°

-hubungan kesatuan dengan keseluruhan tugas negara pada

umumnya. Dengan demikian jelas bahwa 1st11ah “"tugas” identik

dengan "fungs'“

Berkaitan dengan tugas, ternvata arti tugas polisi itu
dari masa ke masa selalu berubah menvesuaikan dengan
perubahan sifat, bentuk, dan sistem remerintahan suatu

negara serta siapa vang memberikan batasannya.

Menurut J. Bool, "De Politie strekt zich over de gehele
staatszorg uit en vormt hiervan als het ware de afwerende,
beschermende zijde“.85 Artinyva, bahwa tugas kepolisian itu
meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak
dan pelindung. Sedangkan menurut J. Kist -89

“Polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif vang

bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancar—

an jalannya roda pemerintaban, rakyatnva dan hak—-haknya

terhadap penverangan dan bahaya dengan selalu waspada,
dengan pertolongan dan paksaan”

84.

Utrecht, Pengantar Hokum Administrasi tlegara Indomesia, Ichtiar,

Jakarta, 1960, halaman 53.

B5.

86.

Memet Tanumidiaja, Opcit, halaman 47.

Sajono, Pengantar Ilma Eepolisian, PTIK, Jakarta, 1964, halaman 10.




‘Gewin, secarg:.labih luas memberikan batasan :sebagaiﬂ f

-berlkut:a?

Tugas pﬂllal adalah baglan darl tugas negara darmwh
perundang—undangan ‘serta pelaksanaan untuk  menjamin

- tata tertib, " ketenteraman.  dan keamanan, menegakkanﬂf

o negara, menanam pengertlan ketaatan dan patuh -_hﬂ-- :

'_253adangkan Charles Relth mengemukakan bahwa.E§_  ;

Tbe_ functloﬂs of' the.Brltlsh pollce, .és they aré f:'

'fdbfined to day at Sbatlaﬂd Yard, arée. the maintenance of
ordér, and the preventloﬂ, detection and preosecution of
ori _ Jalatad At
Apabila dikaitkan dengan ajaran HMontesquieun, Trias

Politica, maka tugas polisi ini dimasukkan ke dalam bidang

eksekutif., dalam arti melaksanakan undang-undang dan umum—

nya dipandang sebagai hanhaving van orde, rust en veiligheid

van personen en goederen atau pemeliharaan ketertiban,
ketenteraman, dan keamanan seseorang serta harta b@ndanya.gg
Sedangkan apabila menelaah ajaran Catur Praja dari van
Vollenhoven, maka tugas polisi berarti tugas negara vang
tidek termasuk dalam tugas bestuur, rechispraak, dar

regeling (pemerintahan, peradilan, dan perundang-undangan).

Selanjutnva masih menurvt van Vollenhoven tugas ekse—
kutif ditu ada dua, yvaitu tugas yang bersifat langsung pada

kemakmuran rakvat disebut tugas bestuur. sedangkan tugas

a7.

88.

...........

Ibid.

Charles Reith, Police Principles and The Problem of Har, COxford

University Press, London, New York Toronto, 1940, halaman 57.

89.

Soeparno Soeriaatmadia, Polisi dan Hukum Antar Hegsra, DBhayvangkara,

Jakarts, 1955, halaman 15.




kedua .adalah vang ber$1fat tldak 1angsung dltuaukan ke _arah

' 1tu,_ tetapl -dengan menaaga dan menaamln ketertlban dan_“

keamanan agar tersedla kemungklnan untuk melakukan usaha; ;

i_yang dltuaukan ke arah kemakmuran rakyat Tugas kedua 1n11ahﬁ

E-~yang dlnamakan tugas pollsi Leblh 3anh van Vollenhovenfﬁ 3-

.“?-fmengatakan bahwa,

'“Fung51 lelSl 1tu menaalankan pweventzeve recbts zangf; 
yvaitu memaksa penduduk suatu w11ayah mentaati keter-— -
tiban hukum serta mengadakan penjagaan  sebelumnya
{preventie supaya tata tertib masyarakat tetap ter—
pbelihara®. ' '

Salah seocransg murid van Vellenhoven vwvaitun Logemanm
mengatakan bahwa aJjaran tersebut hanya diperuntukan bagi
suatu tempat dan waktu tertentu saja, sebab menurut Logemann
tugas polisi itu adalah., "Handhaving van het door de burgers

geldende rechten, atau pemelihara hukum yvang berlaku bagi

penduduk_gl

Di dalam peraturan perundangan—undangan yang ada dan
pernah ada di Indonesia, tugas polisi diabur secara tegas.
Misalnyva, di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950
disebutkan bahwa, "Untuk memelihara ketertiban dan keamanan
umum  diadakan suatu alat kepolisian yang distur dengan

Undang—undang",gg

96.

Utrecht, Opeli, halaman 31.

91. Sosparnc Soeriasatmadia, Opcit, halaman 18.

9Z.

Undeng-Undang Dasar Sementara 1950, Lembaran Negara Nomor 56 Tahun

1950 Pasal 130.




Berbeda dengan UndangmUndang Dasar Sementara 1850,
ternyata Undang—Undang Dasar 1945 tldak Bsecara tegas meng~¥37
 _atur tugas pﬂllgl Tetapl walaupun tldak -secara tersurat .
'-namun secara ters;rat dapat dlkemukakan makna ~bahwa tugasfff
" -po11s1 termasuk ke dalam.bldang eksekutlf Hal 1n1 seaa;aa ;;
' dengan pendapat Hazalrln yang menyatakan bahwa-g3 | t“
“.U.D. 1945 tldak menyebutmnyebut kekuasaan kepolisiah; :

dan kejaksaan oleh karena dua macam tugas itu telah
dengan sendirinya termasuk ke dalam +tugas executif

.pemerintaharn, sebab keamanan di dalam negara adalah . .

tugas pokok bagi setiap pemerintah. Dalam sistim U.U.D_.
1845 maka Presiden ialah Polisi Pemuncak dan Jaksa
Pemuncak, artinya paling di atas, paling tertinggi. dan
untuk menunaikan tugasnya itu dia boleh atur melalui
J.U. membentuk satu badan kepolisian negara dan satu
badan kejaksaan”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan—

ketentuan Pokok Kepolisian Negara (lama) menetapkan tugas

Polri sebagai ber1kut.94

Pasal 1 Bvat (1):

"Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnva di—
sebut EKepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak
Hukum wyang terutama bertugas memelihara keamanan di
dalam Negeri™.

Pasal 2:

"Daiam melaksanakan ketentuan-ketenbtuan dalam Pasal 1,

maka EKepolisian Negara mempunyvai tugas:

(1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
TIHM ;

b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit—
penvakit masyarakat:

93. Hazairin, Demokrasi Pancasila. Tintamas, Jakarta 1870, halaman 40.

94. Lembaran Hegara Nomor 245 Tahun 1961.

i
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c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan_--
‘dari dalam; o
d. memelihara keselamatan orang, benda, dan masya— -
rakat, termasuk memberl perllndungan dan perto— -
' longan,_ o
e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyara—
‘kat: terhadap peraturan~peraturan Negara. o

(2} dalam bldang peradllan mengadakan penyelldlkan atas

.~kejahatan - dan ' pelanggaran - menurut - ketentuan— .
ketentuan dalam Undang-undang Hukum" Acara Pidana "
{dan 1a1n-la1n peraturan ﬂegara, ' Sl

{3 mengawa51 allrannallran kepercayaan vang dapat mem—
bahayakan masyarakat dan Negara.

(4) melaksanakan bugas—-tugas khﬁsus lain wvang diberikan
kepadanya oleh suatu peraturan Negara'.

Undang-Undang HNomor 20 Tahun 18982 tentang Ketentuan-—
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 30 Ayat (4) menetapkan:95

“"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. selakun alat negara penegak hukum memelihara serta
meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan
segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya mentbina EkKetenteraman masyarakat dalam
wilavah negara guna mewujudkan keamanan dan keter—
tiban masyvarakatb;

b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam
memberikan perlindungan dan pelavanan kepada masys—
rakat bagi tegaknya ketentuan peraburan perundang-
undangan;

o. membimbing masyvarakat bagi terciptanva kondisi yang
nenunjang terselenggaranyva usaha dan kegiatan
sebagaimana dimaksud huraf a dan huraf b ayvat  (4)
ini".

Di dalam Undang—undang Kepolisian vang baru. vaitu

Undang—-Undang Nomor 28 Tahun 1887 tentang Kepolisian HNegara
Republik Indonesia. tugas Polri diatur secara tegas. Dalam
Pasal 13 undang-undang ini ditetapkan bahwa:

95. Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 51 Tahum 1982,




Kepollslan Negara Rapubllk Ind0n531a bertugas*

selaku alat negara penegak hukum memelihara serta_“

" meningkatkan tertib hukom;

melaksanakan tugas. kepollsian selaku ‘pengayom dalam

- memberikan perlindungan dan. pelayanan kepada masyva— -
rakat - bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang~ :
-undangan,  . T

“bersama—sama dengan 3egenap komponen kekuatan per—:;ﬂ

- ‘tahanan keamanan " negara lalnnya memblna ‘ketenteraman ..

‘masyarakat dalam ‘wilayah negara guna. mewusudkan'y; _

“keamanan dan ket&rt1ban masyarakat' o T

.memblmblng masyarakat bagi. ‘terciptanya kondisi vyang. .

menunjang  terselenggaranva usaha dan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf @3 ' '

melaksanakan  btugas lain sesuai dengan perabturan
perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1987 ini ditetapkan pula bahwa:96

"Dalam melaksanakan tungas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a.

me lakukan penvelidikan dan penvidikan terhadap semua
tindak pidana sesual dengan Hukum Acara Pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnva;
menvelenggarakan identifikasi kepolisian., kedokteran
kepolisian, dan laboratorium forensik serta paiko-
logi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
memelihara keselamatan Jiwa raga, haria benda,
magyvarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/abtau bencana termasuk memberikan per—
lindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia;

menyelenggarakan segala kegiabtan dalam rangka
membina keamanan., ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas di jalan:

melindungl dan melayani kepentingan warga masyarakat
untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi
dan/atan pihak vang berwenang:

membina  ketastar

hukum dan peraturan perundang-undangan;

turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan
pembinaan kesadaran hukum masyvarakab:

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan Gek—
nis terhadap alat—-alat kepeclisian khusus, penyidik
pegawal negeri sipil, darn bentuk-bentuk pengamanan

_______ . giri warga _masvarakab yﬁtﬁrhadap




"*aelas bahwa tugas Polrl 1tu pada pokoknya' meilputl soalffff

:penegakan hukum dan pemellharaan ketertlban wmum. Denganf ;

__swakarsa yang memlllkl kewenangan kepollslan term.' 
" §. melakukan pengawasan terhadap orang. a51ng vang . berm-g;'

~ada di- w1layah Indonesia dengan koordinasi - 1nstan81{'_

_-' terka1t sesual dengan peraturan perundang-undangan; = .
k. mewakili pemerlntah Republik Indone31a dalam organl—.lu
‘~sa51 kepolxsxan 1nterna51onal" - : ) o

Sejalan d@ngan uralan tersebut dl atas. menaadl aemaklngiﬁz

mdem;klan dapat dikatakan bahwa tugas polisi itu meliputi }"'

tugas. yustisial, tugas sosial, tugas vendidikan, dan tugas

pemerintahan dalam arti tebatas. Sehubungan dengan berbagai .
ﬁacam tugas tadi., maka tugas Polri dapat dilaksanakan

sebelum atau sesudah terjadi pelanggaran. Pelaksanaan tugas

 yang pertama disebut tindakan polisi preventif, sedangkan

vang kedua adalah tindakan polisi represif.

Tindakan polisi preventif jialah tindakan pencegahan
agar tidak terjadi hal-hal yvang akan mengganggu ketertiban
dan keamanan masyarakat, sedangkan tindakan polisi represif
ialah mencari keterangan, menvelidiki, menyidik, dan melacak

tindak pidana wvang telah terjadi.

Pada zaman dabulu tindakan pertama polisi adalah

represif, namun lambat lavn metode represif ini  tersisihkan

97.

oleh metode preventif, sebab metode preventif lebih efisien

daripada represif. Hal ini senada dengan permyataan:gT

Glover. E.H., The English Police Its Origin an Development, Pclice

Chronicle 53 Fleet Street London E.C.-4, 1943, halaman 14.

g




“The primary object of an efficient police 1is the
ér@vantion of erime, the next tbat.qf‘detection and
puulshmaﬂt of'offéndérs zf'crlme is cammltted -

: Artlnya*

"Tuauan pertama - dari Kepollslan yang efislen adalah-w'

pencegahan adanya keaahatan, kemudlan penyelldlkan daniu_
pemberlan sanksl kepada para pelanggar, apabila teraadl

kejahatan™.

Setelah membahas berbagai tugas Polri, penulis akan
mencoba membahas wewenang vang dimiliki Polri itu sendiri.
Menurut Poerwadarminta, "Wewenang adalah hak dan kekuasaan

unbtuk melakukan sesuatu",ga sedangkan Selo Scoemardjan mem—

berikan batasan tentang wewenang sebagal berikut:99

". .. wewenang adalah kekuasaan yvang ada pada sSeseorang
atau sekelompok orang dengan mendapat pengakuan dari
magyvarakat. EKarena memerlukan pengakuan dari masyarakat
itu., maka di dalam suabtu masyarakat vang sudah kompleks
susunannya dan sudah mengenal pembagian tugas yang
terperinci wewenang itu biasanva terbatas mengenai hal-—
hal vang diliputinva, wakbtunyva, dan caranya menggunakan
kekuasaan itu”.

Selanjutnya, Selo Soemardian menegaskan bahwa:100

“"Adanya wewenang hanva dapat efektif apabila didukung
dengan kekuasaan vang nyata. Akan tetapi acap kali
terjadi  bahwa letak wewenang yang diakni oleh masva—
rakat itu tidak terletak dalam satu tangan”.

98. Poerwadarminta, W.J.Z., Opcit, halaman 1150.

99, Sele Soemardisn dan Scelaeman Soemardi, Setangkail Bunga Sosiologi,
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UIl, Jakarta. 1974, halaman 338.

100. Ibid.
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-  Memperhatlkan pernyataan terakhlr d1 atas apablla ter* 

Jadl hal yang demlklan,_maka kemungklnan besar akan teraad1 f

 kes1mpangs1uran dalam penggunaan kekuasaan dan wewenang ataw-
]'mungkln Juga wewenang yang ada pada seseorang 1tu dlpenga-i  -
i;ruhl oleh kekuasaan yang ada dl plhak laln untuk keperluanxﬂ;

'“ Yang tldak dllnglnl masyarakat_ n” 

”Bérkaitan dehgén'wewehang yéhéldimiliki Polri ternvata

hal vang demikian itu seringkali terjadi, padahal wewenang -

'yéhé diﬁilikinya diatur dalam undang-undang. Menurut Undang—
undang Kepolisian yang baru ditetapkan bahwa:101

"Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum ber—

wenang:

a. menerima laporan dan pengaduan;

b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian:

c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta me—
motret seseorang:

d. mencari keterangan dan barang bukti:

e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
yvang dapat mengganggu ketertiban umum;

g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masya-—
rakatbt:

h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan
perpecahan ataun mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa;

i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi
lain, serta kegiatan masyarakat;

J. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan:

k. menerima dan menvimpan barang temuan untuk sementara
waktu;

1. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan
vang diverlukan dalam rangka pelayanan masyavakat.:

m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian vang mengikat
warga masvarakat™

101. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997




dengan peraturan perundang—undangan lalnnya berwenang“

4

Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai'-

.a‘

102

memberlkan izin dan- mengawa51 keglatan keramalan"
jELiel dan keglatan masyarakat lainmyas '

menerima; pembermtahuan HLentang keglatan politik; S
'memberlkan izin dan melakukan pengawasan sengata,ﬁ-
“api, bahan peledak, dan senjata tajam; et
;menyelenggarakan reglstraal dan ldﬁntlflkﬁﬁl kendam'-r
Craan bermotor,._ : : B
‘memberikan surat izin mengemudl kendaraan bermotcr,ui;:
memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat

kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa
dalam bidang teknls kepolisian; . '
melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain
dalam menyidik dan memberantas keaahatan internasioc—
nal; -

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian™.

Selain daripada itu, Kepolisian Negara Republik Indone—

sia berwenang untuk; 103

a.

b.

melakukan penangkapan, penahavan, penggeledahan, dan
penyitaans;

melarang setiap orang meningpaikan atau memasuki
tempat kejadian perkara unbtuk kepentingan penyi-—
dikan;

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penvidikan:

menyuruh berhenti orang vang dicurigai dan menanyva—
kan serta memeriksa banda pengenal diri;

melakukan pemeriksaan dan penvitaan suratb;

memanggil orang unbuk didengar dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi:

mendatangkan orang ahli wyang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkaras

mengadakan penghentian penyidikans;

menverahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan
cedah. dan .  tangkal  terhadap. orang . vang. disangkas

melakukan tindak pidana;

memberikan petuniuk darn bantuan penyidikan kepada
penvidik pegawai negeri sipil serita menerima hasil
penyidikan penyidik pegawal negeri sipil untuk d4i-

102, Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1987.

103. Pasal 16 Undang-Undang Womor 28 Tahun 1987.
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serahkan kepada penuntut umum; _
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum vang ber— .. .

tanggnng Jawab

‘Mengakhiri uraian mengenai tugas-dan wewenang Polri di
-atas perlu dlpertegas kemball secara Jelas bahwa secara.x
,umum tugas dan wewenang Polrl pada haklkatnya mempunyal dua DR
fyaltu menegakkan hukum dan mﬁmellhara ‘keamanan -sertaf:i5
'kétertlban umum, Tugas dan wewenang perbtama mengandung
pengertian memberantas kejahatan atau represif, sedangkan
tugas dan wewenang kedua mengandung pengertian mencegah

terjadinva pelanggaran hukum atau preventif-104

Menurut sifatnya tugas represif dan wewenangnya adalah
terbatas, sebab kewenangan Polri dibatasi oleh Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 18581 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berasas legalitas, sedangkan tugas preventif dan
wewenangnya adalah bentuk tugas yang mempunvai 8ifat yang
sangat luas. Apabila dirumuskan, maka tugas preventif dan
wewenang ini boleh Jadi dapat melakukan apa saja asal
keamanan dan ketertiban terpelihara serta +tidak melanggar
hukum. Dengan demikian dalam bentuk tugas dan wewenang ini
cterkandung asas oportunitas, utilitas, dan asas kewajiban.
Tugas dan wewenang ini merupaksn dua hal utama bagi aparat

Polri, sebab tugas dan wewenang 1n1 mempunyal materi wuatan.. G

tentang pembinaan masvarakat agar mereka sadar dan tazt

nukum  serta mempunyai dayva lawan terhadap pelaku praktek

kejahatan dan perbuatan melawsn hukum.

104. Kunarto, Perilaku...Opcit, halaman 111.
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BAB III
. PEEEGAKAN HUKUM PEHBIEAAH KEAHA&AR
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SEBAGAI TUGAS UTAMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO&ESIA

Ada yang berpendapat ‘bahwa penegakan hukum mﬁrupakan_
.keglatan menyera51kan hubungan nila1~n11a1 yang teraabarkan -~-~

'dalam_ka1dah*ka1dah/pandanganwpandangan menilai vang mantap

dan wmengejawantah dan sikap tindak sebagal rangkalan pen—
jabarah nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelibara,

dan _mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.lo5 Untuk

mencépai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supava

hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu svarat di

antaranya adalah harus ada lembaga penegakan hukumm.

Menurut Bagir Manan, lembaga penegakan hukum adalah
"badan” baik vang berupa Jjabatan atau pejabat yvang bertusgas.
berwenang, dan bertanggungjawab mempertahankan hukum dari
(ancaman) pelanggaran oleh orang atau orang-orang tertentu.
Lembaga penegakan hukvum dapat dibedakan ke dalam +tiga

kategori wbama valtu: lembaga penegakan hukum vustisial,

105.

lembaga penegakan hukum vans bersifat kuasi vustisial, dan

lembags penegakan hukum vang non Vustisial.igg

Sosrjono  Soekanto, Heberapa Aspek Sosic Yuridis HMagvarakat, Alumni,

Bandung, 1982, halaman 128.

106.

Bagir Manan, lLoc cit.




Lembaga penegakan hukum vang bersifat ‘yustisial adalah. .'

'badan ‘atau pejabat. penegak hukum dalam atau untuk suatu

PFOSES yustisial (Peradilan). Lembaga penegakan hukum dalam f

-5kerangka prosa& yustlsial adalah badan peradllan, badan[ '

 peny1d1kan, badan penuntutan, dan badan yang mﬁnaadl wahana;f;~

h'“-}para' terhukum.mﬁnaalanl hukuman Lembaga penegakan hukum5 f

”yang bersifat kuasi yustlsial adalah lembaga vang mempunya1' _

peranan penting dalam penegakan hokuam = di bidangwbidang
terﬁentu atau mengenai orang-orang terténtu, walaupun selama'
ini agak kurang mendapat pengamatan dan perhatian. Beberapa
badan yang biasanva dimasukkan ke dalam kelompok badan
prenegakan hukum kuasi yustisial adalah badan-badan seperti
Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Pertimbangan Kepegawaian,
dan Mahkamah Pelayaran. Lembaga penegakan hukum non yusti—
sial adalah lembaga penegakan hukum yang bukan sesustu vyang
asing dalam kehidupan adat istiadat rakyvat Indonesia. Pada
setiap masyarakat hukum adat terdapat cara penyvelesaian,
baik Ekepidanaan atau keperdataan di Iuar tata peradilan vang

berlaku.107

Salah satu organ vang termasuk dan meliaksanakan

kewenangan lembaga penegakan hukum yang bersifat vustisial

biasanya disebut aparat. Aparat adalah orang vang dipakai

untuk menjalankan kekuasaan negara, misalnya polisi-igg

i07. Bagir Manan, Op cit, halaman 3-5.

108. Poerwadarminta., Loc cit.




Bagi Kepﬂllslan ﬂegara Republlk Indonesla,, penegakanffl
.hukum merupakan tugas ﬁokok dan sebagal profesl yang mullahz
-serta dalam' apllkaSLnya harus selalu berklblat pada asas;€; 
. ';1egall_tas, _ undang"undang Yang 'berlaku daﬁ hak : ._a_sasl_'f":'
o  méﬁﬁé£a-. Rtau dengan kata laxn harus bertlndak séééraj;f: 
'fﬁ pr0fes1onal dan memegang kode etlk secara ketat dan keras.
.sehlngga tldak mudah teraerumus ke dalam spektrum yang  t..
dlbenql_maayarakat, Prof651onallsme di sini harus sampai ka 
kedaiaman makna_hakiki vang bersifat;ﬁytas, logos, dan elos
poiisi baik dalam aspek sosial, aspek teknis, dan terutama '
aspek etika yang membuat tugsas itu terhormat, terpuji,

disegani, dan membanggakan.99 7

Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno sudah mulai nampak
hahwa penegakan hukum vang dilaksanskan polisi dirasakan
sebagai suabu btekanan bagi masyarakat. Hal ini memang meru-—-
pakan tugas dilematis polisi dan mewarnai sejarah kepolisian
untuk selamanya. Dalam konteks ini pada dasaraya manusia itw
selalu ingin bebas sebebas-bebasnya, bahkan kebebasan yang
tanpa batas atau menginginkan kehidupan vang serba boleh,
sedangkan secara hakiki polisi bertugas menegakkan aturan

vang pada dasarnyva mempatasi kebebasan itu.

Eenyataan di atas dalam banyvak hal memungkinkan btugas
rolisi itu mendadi tidak populer dan tidak merakyat. DI sisi
lain bagl rakyvat wvansg menvadari perlunva abturan vang

109. Gde Yasa Tohjiwa, Op cit, halaman 22.




melindungl mereka yang lemah dan menlédakan kesewenang_:J .
_;Wenangan dari plhak vang kuat maka tugaa polisi menjadi -7
'-sangat ‘mulia. Dengan dem;kian harns semakln disadarl bahwa
:ftugas POllSl itu memang berada pada bentangan spektrum yangff 

;luas sekall, yaitu antara kondlsl dibencl dan dlmullakan-

Menglkuti bentangan _sp&ktrum yang demlklan luas 1tu. ;
selanautnya memang selalu terbuka-berbagal alternatif baglz-'
seorang anggota kepolisian, apakah akan memilih pada.  posisi
dlbencz, dimuliakan, atau memilih posisi blasa—blasa saja
demi "safety player". Namun demikian, apapun posisi yang
dipiiih seorang anggota kepolisian? polisi tetap dibububkan
masyarakat. Betapapun rakyat membenci, suatu saat mereka
pasti akan memerlukan kehadiran polisi. Oleh sebabk itu,
menurut EKunarto sikap masyarakat terhadap polisi dapat

diibaratkan sebagai sebuah judul lagu, "Benci tapi rindu,
acuh tapi butuh®.110

Polisi vyang bijaksana pasti akan memilih  posisi vyang
dimuliakan masyarakat. Polisi yang kasar, bengis, kejam, dan
berpihak atauw pilih kasih, berarti ia menempatkan pada
posisi dibenci. Sebalilmya polisi yang bersikap melindungi,

mengayomi., penuh kasih sayang. berbudi luhur. penuh dedikasi

dan pengabdian, berbuat tanpa pandang bulu, benar-benar
berpihak pada kebenaran dan keadilasn. berarti ia mendudukkan
diri pada posisi dimuliakan. Ia akan benar—-benar menjsadi

110. ¥unarto, Etika...Op cit, halaman 54,




figur yang diidolakan, figur keteladanan vang dapat mewujugg;j'

_kan aparat penegak hukum vang bersih dan berwibawa.

Tapatlah apsa yang dikatakan Andi Hamzah bahwa pene_ii;
'Agakan hukom berkaitan erat dengan kepatuham hukum. dal&m;f :

'ffmasyarakat juga tlngkah laku petlnggl hukum Conteh yang*?;:'
'”;diberlkan petinggl hukum akan mudah dlambll sebagal pen*ff;

- cerminan oleh masyarakat Kalanr kalangan petlnggl h&kmm ,

sendiri tidak 1agi mengikatkan diri kepada kepastian hukum;.

‘maka sulit dibina kesadaran dan Ekepatuvhan hukum dalan o

masyarakat- Masyarakat akan terombang—ambing terbawa oleh
arus yang tidak menentu.111 Demikian pula halnyva dengan apa
.yang dilakukan penegak hukum bernama polisi, masyarakat akan
meneladaninva andaikata sikap tindak polisi itu memang patut

diteladani.

Dilematis dasar kedua setelah dilematis pertama di atas
adalah adanya kenyataan bahwa polisi harus  menegakkan
peraturan. Apabila polisi harus menegakkan peraturan, maka
rasti ada pihak yang divntungkan dan dalam wakitu yang
bersamaan pastli ada pihak yang merasa dirugikan. Sayangnya
vang merasa dirugikan itu banvak terjadi pada pihak yang

lemah. Hal ini terjadi Barena pihak yang lemah itu biasanva

wahemi-secara-hakikimakwadary

arti peraturan. HMereks melanggar atan sengaja melanggar

peraturan karens tidak mengerti atau sangat terpakss sakibat

111. Arndi Hamzah, Pembinaan Penegakan Hukum dalam Pembangunan Jangka
Panjang 11, dalam Hajalah Hulome Nasional, Nomor 1, 1996, BPHN, Jakarta,
halaman 113




. k0ﬁ&i$i hidup 'yang"SErba kekuraﬁgan- THereka ' beraauméib;'
ﬂalangkah tidak adilnya andaikata hanya mengambil barang ”

_ mi1ik orang kaya aekedar untuk mﬁmpertahankan hidup saaa,’ ;

'fharus dllarang dengan alasan melanggar hukum

Penegakan _ hukum srang tegas ﬁm_mk, ..':.'pg?__;i_tstiwa—-peristiwaf':_‘_:_._-_'-: '
 aemacam dl atas memang dilnmatis, seoclah—-olah polisi s@lala j
dan hanya berpihak pada orang kaya, orang Xkuat. Raja,.

Pemérintah atau Penguasa semata. Tetapi memang tidak dapat

disangkal, sejak zaman dahulu pun selalu ada polisi yang
berpihak pada vang kuat, kayva, dan berkuasa., karena kesejah—
teraan mereka akan lebih terjamin dibandingkan jika mereka

berpihak kepada rakyvat vang serba susah dan kekurangan.

Kasus di atas memberi makna, bahwa sejak zaman dahulu
ron sudah didapati dua macam sifat polisi, ada polisi yang
baik dan ada yang tidak baik. Untuk membentuk polisi yang
baik, Socrates menemukan jawabannva babwa untuk memperoleh
polisi yang baik dan bertindak jujur serta adil, pertama
mereka harus dilatih dengan baik dan kedua kebutuhan mereka

harus dicukupi secara memadai.

Metode Sccrates ini akhirnyve dikembangkan dan menuruab

Jolwr Lo-Salivenads- Yoy helvang havus S Takokavragar-dapat
dihasilksan polisi yvans baik, pertama, dilakukan seleksi vang
baik agar masukan (input) polisi adalah orang-orang yang
benar-benar terpilih, kedua dilakukan pendidikan yang baik
agar diperoleh polisi-polisi yang pintar dan berbudi luhur,

ketiga dilatih dalam keseharian vang baik agar diperoleh

—ry




- polisi terampil, cekatan, dan barpehampilan baik, keempat

-&iperlengkaﬁi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat,

tangguh tanggon, adil dan benar. Kelima dlgajl vang memadai :

fagar dlperoleh PDllSl yang sejahtera dan tldak mudah berbuat;f:'

%nyeleweng atau mempunyal' slfat keberplhakan yang dapat'ff'

ffmengusik rasa keadllan masyarakat 112

Cita~cita, baik dari Socrates maupun dari Sulivan guna
mewnjudkan aparat penegak hukum berbentuk polisi vang ideal
jtu sampai saat ini belum tercapai dengan baik. Hal ini
disebabkan berbagai fakbtor yang mempengaruhi penegakan hukum
itu sendiri, di samping kendala faktor lingkungan, situasi,
dan kondisi vang tidak memungkinkan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

‘Menurut Bagir Manan terdapat berbagai faktor vang dapat
mempengaruni penegakan hukum, antara lain:
1. Pembedaan antavra pengertian kebenaran formal dan kebenar—
an materiil;
2. Sumber daya manusia hukum;
3. Tatanan hukum vang berlaku:;
4. Lemahnya badan dan organisasi penegakan hukum.l1S

112,

Adapun rincian dari faktor-faktor vans dapat mempengaruhi

penegakan bukum, adalash sebagai berilut:

John L. &Sulivan, Pengantar Ilmu Eepolisian, PTIK, Jakarta, 1992,

halaman 227.

113.

Bagir Manan, Op c¢it, halaman 9-20.




'3 71 Pembedaan antara Pengertlan Kebenaran Formal dan Kebenarm{f -

' an Materlll

Garlswgarls Besar Haluaﬂ Negara 1993 menegaskan- bahwa;;;; 

T *tuauan pEnegakan hukum adaiah untuk mewuaudkan keadllan danf”x

" kebenaran” Hal 1n1 seaalan dengan pernyataan*llé_;;'”'“'

'"Penerapan dan. penegakan hukum perlu ' dllaksanakan xf-

secara lugas, tetapi harus manu61aw1, ‘vaitu berdasarkan -
‘asas . keadilan dan kebenaran ‘Upaya ini dilaksanakan =
dalam rangka wewuaudkan ketertiban dan kepastian hukum, -

menlngkatkan tertlb 5081a1 dan dlslplln naslonal--- -

Pahéﬁ keadilan dan kebenaran adalah paham yang ber—

kaitan dengan isi atau substansi, bukan mengenai bentuk .

luar. fnengan perkataan lain, tujuen penegakan hukum dalam
:kerangka keadilan dén kebenaran adalah menuju pada keadilan
dan kebenafan materiil bukan kebeharan dan keadilan formal.
Mungkin secara hukum (formal) penegakan hukum telah dilaksa—
nakan menurut bunyi atau tata cara yang telah ditentukan,
namun dilihat dari segi paham keadilan dan kebenaran mungkin
sekali penegakan hukum semacam itu telah melanggar rasa
keadilan dan kebenaran, baik dilihat dari kepentingan

individu maupun kepentingan komunitas.

Paham penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan

kebenaran ini harus berlakn pada segala bidang hukum.....Dalam

tecri dan praktek yvang selama ini dianut, ada pemilahan
antara kebenaren formal dan kebenaran materiil. Dalam hulum

114. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara, Bab VII Arah dan Kebijaksanaan Bidang Hukum, Butir 2d.




':keperdataan tugas saorang penegak hukum cukup dltuaukan jJ

  'Huntuk menemukan kebenaran farmal sedangkan_ dalam bidang?f 

 kap1danaan harus dlketemukan suatu kebenaran materlll
' ”Pendekatan~pendekatan aemacam 1n1 serlng menyesaﬁkan d&an 

Lmenaauhkan tuauan pEnegakan hukum untuk mewugudkan keadllan_f;.

Tf: dan kebenaran.:-'

 Ads beberapa hal yang dapat menjadi dasar keberaban
' étaé pendekataﬁ pemilahan ibu: - : . .
..Suétu kebenaran -— apélagi apabila dikaitkan dengaﬁi- 
keadilan - adalah sesuatu substansi, suatu materi. Karena
itu  kebenaran vyang sungguh-sungguh mesti' kebenaran
materiil. Adapun kebenaran formal adalah sekedar berisi
syarat—-syarat dan tata cara mencari kebenaran. Jadi =
kebenaran formal bukanlah kebenaran itu sendiri. Dengan
demikian menemukan kebenaran formal barulah sekedar jalan
untuk menemukan kebenaran itu sendiri dan belum tenbu
kebenaran itu sendiri. Karena itu kebenaran formal tetap
harus diuji terhadap  faktor-faktor lain  seperti
kebiasaan, adat istiadat, nilai budayva, kesadaran hukum
dan lain-lain yang hidup dalam lingkungan atau terhadap
individu tertentu. Membuktikan seseorang berhak atau

tidak memiliki sebidang tanah, berhutang atau tidak

berhutang tidak cukup dilihat dari berbagai formalitas
vang ada. Harus juga diperiksa berbagai “ecircumstanses”
vang dapat memberi kevsakinan mengenai kebenaran sesuatu

keadaan. Selama ini dianut pendapat bahwa dalam bidang

keperdataan bukanlah keyvakinan yang menentukan, tetapi




:iformalltas- In1 agaknya manyeaatkan Bukankah pada' saat...:

- 5haklm mengatakan benar atau tldak %enar, berprasangka;

.' jﬂatau tldak berprasangka atas buktl"buktl yang dlaaukan;"

TT  ép1hak—p1hak pada akh1rnya dltentukan keyaklnannya.__Tidgg

'5fgakan fDernah ada suatu 31kap?tanpa dlsertal' oleh suatu:

'7;keyak1nan,'fJad_:tetaplah keyaklnan 1tu m&megang peranmn

_ihfpeﬁtlng balk dalém soal soal pldana atau keperdataan,. |
.:fb; Kebenaran (dan keadllan) Bebagal tuauan hukum a&alahif 
“i'kebenaran mater111 bukan kebenaran formal Sepertl telah:_i
.:idmkemukakan kebenaran formal bukanlah tuauan hukum i  f
.tetapl semata—mata cara untuk mencapal atau mewuaudkan.-”
_tuauan hukum. Karena itu membatasl penegakan hukum pada.  .
.kebenaran formal dapat menyes&ﬁkan Hukum dalam rangka ..
: kebenaran formal dapat sekedar alat wuntuk mewuaudkanf;
'kehendak vang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan
fetapi tidak bertentangan dengan hukum.
C. Saiéh_ satu pertimbangan atau alasan bahwa dalam perkara .
. pidana diperlukan kebenaran materiil karena bersangkutan -
dengan hak asasi manusia yaitu perampasan kemerdekaan, |
harta benda, atauw nvawa. Dalam lapangan keperdataan-pun
sebenarnyva tersansgkut berbagai aspek hak asasi manusia.
Dalam iapangan hukum keluarga tersangkut hak—-hak anak

atan  disteri untuk mendapal perlakusan dan  keseljabberasn.

Hak-hak ini merupskan unsur hak asasi yang +tidak kalah
penting dari perampasan kemerdekasn, perampasan kekavaan,
atau nyvawa. Demikian pula di lapangan hukum harta
kekayaan. Seseorang dapat Juga kehilangan kekavaan dalam

suatu hubungan keperdataan baik karena suatu perbuatan




t";melawan hukum, wanﬁresta51 dan 1a1n Sébégaiﬁ§a;__Jadi;f;_
t1dak ada alasan untuk memandang seolahwolah perlstlwa;  '
keperdataan leblh mudah" darlpada perlstlwa Pldana- L

| .d Secara kultural pendekatan yang : membedakan antaré;f;'

| kebenaran formal dan kebenaran materlll merupakan haglljfﬁun

darl budaya yang berslfat analltlsudlkhotomls,_ Pendekatm{ i

an_ semacam itu tldaklah cocok ‘bagi sistem budaya dalam
mana hubungan antar marnusia 1eb1h dltekankan pada 51fat— f
smfat vang materiil bukan pada aspek~asp@k formal, lebih
dlt&kankan pada hubungan kolektif daripada individual. .
~ Dalam kehidupan adat istiadat rakyat Indonesia yang
beréifat kolektif hubungan hukum lebih didasarkan pada
saling_mempercayai,-saling mengetahul dan bukan didasar-—
kan.pada tata cara formalitas tertentu tetapi lebih utama
rada saling percaya dan saling mengetahui satu sama lain.
Bagi masyarakat semacam ini, bukanliah surat vang mehjadi
dasar suatu kebenaran tetapi kenyataan vang dialami atau

dikukuhkan berdasarkan lembaga saling percaya.

2. Sumber Daya Manusia Hubkum

Secara umum, sumber daya manusia hukum dapat dibedakan

N )

LT o R L

a. Sumber daya manusia untuk renegakan hukum:
b. Sumbser daya manusia unbtuk pelavanan hukum;
¢. Sumber dava manusia untulk pembentukan hukum:

d. Sumber daya manusia untuk pendidikan dan pengembangan

huloom




”. bahkan menentukan sekall dalam proses penegakan hukum dan

'”:3:jantara.'sumber daya manu51a pendldlkan.fhukum pembentukan

Sumber ‘daya manusxa secara nyata sangat berpengaru&a

:dalam --upaya mencapal tunuan hukum yang balk keempat
: 11ngkungan sumber daya manu81a tersebut sangat yentlng untuk

”Idlpandang sebagal suatu keterpaduan yang 1ntegra1 terutama. '

. hukum dan é&negakan hukum Sumber daya .manusla pendldlkan.:ﬁ
dan p@negakan hukum merupakan wahana vyang mempersiapkan
.:ganu51a hukum dan-berbagal bahan hukum. Sumber dayva manusia; ,
bendidikan dan pengembangan hukum yang.béik diharapkan akan
menghasilkan sumber daya manusia penegak hukum yang baik
pula. Demikian pula sumber dayva manusia pembentukan hukum
vang bermutu, vang mampun menghasilkan aturan hukum yang
memenuhi syarat filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknis

akan menopang pekerjaan para penegak hukum secara baik pula.

Hingga saabt ini selalu terdengar berbagai Ekeluhan
mengenal mubu  sumber dava manusia di bidang hukum, baik
untuk penegakan, pelayanan, pembentukan maupun untuk
pendidikan dan pengembangan hukum. Secara umum dapat
dikatakan belum ada upayva vang sungguh-sungguh, sistematik,

dan integral untuk meningkatkan mutu sumber dava manusisz di

bidane-bokum o Bpaye-Yperlioabasn™ VafgM&d@wﬁd&&ahw%aﬁvawwpavawwwwmmww?M
memperbesar  Jumlah tanpa diikuvti oleh usaha mempertingsgi
mutu. Dengan demikian yvang ada baru dari segi kuasntitas

saja, belum sampai dan menventuh segi kualitas.




-53,fTaténan Hulkum yang Berlaku

-Bérdasarkan téﬁanan hukﬁm yang ada ternyata masih terf_~ 
:dapat berbagal hukum pOSltlf yang sudah tldak lagl menéﬁ:f

"'. cherm1nkan kebutuhan, suasana,_dan perkembangan masyarakat;fj3

:Indone51a _baru.. Aneka macam hukum p051t1f ihi .sabaglantf  

';ngpasal darl masa kolonlal sepert1 hak keperdataan dan ? '

_'dagang, tetapi ada pula hukum positif vang dibuat setelah

- Indonesia merdeké yang tidak mencerminkan sftaatsidee (cita:.

negara)  dan rechtsidee (cita hukum) Indonesia Merdeka,
misalnya Undang-Undang HNomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Bagi sebagian penegak hukum, aneka macam ketentuan di
atas masih tetap merupakan hukum positif, karena itu suatu
waktu dapat diterapkan. Di lain pihak, penerapan hukum yang
semacam itu sering menimbulkan berbagai ketidekpuasan.
Dengan demikian Jika penerapan hukum vyang sudah serba
ketinggalan itu terus dilakukan, maka dapat dipastikan akan
menimbulkan dampak dan citra vang kurang menggembirakan

dalam hal penegakan hukum.

Sebetulnva, berbagai usaha pembaharuan hukum melaiui

penvusunan.dan. pembentukan. peraturan. perundang-undangan. barn
telah banyak dilakukan. Dalam halA ini, seyogyanya ?ara
penegak hukum melalui metode penafsiran dan berbagal sarana
hukum lain dapat menjadi salah satuv unsur pembasharu hukum,
sehingga hukum positif yang ada tersebut dapat diterapkan

sesuai kondisi dan dinemiks kehidupan masvarakatbt.




£ 4 Tewhnys aden da%i._'Organié’.aﬁ;epi_'--Pe:i:e.gakf Huleom

: Organlsa31 prof631 para penegak hukum yang seyogyanya.-f

"flmenaadl aalah satu uaung tombak" dalam penegakan hukum danj ;_:

*'4:f*kew1bawaan hukum hlngga saat 1n1 belum berfungsm' secara:;'.

'% *fopt1mal-. Hal :i: dapat teraadl karena berbagal. fakﬁér;ﬁ_'57

 m1salnya faktor teknls dan Polltlﬁ. .

3ecara teknls, dalam - organlsa81 dlperlukan tenaga—

' tenaga pengelola vang member;kan waktu yang cukup disertai

kegiatan yang bersifat konseptual dan pelatihan. Selain itu,

Iterdapat kelemahan vang diakibatkan oleh dorongan orientasi

politis para anggota ke dalam organisasi, sehingga mendorong _”

terciptanya perpecahan. Dalam lingkungan organisasi negara
atau pemerintahan kelemashan seperti itu dapat terjadi oleh
berbagai sebab seperti kedudukan, ruang lingkup tbtugas dan

wewenang.

Berkaitan dengan itu, Polri sebagai lembaga vansg
terkait dengan upava penegakan hukum tidak Iuput dari kedua
pengaruh tersebut. Solusinya antara lain adalah bahwa Polri
harus diberi hak otonomi penuh, bailk secara organ maupun

secara fungsi. Tujuannva tiada lain agar Polri dapat

melaksanakan penegakan hukum secara baik dan berwibawa,
sehinggs hal-hal lain yang seringkall merupakan kendals yang
sulit dihindari diharapkan akan hilang Ilenvap bevrsama
tegaknva oregan Polri vang tangguh dan berwibawa dalam

keransgka penegakan hukum di Indonesia.




C, Pembinaan Keaﬁa@én:dan Keteptiban ﬁasyarakat

Istllah keamanan dan “ketertlban masyarakat terdiri
.l:atas tlga suku kata yaltu. keamanan, ketertlhan, d&nf  
 fmasyarakat-H Ketlga lstllah tersebut mempunyal kaltan, yang;  
'ierat sekall dengan tugas dan wewenang Polrl, walaupun ketlgaﬂﬁ'

1st11ah tersebut tldak dlatur secara rinci dan Jelas dalam

suatu undang-undang.

Menurut terminologi bahasa, istilah “"keamanan” berasal = = |
dari kata "aman” yang berarti tidak merasa takut (gelisah,
khawatir); tenteram; sentosa; keadaan sunyi atau lepas dari
bahaya (kerusuhan, kekacauan, perang); tidak ada suatu pun
vang menggelisahkan. Keamanan berarti ketenteraman: keadaan
aman. 110 Sedangkan menurut Doktrin Polri, “Tata Tentrem
KEerta Rabardjia', istilah “aman" mengandung empat unsur
pokok, yaitu:

1. Security yang berarti perasaan bebas dari gangguan, baik

fisik maunpun psikis;
2. Surety yvang berarti perasaan bebas dari kekhawatiran;

3. Safety vang berarti perasasn bebas dari risiko;

4. Peace vang berarti perasaan damail l1ahiriab dan batiniah.

V“ﬂm@atw%nﬁuwmémwa@aﬁmda@a% menivbuilen. k@g&&raﬂaﬂlm@@ko Gaey

sehingga pada akhirnya diharapkan masyvarakat vang sedahters

lahiir batin.

115. Poerwadarminta, WJS., Op cit, halaman 33-34.




Setelah menglkutl uralan dl atas dapat dlketahul balmn;uz
'istilah._ keamanan - itu harus dlartlkan sebagai keamanan:
;lahir'~batin;. sebab apa yang tampak sebagal _amanf 'Eelu%; f
:'tentu menunaukan artl “aman’ .yang.sebenarnya- Sebagai.contqh;;T.
  ba1k pada zaman penaaaahan maupun zaman Orde- Baru _rakyéﬁ;;;'

zkebanyakan terllhat tenang padahal dl balik “ketenangan™

.1tu sebenarnva mereka takut dan merasa tertekan.

Istilah “ketertiban” dapat diartikan sebagai keadaan

vang sesual dengan dan menurut norma-—norma serta hukum yvang
berlaku. 116 Sedangkan istilah "masyarakat" dapat diartikan
sebagai sehimpunan orang yvang hidur bersama dalam sustu

tempat dengan ikatan—ikatan aturan vang tentu.117

Di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara,
sering dijumpai istilah "keamanan masyarakat-keamanan umum™
dan “"ketertiban masyarakat-ketertiban umum”. Kedua istilah
"masyarakat” dan Tumum” itu pada saat ini secara harfiah
tidaek menunjukkan perbedaan vang mendasar. Perbedaannva
hanya terletak pada pendekatan, istilah "masvarakat” menun—
Jukkan pendekatan sosiologis sedangkan istilsh "umum” menun—

Jukkan pendekatan vuridis-sosiologis.

Iistilah “ketertiban masvarakat"” dapat ditemukan dalam

rangkalilan kats “Eamtibmas" atau keamanan dan ketertiban

116. Mabes Polri, Dokirin Operasi Kamtibmas., Jakarta., 1972, halaman 7.

117. Poerwadarmionta, WJS., Op cit, halaman 835.




_masyafakat sedangkan 1st11ah ketartlban ‘umum™ - dapat dlm e

'..jﬁmﬁéi antara laln dl dalam Bab V Buku Dua Kltah Undangw .j

' 7negara,_terutama dl negerl Belanda dlrumuskan aleh para ahllff '

fundang Hukum Pldana tentang Keoahatan terhadap Ketert1ban_;7

Pada zaman dahulu,_lstllah ketertlhan umum" dl' manCawff?”

hukum dan aparat kepollslan vang diketuai Langemeyer Komisi

Langem&yer_lnl pada tahun 1948 mengartikan "ketertiban umum"

atau openbare orde sebagal “normale rechisniveau” ataun

'tingkat ketenangan vang normal. Tingkat ketenangan vang

normal . ini dapat tercapai apabila keselamatan di tempat—
tempat uvmum terjamin. Menurut Zevenbergen dalam bukunya
Pbrmeie_ﬁhcyclopaedie der Rechiswetenschap dikatakan bahwa,
openbare orde ada sangkubt pautnya dengan masyarakat di mana
setliap anggotanya tahu skan kewajibammya dan tidak melanggar

kepentingan orang lain”. 118

Di dalam Undang—undang EKepolisian Negara Republik
Indonesia ditetapkan bahwa:llg

"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasvarat ter—
selenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional vang ditandai oleh ter—
Jaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketenteraman vyang mengandung kemampuan membina serta

nengembangkan--potensi--dan-kelmabarn—masyarakatdalam

118.

119.

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya
vang dapat meresahkan masvarakat'.

Soebroto Brotodiredjo dalam Momo Kelana, Op cit, halaman 38.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Bab I Ketentuwan Ummm, Pasal 1 Avat (4).




'“Hencermati penjelasan pasal'demi pasal dari Undanga'

undang Kepolisian dl atas, Pasal"l Avat (4) tersebuﬁ3~f

':.dlnyatakan “cukup aelas s walaupun sebetulnya memerlukan

”:3Penaelasan leblh lanaut Namun demlklan, sebagal baglan;::

'*”Jlntegral fUng51 pemerlntahan negara,_ternyata fung81 Polr1:f 

 mempunya1 tataran 1uas Ia tldak hanya sekedar- berfungslﬁuf'

dalam kaltannya dengan Proses pldana saja, tetapl mencakup

pula selaku pengayom vang memberikan perlindungan dan

- pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masya-—

rakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaeknya hukum demi
terjaminnya keamanan dan keterbtiban masvarakat dalam rangka
terpeliharanva Ekeamanan dalam negeri serta melaksanakan

tugas lain sesuai dengan peraturan perundang—undangan.

Peranan Polri seperti terurai di atas adalah sejalan
dengan tujuan EKepolisian Negara Republik Indonesia yang
berbunyi:lzo

"Eepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk
menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketenteraman masyvarakat guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanva
keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi per—
tahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Di samping ibu pula peranan bersebut sejalan dengen

120.

fungsi kepolisian vang ditetapkan sebagai berikub:141

Undang—Undang Homor 28 Tahun 19587 tentang Kepolisian Hegara Republik

Indonesia, Pasal 2.

121,

Undang—Undang Nomor 28 Taln 1997 tentang Kepolisian Hegara Republik

Indonesia, Pasal 3.




‘Fungsm kepnllslan adalah saiah satu fﬁng51 pemerlan ;.-

tahan negara di bidang penegakan hulkum, perllndunganff-'

dan pelavanan’ masyarakat  serta pemblmblngan masyarakat;.f_

fdalam rangka teraamlnnya tertib dan tegaknya hukum -
. _serta terblnanya ketentraman masyarakat guna terwugudmwﬁ
"_nya keamanan dan ketertiban masyarakat S - T

. fMenurut pengertiannya,.yang dlmaksud dengan .pemblnaaﬁif:-
Tikeéﬁanan adalah segala usahé dan keglatan yang berhubunganf; 
:dengan .berencanaan,_penyusunan, pengembangan, pengerahan , _;
dan pengendallan terhadap aparatur keamanan dan poten81~ :-
 p0tens1 yvang ada dalam masyarakat vang dlarahkan kepada

Lterwijudnya kondisi keamanan vang stabil dan dinamis.lz2

Upayva pembinaan keamanan vang dilakukan pada hakikatnya. ”
mempunyal tujuan terutama untuk mengamankan pembangunan,
karena pembinasan keamanan merupakan bagian integral vang tak
terpisahkan dari upaya pembangunan nasional secara menye—
luruh, dan dalam pembinaan keamanan itu setiap warga negara

mempunyai hak, kewajiban, dan kehormatan vang sama.

Pembangunan pada dasarnva merupakan suatu proses per—
ubahan dan dinamika sosial yvang terus menerus ke arah vang
positif dan konstruktif. EKriteria wvang digunakan untuk

mengulkur positif tidaknya perubahan dan dinamika sosial itu

adalah - pengayvhnya -terhedap-segala-gegi--Eohidupan —aasionademmm mmm

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undeng Dasar 1945 ter—

vtama dalam rangke memantapkan persatuan dan kesatuan

122, Surat Reputusan Henbhanksm/Pangab, Homor: BSkep/618/¥/1881 tentang
Pengesahan Pedoman Pembinaan Reamanan dengan Sistem Reamanan Swakarsa, Ster
Hankam, Jakarta, 1981.

P




;ﬂ n381onal Yang secara konsep31onal telah dlrumuskan dalanx

o Wawasan Nusantara,, Wawasan ﬁusantara lnl berlnt;kan perﬁ'"

 *':~w1laYah 1d@010g1 pOlltik 5051a1 ekonoml budaya, dan Per“f; 

 wu3ndan negara _kepulauan Nusantara sebaga1 :satu 'kesatuang 

¥f"tahanan keamananf_ ff-f*"

i-ﬂasmonal, khususnya di bidang keamanan. Kerawanan tersebut

:ﬁenﬁrut' pengamétan;- setiap '9erubéhan dan dinamikéﬂf?
.5081a1 dapat mengandung kerawanan berupa persoalan dan

goncangan 5081a1 yang menghambat tercapainya Ketbahanar

dapat dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu dalam masyarakat
éerta mengembangkannyva menjadi keresahan sogial atau

kegiatan politik yang dapat mengganggu keamanan nasional.

Kerawanan berupa persocalan dan goncangan sosial itu
harus mampu ditangani secara konstruktif, terutama dengan
memanfaatkan potenéi dan kekuatan vang positif dan dinamis
vang ada dalam masyarakat itu sendiri, sebab pada dasarnya
setiap masyarakat memang memilikinya guna mempertahankan
eksistensi dan pemeliharasan keamanannva (inner dynamics).
Pemanfaatan potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan masyvarakat
vang positif dinamis itu dilakukan secara terpadu dalam

"Sistem Eeamanan Swakarsa®.

Menurut pengertiannya, yang dimaksud dengan Sistem

Keamanan Swakarsa adalah:123




”Suatu 81stem yaﬂg mengupayakan hldupnya peranan dan -
tanggung Jjawab ‘masyarakat dalem ' pembinaan keamanan,

menselmbangkan dan menserasikan hubungannya satu -samaf7'

lain; vang tumbuh dan berkembang - atas kehendak dan :
kemampuan masyarakat gendiri; untuk mewunjudkan -daya
tangkal, daya cegah, dan daya p@nanggulangan masyarakat

~terhadap setiap - kemungklnan gangguan -~ keamanan .serta
daya tanggap dan.penvesuaian masyarakat. terhadap setiap
:perubahan dan “dinamika sosial  yang . membudaya dalannjj

'gbentuk pola 51kap, kehlasaan dan perllaku masyarakat,

Zﬁfsehlngga ‘gangguan keamanan dapat - dlcegah Sedlnl mungkln;%”'

sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur
keamanan dlgunakan seminimal mungkln secara selektit”

.Apabila -dicefmati, maka hakikat dari Sisﬁem Keamanaﬁ
Swakarsa !ini teiah sesuai dan sejiwa deﬁgan makna bunyi
Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pembelaan negara”, sedangkan Avat (2)-nya menya—
takan bahwa, "Syarat—-syarat tentang pembelaan diatur dengan
undang-undang” . Undang-undang yang dimaksud adalah Undang—
Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Hankamneg RI)
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas

Undang-undang Hankamneg RI.

Selanjutnya, apabila uraian di atas dihubungkan dengan

salah sabtu pasal dalam Undang—undang Kepolisian ternyata

sejalan, sebab pasal itu menvatakan bahwa: 124

"Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh:

a. alat-alat kepolisian khusus;

b. penyidik pegawal negeri sipil:

c. bentuk-bentuk pengamananr swakarsa.

124, Undang—Undang Homor 28 Tahun 1997, Pasal 4 Avat (1).




Penaelasan atas Pasal 4 Ayat (1) huruf a, b, 'dan E£ f ””

?adalah s&bagal berlkut"

1

Yang dlmaksud dengan kata 'dibantu“ pada ayat ini adalahfi“

i'dalam 11ngkup pelaksanaan fung51 kepollalan, tldak bermf  -'

:*f s1fat struktural*’“--f

ifYang dlmaksud dengan alat alat kep01l51an khusus menurutff?f’

- Undang—undang ini adalah alat—alat atau badan—badan ;-

pemerlntahan vang oleh atau atas kuasa undang-undang
&iberi wéwenang untuk melsksanakan Ffungsi kepolisian d4di
bidang maéing~masing;

Yang dimaksud dengan bentuk pengamanan swakarsa adalah
suétu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan,
kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri VENE
kemndian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan.

Pada prinsipnyva pembinaan keamanan dan ketertiban

masyvarakat dapat diidentikkan dengan pembinaan kesadaran

hukum, sebab andaikata setiap orang sadar hukum, maka hasil

-akhir wyvang diharapkan adalah masyvarakat menjadi tertib dan

mempunyal rasa aman vang sebenarnya.

Pembinaan kesadaran hukum yvang identik dengan pembinasan

keamanan dan ketertiban ini dapat berupa:

1.

2.

Kegiaten vang bersifat penanaman pengeriian dan pemahaman
tentang fungsi dan perlunya hukum dalam masyarakat:
Regiatan vang bertujuan menumbuhkan kebiasaan untuk men—

taati hukum.




Keglatan penanaman pengertlan dan p@mahaman di 'dalaﬁQL“
 11mu pengetahuan dlnamakan 1ndoktr1na81 . Menurut Soebrotgfi}

VVBrotodlredsosf dalam praktek vﬂiitlk _1st11ah 1ndoktr1na51jff

'ﬁfmempunyal koncta31 sebagal penanaman paham secara seplhakff_f'

'°ﬁdlserta1 tekanan dan ancaman ‘secara tldak 1angsung.. Bentukj?f{

:Tiekstrlm dar1 1nd0ktr1na51 dalam artl 1n1' adalah penanaman?ff

paham yang_disertai cuci_otak (brain Washing).lzﬁ

Pembinaan hukun yang baik sudah bentu tidak dilakeana~
-kan melalul penanaman kesadaian hukum secara sepihak atau |
3bentuk-instruktif saja, melainkan harus dengan sikap ketan—
ladanan dan pemberian kesempatan dari pembina (Polri) kepada.
terbina (masyarakat) unbuk mengajukan pertanvaan, bahkan
kontré argumentasi yang hafus dijawab pembina secara Jjelas
dan Jujur. Pelaksanaannya dapat berbentuk tatap muka,
ceramah, diskusi, seminar dan bentuk lain yang mencerminkan

kommikasi dua arah, antara pembina dengan terbina.

Di samping kegiatan pertama di atas, cara kedua adalan
kegiatan vang merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan untuk
mentaati hukum yang lazim disebut "habituasi”. Habituasi
adalah suatu proses di mana manusia secara bidak sadar

menjadi terbiasa melakukan sesuatiy dan menyesuaikan Jalan

pikirannya pada apa yvang biasa ia lakukan-lgs

125, Scebrote Brotodiredic, Ruang Gerak Polri (IIy, PTIKE, Jakarta, 1984,
halaman 14.

126. Ibid, halaman 15.




_ .Prééeé.penanamaﬁ kesadaran hukum dan habltuasl ini akan

. berhas11 dengan balk manakala pemblna tersebut mempunyal_

.{}kew1bawaan,_ Menurut Max Weber dalam bukunya ﬁ%rtsahaf% uncf
: Gb$e11schaf% terdapat pembedaan antara tlga macam kew1bawa~ifl_
f an,. yaltu. kew1bawaan kharlsmatlk tradlsxonal dan legal;i;;

'ra510nal,

.Kéwibawaaﬁ kharismatik, dalam bahasa Jawa: fpujungulZ?r

.adalah kewibéwaan ‘yang dimiliki sesecrang melalui sifat—
sifat pribadi vang mengagumkan dan dibawa sejak lshir.
Dikaitkan dengan aparat Polri sebagai pembina, kemungkinan
besér ada jﬁga seorang pembina vang mempunyai kewibawaan
mécam ini, ﬁamun biasanya tidak banyak, sebab istilah
kharisma berarti pemberian kekuatan kepada beberapa orang
terpilih. Hal ini dapat terlihat dari pancaran pribadi
seorang pembina yang selalu membangkitkan rasa hormat dan
kepercayaan dari orang lain, baik di dalam maupun di Juar
kedinasan. Anggota Polri veng mempunyai kewibawaan kharis-
matik dengan kemampuan membina, sudah tentu akan mendapatkan

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembina vang tidak

memiliki kewibawaan tipe ini.

Eewibawaan -tradisional-adaleh-kewibawas yamg—didapat=

kan karena tradisi, misalnva karena keturunan atau keluarssa

dari secorang tokoh terpandans seperti raja, kepalas suku,

atau anggota dari golongsn vang sedang berkuasa.

127, Selo Soemardian, Op cit, halaman 340.




| Kewmbawaan legal rasional adalah kew;bawaan yang d1m ._

_ millkl seseorang karena Jabatam yang dlralhnya melalul o

'selek31 presta81__Sebetulnya, apablla kew1bawaan 1n1 dlka1t~_':'

o kan dengan kadudukan Polrl sebagal pembln&_ keamanan dan‘ ;_

 - ketert1ban masyarakat maka kew1bawaan ini telah dlmlllklnyaf“ 

'karena_kedudukannya sebagai alat negara.

Di sampipg kewibawaan, SukseS-ééorang pembina didukung
rula oleh sifat dan penerapan asas kKepemimpinannya, sebab
sifat kepemimpinan akan menimbulkan kepercayaan dari terbina
dan penerapan asas kepemimpinan akan melahirkan kesediaan

terbina untuk mengikﬁti apa vang dikehendaki pembina.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat meng—
hambat sukses pembinaan ketaatan hukum, di antaranya:
1. Sikap lunak terbadap pelanggaran hukum yang dianggap
ringan;
2. Sikap tindak vyang kurang terpuji dari sebagian aparat
Polri sebagai pembina, dapat mengurangi citra bagi

penegakan hukum.

Contoh perbtama dapat dikemukakan., bahwa apabila aparat

Polri sebagai pembina membiarkan kendaraan seperitl becak dan

sepeda tidak memakai lampu men?ala di jalan umum pada waktu
malam hari, maka aksn membuat abturan hukum vang mengharus—
kannya seolah-olah tidak berlaku. Apabila kondisi ini di-
biarkan Yerlanjut, maka pelanggaran hukum ini akan diikuti

orang secara massal. Kondisi vang demikian pada akhirnya, di




samping _akan membahayakan_kepantiagan umum  juga memberi{f;__

_;kesan_bahwa kesadaran hukum masyarakat telah menipis akib&§ f;_

”-pembina tidgk m&miliki kewibawaan-

Contoh “kedua dapat dlkemukakan, bahwa apablla szk&pifﬁ
”a tlndak oknum aparat Polrl sebagal pemblna kurang -aerpua;fjf 

*_sepertl melakukan pungutan 11ar 5 berlaku kaaar, arogan;fyﬂﬁ

.dan kurang memberikan pelayanan vang baik kepada masyarakatb,

maka di samping akan menurunkan citra Polri, Juga akan .

menimbulkan rasa skeptis dalam masyarakat terhadap baik
upaya penegakan hukum maupun pembinaan keamanan dan

ketertiban masyarakat.

Mengakhiri uraian pada bab ini, kiranya perlu ditegas-—
kan bahwa masa depan penegakan hukum dan pembinaan keamanan
dan ketertiban msyarakat oleh Polri adalah sepenuhnya ber—
gantung pada upaya komunitas Polri sebagai aparat penegak
hukum dan pembina EKamtibmas. Apakah di masa mendatang akan
menjadi komunitas vang terhormat atau dihormati, atau akan
tetap menjadl sekedar pengiring perjalanan pihak 1éin. Untuk
mencapai kedudukan wvang terhormat tersebut pertama-tama
komunitas hukum harus memiliki watak kehormatan diri dan

watak yvang berkehendak menujunjung tinggi profesi sebagail

komunitaypenspak - hukun Tedus  KomunTTEs hu}.{lm Tersebul
harus obonom dan mandiri. Tanpa landasan ini segala upava
perbaikan dan peningkatan kualitas penegak hukum dan pembina

Kamtibmas akan selalu kurang memadai dan berkesan “sia-sia™.




‘BAB 1V

EKSISTE&SI KEPOLISIAN NEGARA REPGBLIK INDONESIA
.. MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 - :
D&ﬁ UHD&HG«ﬁﬁDAﬁG NOHOR 28 TAHBH 1997

':fA Eksistensi Kepelisian Negara Republik Indonesia ﬂenurutbfh'

Undang—Undang Dasar 1945

Istilah “eksistensi” pada mulanya berasal dari kata

“ex“istence” (dibacanva: Ig-zistens) vang artinya adalakh:

"ada“.lza Famus Umum Bahasa Indonesia mengartikan istilah
"eksistensi® sebagai “adanya kehidupan”, 128 sedangkan dalam
pendertian wvmum istilah “eksistensi” seringkali diartikan

sebagai “keberadaan”.

Berkaitan dengan peristilahan di atas, penulis eckan
mencoba menelusuri eksistensi Polri menurut Undang-Undang
Dasar 1945, vang sudah tentu terliebibh dahulu harus menelu—
suri sejarah dan latar belakang serta motivasi pembentukan
Pemerintahan Negara Indonesia seperti vang digariskan dalam
Alinea Keempst Pembukaan Undang-Undang Dasar 184D, sehingga
pada akhirnya diharvapkan akan ditemukan “kapstok” Polri

dalam Undang-indang Dasar 13845 tersebub, balk dalam Pembu-—

Easn. Batang Tubuh, mavrmam dalam Penjelasannva,

128, HWojowasito-WJS Poerwadarminta, FRemus ILengkasp Inggeris-Indonesia
(Indonesia—Inggeris), Angkasa, Bandung, 1980, halaman Bb6.

129. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Eamus Umm Babhasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, halaman 267.




130.

Sehubungan d&ngan itu, apablla dlcermatl secara seksama
.tefnyata Proklama81 Kemerdekaan Republik Indon351a pada 17{* 
_.Agustus 1945 menurut pandangan 1lmu hukum posltlf merupakan;;_

norma dasar atau dasar hnkum darl tata hukum Indonesxa ;i3?if;'
.;yang oleh ﬁuhammad Yamln dlsebut sebagalz"maha—sumber darlyﬂ:

;:aegala aturan hukum 131 Proklama51 Kemerdekaan 1tu sendlrlefﬂ:

-menurut kenyataannya_merupakan suatu pernyataan bahwa mulal R

saat itu seluruh rakyaﬁ telah mengambil sikap untuk menentu—
kan masa depan bangsa dan tanah airnya di dalam genggaman
bangsa sendiri, vaitu dengan Jalan mendirikan Negara
Republik Indonesia termasuk antara lain menyusun tata hukum
dan tata negaranya. Sebagai alat lebih lanjut untuk mereali—
sasikan tujuan perjuangannya itu disusunlah sebuah “dokumen
formal“,132 vakni apa vang kemudian dikenal dengan sebutan

Undang-Undang Dasar 1845H.

Sebagail sebuah dokumen formal atau "dokumen pokok",188

Undang-Undang Dasar 1845 merupakan:134

"1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang
lampau;

2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanega-—
raan bangsa;

Juniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bina Aksara,

Jakarta, 1982, halaman 8.

131.

Mahammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,

{(tanpa Penerbit, Kota, dan Tahun), halaman 34.

132.
133.

Sri Soemantri Martososwignio, Prosedur...0p cit, halaman 2.

Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Hegava Indonesia Dasar—dasarnva, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1883, halaman 183.

134 . Zri Soemantri Martosoewignio, Op-cit, halaman 2.




Qlfbahwa Undanngndang Dasar 1945L'merupakan buktl_ otentlkf”"
Lftentang ek51sten51 darl sebuah nagara yang baru lahlr, yaknlifii'

' Negara Kesatuan Republlk Indones;a- Oleh sebab itu, adalahj L

dasar negara, yaitu Pancasila. Dasar negara inilah yang
menentukan segala masalah kenegaraan suatu negara,lsﬁ__'

3 pandangan tokoh*tokoh bangsa yang hendak dlwuaudmzfge_ﬁ
“kan. baik untuk. waktu sekarang maupun_ untuk masaﬁl;

yang akan datang

'fé, suatu. kelnglnan, dengan mana perkembangan kehldupan;:f

ketatanegaraan bangsa hendak dlplmPln .

_benar zalka ada pendapat Yang mengatakan bahwa Proklamasl' ﬁ
'Kemerdekaan 1? Agustus 1945 tldak dapat dlplsahkan denganaff

_Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebab di dalamnya memuat

menentukan tujuan negara, peranan, tugas dan fungsi negara,

sistem ketatanegaraan, hubungan negarva dengan warganya dan

lain sebagainya.

Dalam hubungannya dengan penentuan tersebut di atas,
maka fungsi yang sekaligus merupakan tujuan nasional negara

Indonesia dirumaskan dalam anak kalimat Alinea Xeempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yvang menetapkan bahwa,

" .. .Pemerintahan Negara Indonesia vang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

B&rtltlk tolak darl pandangan tersebut dapat dlkatakanf};

135.

1985,

wtuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikuit melaksanakan ketertiban dunis vang berdasar—

kan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,...".

Hasan Zaini, Pengantar Huokus Tata Negara Indonesia. Alamni, Bandung,
halsamsn 81




o ﬁnak kallmat yang berbunv1,_ mellndungi segenap bangsa?@ @
Indone81a dan selurub tumpah darah Indcnas;a apablla dlkaalzf f

5;1gb;h :Jauh ternyata ada kaltannya dengan kedudukan dan;a}~:

'7j:sebab tusuan pertama darl negara Indonesla yamtuﬁ

"“-f}mﬁmberlkan___

g f'tugas Polrl.':

Walaupun tugas mellndung1 tersebut tldak dlnyatakan ';'

i'secara tersurat di dalam Pambukaan Undanghﬁndang Dasar 1945,

. namun maknanya dapat dltangkap bahwa tugas tersebut merupa—
_kan tugas_ eksekutlf dan ?olrl merupakan salah satu organ5t 

kekuasaan eksekutlf di bawah Presiden. Hal ini sejalan3 :

: _dengan apa vang dlkemukan Hazazr;n di bawah 1n1'134

“Undang-Undang Dasar 1845 tidak menvebut-nyebut kekua—
saan  kepolisian oleh karena dua macam tugas itu telah
dengan sendirinya termasuk ke dalam tugas executif
pemerintahan, sebab keamanan di dalam negara adalah
tugas pokok bagi setiap rpemerintah. Dalam sistim
Undang-Undang Dasar 1945 maka Presiden ialah Polisi
Pemuncak  dan Jaksa Pemuncak, artinyva paling di atas,
paling tertinggi, dan untuk menunaikan tugasnya itu dia
boleh atwr melalui Undang-undang membentuk sabtu  badan
kepolisian negara dan sabu badan kejaksaan” .

Seianjubtnyva, di dalam Pasal 4 Avat (1) Undang-Undang

Dasar 1845 ditetapkan bahwa, "Presiden Republik Indonesia

 atu tugas dan wewenang Polrl.” Hal in1 memang benar?'

: r11dungan kepada rakyat .merupakan salah Batl__jf-

memegang ---kekuasaan-—pemerintahan - menurub-ldndang-Undang
Dasar”. Hal ini berartl bahwa Presiden adalah kepala
kekuasaan eksekutif dalam negara. dan dengan demikian kedu—

dukan Polri adalah berada di bawah lembaga kepresidenan.

134. Hazairin, Loe cit.

P&




.::f tarkena1 1&%&5.Pb11tica. Dalam bukunya yang beriudul IWw;f:

Istilah - eksekutif” pertama kall dlaumpai dalam teorl. -
']'Trias Pallti¢a,_ba1k dari John Locke maupun Montasquleu pada f:

Waktu. kedua aaraana teraebut mengemnkakan teorlnya -yang_, 

"-_-ZTeatlses of'vaemument John Locke membagl kekuasaan dalam;f 7--
' negara ates: ' | '

' 1. Kekuasaan perundang-undangan (kekuasaan legislatif);

2. nggasaan untuk 'melaksénakan seguatu hal dalam bidang
ufusan dalam negeri Yang ie1iputi pemerintahan dan per—
adiian {kekuasaan eksekutif);

3. Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna
kepentingan negara atau warga negaranva (kekuasaan fede-—

ratif). 130

Di lain pihak, Montesquieu, dalam bukunva L esprit des
Lois  berpendapat, bahwa Ekekuasaan dalam negara  harus
dipisah-pisahkan dan diberikan pada tiga badan yang masing-
masing diberi:

1. Kekuasaan membentuk undang-undangs/kekuasaan perundang-—
undangan (kekuasaan legislatif);

2. Rekuasaan untuk melaksanakan sesuatu hal vang ditetapkan
oleh undang-undang atau kekuasaan pemerintahan (kekuasaan

eksekutifi-

3. Eekuasaan untuk mengadili (kekuasaan 3udikatif).136

135. 5ri Scemantri. Tentanes Lembags-lembaga NHegars Hemprab UUD 1245, Alumni,

Bancdhmg, 1983, halaman 126.

136. Ibid.




..Défi penaelasan tentang pengertlan eksekutlf panulls akan. 
'“mencoba menyampalkan kaalan sampal aeaauh - mana. eksistensi
jiPclrlz dlkaltkan_ dengan bunyl Pasal 4 Undang—Undang Dasarf 

'*, '1945 sepertl telah dlS&butkan d1 atas,

Mencermatl 181 Pasal 10 Undangmﬁndang Basar 1945 yang;i? ”

'fmenyatakan bahwa "Pre81den memegang kekuasaan vang term;” 

tlnggl atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan

Udara”, maka hal ini berarti konstitusi menempatkan Presiden

RI aebagai Panglima Tertinggi dari ketiga angkatan tersebut.

Dalam Penjelasan Undang—indang Dasar 1845 tidak dijelaskan
iebih lanjut, apakah ketiga angkatan inl merupakan angkatan
perang, angkatan bersenjata, atau apa, sebab Penjelasan
Undang—Undang Dasar 1945 hanyalah menyebutkan bahwa,
"Rekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal—-pasal inil3? jalah
konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara™.

Dalam hal ini banyak para pakar menafsirkan bahwa ketisga
angkatan tersebut (AD, AL, dan AU) adalah angkatan perang

{(APRI) ataun angkatan bersen;jata (ABRI}.

Ketika Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memasuk—
kan Polri sebagai angkatan perang atau angkatan bersenjata,

lalu Limbul pertanvaan di manskah sebetulnva "kapstok” Polri

dalam ketatanegarsan kita. Jawabannva menurub penulis memang
"kapstoknya” bukan Pasal 10, melainkan Alinea Keempat

Pembukaan dan Pasal 4 Ayat (1) Undang—Undang Dasar 1845.

137, Maksudnva Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Dasar 1945.




Allnea Keempat Pembukaan Undang—Undang Dasar -1945
”antara 1a1n berbunyl Kemudlan darlpada 1tu untuk membentuk
suatu pemerlntah negéra Indon351a yang mellndung1 segenap
Vbangsa Indonesma,.;_ dan Pasal 4 Ayat (1) Undanngndang
'lhDasar 1945 menetapkan Pr631den Republlk Indon381a memegang o
'm ;kekuasaan pemerlntahan menurut UndangmUndang Dasar - Loglka—:ft
nva menurut genulls Allnea Keempat Pembukaan Undang—Undang.
'Dasar 1945 _adalah sesalan dengan tugas Polri .vang antara
lain 5elaku pengayom dalam memberlkan perlindungan dan
pelayanan kepada setiap anggeta masyarakat bagi tegaknya
ketentuan perundang-undangan. Sedangkan relevansinva dengan
isi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa
salah satu tugas Polri seperti diuraikan di atas merupakan
tugas eksekutif, dan Polri merupakan salah satu organ

kekuasgaan eksekutif (pemerintabhan) di bawah Presiden.

Cleh sebab Polri sebagai aparat pemerintah, maka
organisasinva berada pada lingkup pemerintahan, dan dengan
demikian maka eksistensinva, tumbuh dan berkembangnva,
bentuk dan struktur organisasinya, akan selalu ditentukan
oleh visi pemerintah vang bersangkutan. Bahkan, apabila

dicermati akan terlihat bahwa organisasi polisi di seluruh

rintahan di mana polisi itu berada. Ada polisi vang membawah
pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Depar-—
temen Kehakiman, ada vang berada di bawah kendali Perdana
Menteri, Wakil Presiden, bahkan dikendalikan oleh Presiden

sendiri. Kesemuanva itu merupakan organ eksekutif.

dunia..memparlihatkan perbedaan. . bergantung. pada  F7LEd . DREE o




iUndang Ncmor 28 Tahun 1997 tentang Kepollslan Negara. f_

'::fRepubllk Indone81a, 'ada_balknya apablla _ dldahulul -Qlehhﬁfj

B. Eksisten31 Kepollsian Negara Republlk Indonaala %enurut~~

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1897 R

Pembahasan tentang ek31stensl 901r1 menurut Undang~;f_

_pembahasan tentang ek81sten51 pollsl itu sendiri.

Msnurut Eilijah Adlowlaa, seorang polisi adalah manusia
penting dalam peradaban vang kompleks. Ada semacam anggapan
populer, bahwa ia hanya berurusan dengan pencoleng dan
hampir-hampir tidak mempunyai tugas lain. Namun demikian,
anggdapan semacam itu sama sekali tidak selurubnya benar.
Tindakan hukum yang berkaitan dengan pencoleng yang besifat

kriminal hanyalah merupakan sebagian kecil dari tugasnva.

Salah pengertian lainnya adalah menyangkut tugas pokok
dan fungsinya. Kebanyakan anggota polisi +idak memahami,
bahwa tanggung Jawab utamanya adalah pencegahan bukan
membuka atau memperbesar perscalan. Apabila yang sering
dilakukan adalah hal yang kedua, maka sosok polisi akan
kurang dipahami dan kurang dihargai. Sosok vpolisi akan

seringkali menjadi bahan ejekan dan sasaran cemoohan. Bagi

orang semacam itu. gambaran seorang  petugas. polisi. . yang

138.

berkualitas haruslah berbadan tegap, dengen keberanian vyang

cukup, serta pemahaman tentang peta-peta jalanan.

Elijah Adlow, Policeman and People, Boston, Massachusets, Willian J.

Rochfort, 1947, halaman 1 (disadur oleh Chasruddin Ismail).




Orang—orang yang mempunyal pemahaman dan 111u81 sepertlf B

'itu,_ cenderung keliru dalam menllal seerang pﬂllsl._ Kritlkf ﬂ;

__Iterhadap pOllSl mengabalkaﬂ kenyataan yang begltu pentlng,fif

'3sebab tugas pOllSl menuntut tlndakan segera dan Sed1k1t 

' saaa menunda putusan untuk suatu perkara, Seorang pengusaha.'y

:sekall waktu ¥ang tersedla antara Waktu untuk berylklriﬂfV

 dapat saaa mengulur waktu penllalan, sebelum -1a mengamblls
:keputusan- Akan tetapl bagl seorang pOllSl ia tldak dapat_'

_menunggu. Ia harus bertlndak _secara cepat dan tepat.

Jabatannya menpntut kecerdasan dalam menghadapi tantangan

kronis. Ia membutubkan kemampuan otak maupun otot, sehingga

sangat diragukan apakah mereka yang begitu gemar mengkritik
polisi.daﬁét beibuat lebih baik dalam berbagai situasi vyang
sama. Dalam hal ini penulis setuju dengan Satjipto Rahardio
vang mengilustrasikan Ekinerja polisi itu dengan rumusan

“"O2H", wvaitu "otot, otak, dan hati-nurani® . 199

Sikap masyarakat terhadap polisi telash dikuasai oleh
suatu mitos "apriori”. Mereka dianggap retugas vang selalu
melakukan tindakan penyerangan terhadap masyarakat. Mereka
vang tidak senang terhadap polisi dijejali oleh konsep

kelirv semacam ini. Bahwa, apabila seorang polisi membuat

ﬁdenﬁan waktn untuk mengamb1. keputusan, Seorang haklm dfpat]{;:.

132,

orang tidak senang adalah suatu hal vyang lumrah, s8ebab

mereka vang berurusan dengan polisi akan kecewa dengan

Satjipto Rahardjo, Tinjauan Sosiclogis Reorientasi EKepolisian Hegara RI

dalam Mengantisipasi Era Globalisasi, Lembang, Sespimpel, Juli 1998. Rumusan
itu menurut penulis davat diubsh menjadi O2HA.




:{kadang~kadang tlndakan tersebut menlnggalkan -rasa dendam :3

"memnaskan semua plhak sebab ada plhak yang menganggap bahwan.
:Ttugas pOllSl 1tu adalah sebagal pengayom dan penertlb Namun}iﬂ

' ;[d 1a1n plhak ada auga plhak yang menganggap bahwa -tugasf :_

tlndakan p01151 yang dlanggap membata51 hak asa81nyaj dan _

-Memang,j melaksanakan suauu tugas pOllSl tldak akan pernath_

: nfpollsl 1tu sebagal penlndas dan penguslk

' penlndasan terhadap dirinya. Namun, bagi seseocrang yang*

Bagi seseorang ~yang pernah melakukan tindak pldana-

keaahatan sosok pollsl boleh aadl dlanggap telah melakukan |

anaknya terhindar dari kejahatan renjambretan, karena telah
ditolong oleh polisi, tentu menganggap polisi itu sebagai
pengayom, pelindung masyarakat-l4o Pada satu sisi, berbagai
tindakan polisi ditanggapi sebagai pengayom, namun di sisi

lain justru lebih ditanggapi sebagai penindas.

Sumpah serapah seperti rolisi sebagai '"penindas“ dan
"pengusik”, barangkali akan semakin lengkap, bahkan mungkin
akan semakin panjang daftarnya, andaikata‘kita may  mensum-—
pulkan seluruh keluhan menjengkelkan vang dialamatkan kepada
petugas kepolisian. Polisi seakan-akan menjadi penguasa
Jalan yang kerjanya tiada lain hanya mengusik semua orang.

Polisi seakan—akan memang hanya menjadi sosok pengusik vang

140.

tiada duanyva lagi di dunia ini, 141

Chaeruddin Ismail, Polisi Pengavom vs Penindas, Jakarta, Citra, Cetakan

Pertama, November 1098, haldman 9.

141.

Chaeruddin Ismail, Polisi Penertib vs Pengusik, Jakarta, Citra,

Desember 1998, halaman 13.




Pértgn#éaﬁnya sékérang,.bénatkéh'aggé&pgn;gépéxti _itu?i33
 ;Menufu£ péﬁﬁli§ belgﬁ;teﬁtu,Jéégaﬁ,agahila kita.m%ﬁ_ﬁeﬁﬁimak ff
. dengan Jernih atas setiap kasus penertiban, setidaknya ada

‘tiga sudut pendang yang berbeda dari kelompok masyarakat

' 'yang borlibat dalan suatu peristiva tersebut. Misaluya:

. Pertama, bagi warga masyarakat yang tergusur, para

'pedagaﬁg_“kaki lima, pemakai Jjalan 'yang terkena “razia”,

mungkin = tidak ada kata lain vang lebih pas bagi polisi

selain_menyebut sébagai sosok "pengusik” yang menjengkelkan.

Aparat penegak hukum itu selalu saja dianggap pengganggua

"ketenangan"” mereka.

Redua., bagl warga masyarakat kebanvakan yang kebetulan
lewat dan melihat peristiwa seperti itu, boleh Jjadi akan
merasa iba atas nasib buruk vang menimpa rakyat kecil,
sehingga tertanam kesan mendalam bahwa polisi ibtu sangat
arogan. Sosok polisi selalu saja melanggar hak asasi orang

vang tidak berdaya, sehingga polisi itu memang “pengusik”.

Eetiga, bagi pengguna jalan yvang semula resah akibat
kemacetan lalu-lintas, kesemrawutan akibat pedagang kaki

lima, bagi para pemenang sengketa yang dieksekusi, bagi para

pengguna  kendaraan bermotor vang sadar hukum, sudah  tentu
akan merasa lega, sebab mereka dapat menikmati kembali hak—
haknyva atas kelancaran lalu—lintas serta perlindunsgsen dari
kemungkinan meniadi korban kecelakaan lalu-—lintas. Oleh
sebab itulah, eksistensi polisi menjadi sangat dilematis,

bahkan ambivalensi.




Seianjutnva, -dalaﬁ kaﬁian'terhadap eksistensi Polrﬁ;f
.'dalam Undanngndang Nomor 28 Tahun 1997 menurut penulla adai*
':beberapa substansl yang ada relevansxnya, balk dengan penem j~
:"Eakan hukum (Gakkum) _maupun dengan pemblnaan keamanan;f '

-:fliketertlban masyarakat (Blnkamtlbmas), balk dalam kon31deran8;ié

"fmaupun dengan pasal pasal yang ada-.'

1. Dalam Konsiderans Menimbang dan Mengingat

:Menﬁrut penulis, suatu konslideran dari satu undang—
undang -mempuny&i makna yang sangat penting, sebab dalam
konsiderans ini termuat latar belakang, motivasi, dan
suasana kebatinan yang menjiwail undang—undang tersebut.
Biasanya kesemuanya itu mencakup segi filosofis, yuridis,
sosiologis, dan politis. Melalui konsiderans itu pula dapatb
disimak posisi dari undang-undang tersebut dalam keter—
kaitannya dengan undang—undang lain, baik undang-undang vang
lebih tinggi, undang—undang vang secara langsung memerintah-—
kzan pembentukannya meupun dengan vndang-undang yang mengstur

substansi terkait.
Substansi "Menimbang” menvebuthkan:

a. bahwa pembangunan nasional di bidang hukom adalsh ter—

bentuk dan berfungsinva sistem hukum nasional vang
mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1845 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum
vang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban,

penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan




penyelenggaraan pemblnaan keamanan umum ketentermmmn

masyarakat dalam slstem keamanan dan ketertiban .masya~

- rakat swakarsa dengan berlntlkan Kepollslan Negara Bepubmn:
-11k Indonesma sebagal alat negara penegak hukum yang

prof681onal maka dlanggap perlu untuk memberlkan 1andas—j_ 

'=an hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang; f

'_Kepollslan Negara Republlk Ind0n851a,

bahwa untuk memenuni ketentuan sebagaimana dimaksud dalmm
Pasal 45 Ayat (8)142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Eeamanan
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1888 tentang Eetentuan—
ketentuan Pokok Pertahanan ZKeamanan MNegara  Republik
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1888 tentang
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia., maka
diangegap perlu unbuk memantapkan kedudukan, peranan, dan
fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur
Angkatan Bersenjiata Republik Indonesia, wvang terutama
berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat
negara penegak hukum., pengayom, dan pembimbing masyvarakat
vang melaksanakan fungsi kepolisian dalam tata susunan

kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;

bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961  tentang

Ketentuan-—-ketentuan Pokolk Eepolisian Begara sudsh +tidak

142,

Pasal 45 Avat (3) ini menvataksan bahwa, 7...bagl Hepolisian HNegara
Republik Indonesia perlu disusun Undsng-undang tersendiri”.




:ﬂSééﬁai 1agl dengan pertumbuhan dan:'perkembangan_ hukmn
fserta ketatanegaraan Republlk Indon351a dani'oleh karena

:f?ltu perlu dlcabut-'”n

Lﬁfd:&bahwa berdasarkan hal—hal tersebut dlﬁatas perlu dlbentUKf; '*

7fundang—undang yang baru sebaga1 penggantff

.””7EfNomor 13 Tahunilﬁﬁl tentang' Ketentuan—ketentuan Pokokj__f 

'__'.'.Kapo}“lslan “%egara._ R

Memperhatlkan kon51derans.“ﬁen1mbang" dl atas,-?menurut: .

'penulls ada beberapa yang perlu dlkemukakan yaltu*

a. Dilihat. dari segl tuauan Undang—undang ini, terllhat_
_adanya upayajpembaharuan bukum nasxaaal serta pemantapan
'penyeleuggaraan p&mbinaan keamanan wmuam dan ketenteraman

masyarakat'

b. Sebagai konsekuensi Jlogis dari tujuan tersebut adalah
memberikan landasan yuridis vang kokoh bagi pelaksanaan

tugas dan wewenang Polri;

¢. Dalam konsiderans ini tersirat perlunva kodifikasi dari
berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat kewe—

nangan kepolisian;

'Undangwﬂndang'ﬂﬂ

. mengisyaratkan penonjoian kedudukan peranan dan fungsi
Polri terutama dalam memelihara keamanan dzlam negeri,
sebagai alat negara penegak hukum, dan pengayom serta

pembimbing masyarakat.

104




Sedangkan substansi kon51derans Henglngat" menyebutkaﬁ;~
bahwa'.. _ | _ |
. a. Pasal 5. Ayat (l}, Pasal 20 Ayat (1), Paaal 27 ﬂyat -(1}-.-

 _Undanngndang Dasar 1945- _ | B .f :

E jh;-Undang—Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan~ 
;;:ketentuan' Pokok Pertahanan Keamanan'u Negara Republlk VT
.Indone81a (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan
Lembaran ﬂagara HNomor 3234) sebaga;man§ telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahﬁn 1688 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomér 20 Tahun 1882 tentang EKetentuan—
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara  Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan

ILembaran Negara Nomor 3368):

Mengenai uraian dalam konsiderans "Mengingat™, menurub
penulis memuat landasan yuridis yaibu Pasal 5 Ayat (1),
Pasal 20 Ayvat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1845 serta Undang-Undang MNomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang
secara langsung memerintahkan pembuatan undang-undang ter—
sebut. Khusus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1845

vang dicantumkan dalam konsiderans “Mengingat™, adalah untuk

menekankan . semangat. . lSegala warga negara . bersamasn. . .keduy-
dukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib meniunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya®.
Semangat tersebut ditampung lebih lanjut dalam penjelasan

TEum.




' 2. Dalam_PaBal?pasal

Pasal 2 Undang—ﬂndang Nomor 28 Tahun 1897 menetapkan-

.  'Kepo11s1an Negara Republlk Indone51a bertuauan- untuk;;.
menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanyva ke~ .

'ftenteraman masyarakat guna: mawuaudkan keamanan .dan

ketertiban masyarakat ‘dalam  rangka . terpellharanyag;f B

fdkeamanan ‘dalam negeri, terselenggaranya fungsi . perta— -
“hanan keamanan negara, dan tercapainya. tuauan na81ona11Q 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia'. :
'Pasal ini memuat pokok pikiran mengenal tujuan kepoli~ 
sian dalam hubungannya dengan tujuan negara, keamanan dalam
negéri, pertahanan keamanan negara dan hak asasi manusia.
Dicantumkannya tujuan kepolisian dalam pasal undang—undang
merupakan suabu kemajuan, sebab dalam Undang—Undang Nomor 13

Tabun 1961, tujduan kerolisian ini tidak dinyatakan secara

tersurat.

Pernyataan  mengenai tujuan kepolisian ini sangat
penting maknanva bagi pembentukan jati diri kepolisian itu
sendiri, sebab twiuvan akan memberi batasan dan arah mengenai
apa vang harus dicapal melalui penvelenggaraan fungsi
kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa mencapal
tujuan nasional. EKejelasan tujuan kepolisian akan memberikan
pula kejelasan wvisi dan misi yang diemban, sehingga pada

gilirannva  akan merupakan pebuniuk dan pedoman bagi  penen—

tuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat.

Apabila dicermati secara mendalam, ternyata bHujuan
negara sebagai perwujudan Ekonstitusional dari ideologi

negara selalu menjadi acuan bagi tujuan kepolisian. Dengan




'demlklan setlap negara mempunyal %uauan kepellslan vang khas
'dan selalu ﬁekmlt dengan ideologl negara serta tuauan negara
_yang dapat dlketahul dari undangmundang dasar negara yang e

-  ber3angkutan

Dalém upaya méncépal tuauan kepollslan tersebut -ideﬂ¥f~?-
'  10g1 negara senantlasa menalwam dan mewarnal slkap danfﬁi
'perllaku kepellslan, baik 51kap tindak perarangan maupuq- ”
érganisasi kepolisian, sehingga diharapkan dapat membent&k '
dJati diri kepolisian yang diwnjudkan dalam ajaran atau
konsepsi kepolisian, asas kepolisian, maupun kode etikf

kepolisian-143

Selama‘tiga setengah abad bangsa Indonesia berada dalam
penjajahan dan selama itu pula penvelenggaraan fungsi kepo-—
lisian mengacu kepada tujuan pemerintahan kolonial silih
berganti (VOC, Hindia Belanda. Inggeris, Jepang)., sehingga
metode pemolisian dan sikap tindak polisi pada =zaman itu
lebih menonjolkan penampilan kekuasaan, pemaksaan, dan
bentuk upaya represif untuk kepentingan “penguasa™ serta

lebih bergayva “pemukul”™.

143. Konsepsi kepolisian terdiri atas: landasan idiil atau falsafah

kepolisian, tujuan kepolisian, fungsi kepolisian. organ pengemban fungsi
kepolisian, susunan kepolisisn., tugas dan wewenang, asas-asas kepolisian,
pembinsan fungsi kepolisian, dan hubungan-hubungsn kepolisian.
Asas kepolisian terdiri atas: asas legalitas, kewajiban, rartisipasi, preven—
tif, dan asas subsidiaritas. Kode etik kepolisian terdiri atas: Insan rastra
sewa~kottama (Abdl utama darivada nusas dan bangsa), Insan Negara Janottama
(Warga negara teladan daripada negara), Insan Anuca Canadharma (Wajib menjaga
ketertiban pribadi daripada rakvat).

frte




Proklamasi kemerdekaan Indon951a pada 17 Agustus 1845
dlllhat darl visi. ketatanegaraan merupakan tonggak sejaﬁ&h_-
yang sangat fundamental 3ebab seaak saat itun bangsa Indov; 
nesia memlllkl negara yang merdeka dan berdaulat serta  f

'Fmempunyal tuauan naﬂara sebagalmana termuat dalam ﬁlineag;_-

"”fKeempat Pembukaan UndangmUndang Dasar 1945 yaltu_

“-,,mellnanngl segenap nangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umn, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikubt melaksanakan ketertiban dunia
vang berdasarkan kemerdekaan, prerdamaian abadi dan
keadilan sosial...".

Apabila tujuan negara memang demikian, maka dengan
sendirinya tujuan seluruh perangkat pemerintahan negara
termasuk perangkat kepolisian harus merumuskan tuwjuannya
sesual dengan tujuan negara. Namun demikian, pada awal
kemerdekaan kondisi tersebut tidak serta merta membawa
perubahan terhadap metode dan gaya remolisian, sebab perang—
kat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas

dan wewenang kepolisian pada umumnya masih merupakan produk

hukum sebelum kemerdekaan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebelum
terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1897 tentang Repolisian

Negara Republik Indonesia, tujuan kepolisian +tidak pernah

dinyatakan secara eksplisit dalam wundang-undang, sehingga -
rumusan tujuan kepolisian, dihasilkan dari penvimpulan ber—
bagai pernvataan politis yang sering menimbulkan perbedaan
persepsi dan interpretasi. Dengan demikian, tujuan kepoli-

sian yang diruwmuskan dalam batang tubuh Undang—undang EKepo—




llSlan dapat dlpandang sebaga1 satu kemaauan vang normatlf

dan sangat berartl hagl penyamaan perse951 dan 1nterpreta81L

Darl rumuéan Pasal 2 Undang—undang Kepollslan ini dapat
_dlpliah esen31 dar1 tnauan kepoll61an 1tu sendlrl, yaltu-
.';_tertlb dan tegaknya hukum ) R o
 '§ terblnanya ketenteraman masyarakat"'
- terwuqudnya keamanan dan ketertiban maéyarakai;
- terpeliharanya keamanan dalam negeri;

terselenggaranyva fungsi pertahanan keamanan negara dan

!

tercapainya tujuan nasional serta kesemuanya dilaksanakan

dengan menjunjung tingesi hak asasi manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 2 selain
memuat tujuan kepolisian, Jjuga memuat arahan dan rambu-rambu
bagi penyvelenggaraan fungsi kepolisian yaitu, “dengan men—
Junjung tingegi hak asasi manusia”. Jadi dalam hal ini, “hak
asasl manusia” tidak merupakan tujuan kepolisian, tetapi
merupakan sesuatu vang harus senantiasa mewarnai dan harus
diperhatikan dalam setiap gerak pelaksanaan tugas kepoli-

sian.

Selanjutnva Pasal 3 Undang-undang Eepolisian menetapkan

bahwea:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerin-
tahan negara di bidang penegakan hukun, perlindungan
dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakal
dalam rangka terjaminnyva tertib dan tegaknya hukum
serta terbinanva ketenteraman masyvarakat guna terwuojud-
nya keamanan dan ketertiban masvarakat".




Pasal. 3 ini memberlkan batasan tentang fung81 kepolluf- 
'-sian ‘dan - sekallgus merupakan penegasan tentang -ek81ten81_
,_fung51 kepollslan sebagal baglan darl fungal pemerlntahan_in_
 negara di dalam slstem pemerlntahan _negara berdasarkani  
'-j £gndang*Uﬂdang Dasar 1945 Dengan penegasan tersebut setldakm¥; 
" ﬁtldaknva daDat teraawab pertanyaan yang ‘selalu dllontarkanfii'
':tensang kedudukan Kepollslan Negara Repubilk indcneala yang
secara tersurat tidak diaebut—sebut dalam Undang—Undang 

'Dasar 1945.

Apabila dikaitkan, substansi Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 28 Tsahun 1887 ini sejalan pula dengan pendapab

Hazairin, bahwa:144

“0OUD 1945 tidak menvebut-nyebut kekuasaan kepolisian
dan kejaksaan oleh karena dua macam tugas itu telah
dengan sendirinya termasuk ke dalam +tugas executif
pemerinbahan, sebab keamanan di dalam negara adalah
tugas pokok bagi setiap pemerintah. Dalam sistim UUD

1845, maka Presiden ialah Polisi Pemuncak dan Jaksa
Pemncak, artinya paling d4di atas, paling tertinggi,...”

Selain itu, rumusan fungsi kepolisian dalam Pasal 3
memberikan pula gambaran tentang tataran dan metode penve—
lenggaraan tugas kepolisian yang meliputi tataran represif

{penegakan hukum), tataran preventif (perlindungan dan

pelayanan masyarakat) dan tataran preemptif (pembimbingan

masyarakat).

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Homor 28 Tahun 1688

menetarkan, bahwa:

144, Hazairin, Loc cit.




: "Kepollslan Negara Republlk Indon331a bertugas*a.

'fa.'selaku alat negara penegak hukum memellhara 'ﬂertaf:f
-__menlngkatkan tertlb hukum : o : . o

',b;ﬁmelaksanakan tugas kepollslan selaku pengayom dalmn;1 

~ memberikan  ‘perlidungan dan. pelayanan. kepada  masya— .

. rakat bagi. tegaknya ketentuan peraturan perundangu_;:
gjundanﬁan,”___J_ el S S

"H;éifbersam ' ama dengan segenap komponen kekuatan perta~”57'

“hanan. keamanan negara. lalnnya memblnaE ketenteraman

.masyarakat dalam wilayah negara guna mewuaudkan
- keamanan ketertlban masyarakat'

d-'memblmblng masyarakat bagl ter01ptanya keondisi vang
menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan seba—
gaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan hurof c;

e. melaksanakan tﬁgas lain sesuail dengan peraturan

- perundang-undangan.”

Rumusan tugas dalam Pasal 13 Huruf a, menunjuk pada
tataran represif wvustisial funssi kepolisian vang berkait
dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang—

undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnva.

Substansi yang terkandung dalsm Pasal 13 Huruf b adalash
mengenail tugas murni kepolisian, vaitu dalam “memberikan
rerlindungan dan pelayvanan kepada masyarakat bagi tegaknya
ketentuan peraturan perundang-undangan®™. Tugas kepolisian

melahirkan kewajiban umum kerolisian vang menjadi dasar

hulkum bagl setiap tindaksan kepolisian demi kepentingan uwmum
berdasarkan penilaian sendiri (Flichtmatigheid, Pfilichimas—
siges Ermessen, Fries Ermessen) ataun biasa Jjuga dikenal
dengan istilah diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 28 Talnn 1997,




Menurut 1lmu hukum kepollslan ada beberapa persyaratans 

yang harus dlpenuhl apablla seorang petugas k&p01151an akan.-”

_ melakukan dlskr951, yaltu"_

a

Tlndakan 1tu harus benar—benar obyektlf sesual asasi

' keper1uaD (naodzakwl;gk' notwendlg)- Contohnya, pemasang~j5  

'_ian papan reklame dl plngglr aalan tldak boleh menghalangl[;ﬂ

' pemandangan para pengemudl kendaraan- Jika m&ﬂghalanglu

pemandangan, POllSl berhak memerlntahkan pemindahan papan

reklame tersabut ke tempat yvang lebih tepat.

Tlndakan yang diambil harus benar-benar demi kepentingan
tugas kepolisian, tidak bersifat pribadi dan tidak ter—
ikat pada kepentingan perorangan (zakelijk, sachlich).
Contohnya, penahanan seseorang yang diduga melakukan
suatu tindak pidana adalah demi kepentingan hukum, bukan
berdasarkan sentimen pribadi.

Tindakan itu harus merupskan tindakan yvang sesuai guna
mencapai sasaran dengan hilangnya suatu gangsuan atan
sesuatu vang mengkhawatirkan (doelmatig, zweckmassig).
Contohnya, dalam menghalau para demonstran sebaiknya
rolisi cukup menggunakan sarana lunak vang tidak mencela—
kakan apalagi mematikan seperti dalam “"Kasus Trisakti™.

Tindakan yang diambil senantiasa harus seimbang antara

lunak kerasnya tindakan dengan berat ringannva kesalahan
(evenredig). Contohnya, terhadap pengendara yang salah
jalan karena tidak disengaja, sebaiknya polisi cukup
memperingati. Namun, dalam kenyvataannya seringkali dija—

dikan "komoditi abturan™.




Apabila _dlkaltkan dengan tataran fungsx kepalislan,:f“ R
_maka SUbStanﬂl tugas yang diatur dalam Pasal 13 huruf b itu“_-

fberada pada tataran reprBSLf nan—yustlsial dan_ tataran“ 

. preventif.

Selanautnya | substan51 yang terkandung dalam Pasal 13]; 
: 'huruf c menurut hemat p&nulls sebetulnya dlad0p81 darl Pasalfif 
T;BO Ayat  f4§f huruf a Undang—Undang Nomcr_ 20 Tahun 1982 f@.”

tentang Ketentuan—ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan_._

Hegara Republlk Indonesla, vang menunauk pada eksistensi

Polri "sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara

vang bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahan—
an keamanan lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam

wilayah negara guna -mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Tugas ini lebih menunjukkan peran Polri dalam mengemban
fungsi pertahanan keamanan negara (Hankamneg), waibtu fungsi
“mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat™. Tetapi,
apabila dikaitkan dengan tataran fungsi kepolisian, maka
substansi dalam Pasal 13 huruf ¢ ini berada pada tataran
preventif dan pre-emptif vang diarabkan tidak saja kepada
masyvarakat dalam arti warga masyarakat secara perorangan dan

kelompok, melainkan juga terhadap instansi-instansi pemerin-

tahnan secava lLintas gektoral.

Subistansi vang terkandung dalam Pasal 13 huruf 4 adalah
fungsi bimbingan masyarakat bagi tugas kepolisian yang pada

dasarnva bersifat mengkondisikan terselenggaranya usaha—




usaha -k@giatan_penegakan hukum, perlindungan dan 'ﬁelayanaﬁ |
éerta pémbinéanl kétﬁntérémaﬁ dalah_ wiiayah hegara délan:
.fangka mewujudkan_kgaﬁanén dan_ketértiﬁan masyarakat. Apa;i
bila dikaitkan dengan tataran fungsi kepolisisn, maka tugas

'tersebuﬁ berada pada tataran preemptif._

| Lebih lanjut, rumisan vang tercantum dalam Pasal 13
huruf e'merupakén rﬁﬁﬁsah akemodatif dan antisipatif ter;
hadap benﬁukmbentuk tugas vang ada dan tersebar di berbagai
peraturan perundang-undangan. Misalnya Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian ini memuat
penegasan  bentang tugas Polri sebagaimana tercantum dalam
Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1882 tentang
Hankamneg. Apabila dicermati, maka rumusan tugas Polri dalam
Pasal 13 Undang-undang Kepolisian lebih dikaitkan  dengan
konteks tujuannva. sehingga uraiannya menghasilkan pemetaan
lingkup tugas sesuai dengan tataran represif, preventif, dan
pre-emtif. Hal ini terlihat dalam substansi yang terkandung
dalam setiap butir Pasal 13, misalnya butir:

a. "memelihara serta meningkatkan tertib hukum”

b. "memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat™
c. "membina ketenteraman masyarakat dalam wilayvah negara

guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masvarakat”

d. "membimbins masvarakat"”

e. “"tugas lain sesuai dengan peraturan perundang—undangan’ .

Akhirnva, dari rumusan baik dalam konsiderans maupun
pasal-pasal vang telah disebutkan, ternvata ada relevansinva

dengan eksistensi Polri dalam Gakkum dan Binkambtibmas.

.
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'C..Implementasi Bias dalam Sistem Eetatanegaraan Republik

Indonesia di Bidang Penegakan Hukum dan Pembinaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sepertl telah dlmakluml bersama, bahwa ‘semua negara_g

'_yang ada d1 dunla ini selalu memlllkl aparat kenegaraan yangf_ 

.dlsebut pOllSl- Bentuk dan namanya dapat beraneka macam,

namun pada kerangka teori dasarnya polisi itu mempunyai
tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Tugas
itu selanjutnya dirinci menjadi tugas yang bersifat prevensi
atau pencegahan dan ?ang bersifat represi atau penindakan
pelanggaran (hukum). Eeduanya diarahkan pada kondisi agar
kehidupan masyarakat menjadi tertib. Di Indonesia sendiri
sikap +tindak ke arah itu dijadikan falsafah Polri dengan
rumuasan, Mewujudkan masyarakat vang Tata-Tentrem—Kerta—

Raharja™.

Motfo di atas apabila dicermati adalah sejalan dengan
tujuan akhir dari dibentuknya negara kita vaitu tercapainya
suatu masyarakat yvang adil makmur material-spiritual ber—
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang lazim
disebut "Rahardja"”. Situasi dan kondisi masyarakat vang

"Raharja” ini tidek mungkin datang begitu saja, melainkan

harus diupayakan melalui kegiatan dan kegairahan bekerja

vang disebut dengan istilah “"Eerta®™.

Selanjubtnya, sesuai dengan sifat dan kodrat sebagai
manusia. masyarakat tidak akan dapat bekerja dengan tenang

dan memiliki kegairshan bekerja dengan semangat tinggi




-;manakala dl' dalam lea setlap anggota 'masyarakat tldakgf;'

”":;fdldapatli perasaan tenang, bebas dar1 gangguan,h balk flSlkfff 

{] maupun pSlle, perasaan bebas darl kekhawatlran, perasaanff:._

.;_hélahi?k&n'"pérasaén_. Tentrem - P@rasaan aman darl 'ségalaff

“fff;gangguan dan. aﬁcaman dl atas.'sebenarnya merupakan ha811;V.
.opt;mal darl suatu keadaan yang dlsebut Tata . yaltu.-suatuJ ;'

. ﬁf.fs1tuas1 dan kondlsl yang mencermlnkan ketertlban dan keteramfﬁf
' turan Sebagal dampak darl adanya kepatuhan dan ketaatan dar1  :
-setlap anggota masyarakat terhadap aturan, balk hnkum maupun;f :
'kaldah sos;al 1a1nnya Dengan demlklan esensi dan ak31sten81::.

.darl Polr1 tldak 1a1n adalah guna mengupayakan ter01ptanya

"Tata dan "Tentrem sebagal syarat mutlak bagi terwujudnva

“Kerta dan "Raharja".

Melaksanakan tugas guna membentuk masyarakat yang__ 

"taia;ﬁéhtremekerta—rabarja" bukanlah merupakan suatu tugas
- vang ringan. Hal ini disebabkan Polri harus selalu berha—
dapan dengan seseorang dan masyarakat vang pada dasarnyva
ingin serba bebas, padahal dalam upaya menciptakan suasana

tata dan tertib itw orang tidak mingkin dapat bersikap

tindak serﬁa bebas, melainkan ﬁarus taat dan patuh terhadap
peraturan vyang berlaku. Dalam kondisi vang demikian, Polri
dituntut harus menegakkan berlakunya aturan-aturan tersebut,
raling tidak harus mengupayakan agar masyarakat dapat mema-—

tuhi aturan—aturan vang disepsakati bersama itu.




-Dig dalam hal 1n1 dapat terlihat dengan' aelas adanyang3

'*.perbenturan kepentlngan,. antara kepent1ngan perseoranganﬁff

' 5_;sebaga1 anggota masyarakat yang menglnglnkan keserbabebasan_i}

f'fﬁdengan kepentlngan negara yang mewaklll kolekt1v1tas yang;_ﬁz

'”'fffmﬁnglnglnkan kepatuhan darl setlap anggota masyarakat yangqu

”ff}ﬂﬁsecara fung81onal penegakan aturan tersebut harus dzlaksama~ ;?'

 kan P0¢r1-

Namun demlklan, dalam upaya menggapal falsafah ?Olrl o

yang tatawtertrﬁmﬁkerta—raharua“ tersebut tldaklah semudah; :.

memballkkan tangan, sebab banyak kendala yvang harus diatasi,
- baik kendala,yang berasal dari luar maupun vyang berasal dari
érgan internal_ Polri sendiri. Sebagai salah, satu contoh -
ken&ala_yang datangnyé dari luar orgén Polri, adalah adanya
intervensi fungsi terhadap kemandirian Polri sebagai dampak
dari adanya implementasi bias dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia di bidang penegakan hukum dan pembinaan
keamanan dan ketertiban masvarakat. Sedangkan kendala dari
dalam adalah sebagai dampak dari sikap tindak sosok Polri

selama ini.

Intervensi terhadap kemandirian Polri adalah salah satu

akibat dari terintegrasinya Polri dalam lembaga ABRI selama

ini. woejalk dlRukuhkan menjadl bagian vang integral dengan
ABRI, Polri menjadi tidak mandiri. Padahal sejak tahun 1948
sampai dengan 1959 otonomi Polri secara mandiri telah ter-—
wajud, vaitu ketika Polri dipimpin seorang Menteri Kepolisi-

an vang bertanggung jawab langsung kepada Presiden/Perdana




fﬂenteri. Seaarah memang pernah mencatat bahwa Polri ketlkafﬁ“
.fdlbentuh PPKI pada 19 Aguatua 1945 secara_-admlnlstratlff  
fberada pada Departemen Dalam Negerl, sedangkan operasionaiflf

- di. bawah 1embaga Keaaksanaan Oleh sebab kedudukan yang”"

"::idemlklan dlanggap tldak efektlf maka pada 1 Jull 1948 Polrlf_j-'

1dlber1 otonoml. leplnan Polrl katlka 1tu_ dlsebut Menterlif?_
: Muda Kepollslan yang memlmpln Departemen Kepollslan, Efek—?lﬁ
tlvltasnya dlrasakan sampai ke tlngkat kecamatan, oleh sebab.
:itulah 1 Juli dijadikan Hari _Keéolisian Nasional (The
National Police) yang sekarang dikenal dengan sebutan Hari

Bhayangkar&-

Pertengahan tahun 1959, Presiden Soekarno memanggil
Menteri Muda Kepolisian, Raden Said Soekanto Tjokroatmodio
dengan maksud menyvampaikan gagasan, agar Polri dijadikan
ABRI bersama tiga angkatan lainnya, vaitu AD, AL, dan AU.
Ide Presiden Soekarno itu ditolak dengan alasan demi menjaga
kemandirian dan profesinalisme kepolisian. Akibat pemaksaan
kehendak dari presiden ketika itu, akhirnya Socekanto mengun—

durkan diri sebagai Menteri Muda EKepolisian.

Perubahan status Polri menjadi ABRI ketika itu didasari
oleh pemikiran DPregiden Scekarnc secara "hist@ris politis™,

sebab secara ‘de facto' hanva Polri vang memiliki sistem

persenjataan vyang lengkap sejék negara diproklamirkan dan
talk pernah absen delam setiap pertempuran melawan pendedah.
Padahal., tidak tertutur kemungkinan apabila dicermati ide
memasukkan Polri ke dalam lingkhungan ABRTI  adalsh untuk

menciptakan perimbangan, sebab dalam berbagai pidatonva




-Pr551den Saekarno serlngkall mengemukakan soal pembentukanf;:
- kekuasaan atau maahtsvormimg dan penggunaan kekuasaarx}?
'.atau ;.macbtsaanwending' bengan demlklan, perubahan status: £

.3” ,Po1r1 menaadl angkatan dl llngkungan ABRI merupakan : PUWEP;f;
”.._ Pday' yang dllakukan Presxden Soekarno guna,'mﬁnglmbaﬂgl; g:
:ﬁ°fﬁpengaruh Angkatan Darat Ide tersebut dlkukuhkan melaluli;;::

 Ketetapan %aaulls Permusyawaratan Rakyat Nomor II dan III'

.;Tahun 1960 yang intinya menetapkan bahwa ABRI terdiri atas
;Angkatan Perang dan Angkatan Kepollslan sedangkan -sebutan
-Menterl Muda Eepolisian diubah menaadl Menteri/Eepala Eepo-
lisian Negara dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 21

Tatun 1960.

Faktor kesejarahan tentang obtonomi dén kemandirian

mulai terusik setelah Polri menjadi bagian dari ABRI. Bukan

saja menjadi tidak otonom, melainkan Juga berada pada

hierarkis dan rentang kendali yang cukup Javh dengan
presiden. sehingga Polri menjadi instansi vang “kurang
berdaya”, sebab sering terkontaminasi oleh angkatan lain.
Sejak itu Polri seringkali mengalami berbagai kesulitan,
terutama dalam implementasi tugas terutama dalam konteks
keterpaduan atau tusas gabungan. Misalnya dalam pembentukan

Polisi PBB untuk Namibia, pada kenyataannva sebagian. . besar

personaiian&a adalah dari Angkatan Perang dengan uniform dan
HEP Polri. Hal ini menuniukkan adanya kerancuan dalam
penjabaran tugas pokok Polri, sehingga bukan saja membi-
ngungkan akibat intervensi subjektif dari unsur ABRI lainnva

meiainkan juga karena Polri pun nampaknya seperti membiarkan




_“dirinya térlarut dalam kepatuhan:semu vang berakhif _denga£i¥
semakin . méninggalkan i&entiﬁas Qbﬁkan ‘militer™.  Padahal:
imenurut_ "édﬁmunis opinio . dbctofum“, polisi adalah nom—

ﬂ_combatant yang tidak 1dent1k dengan mlllter,”sebab dlllhatf_ ”

'darl nuansanva sangat berbeda~ Pollsl harus bernuansa keda—; ”f

'7: ma1an dan perllndungan kepada masyarakat serta . melumpuhkan ?:'

penaahdt sedangkan mlllter bernuansa menghancurkan atau

bahkan memusnahkan musuh.

Eksistensi Polri dalam pengelompokan ABRI berdasarkan
legitimasi hukum adalah manipulatif, sebab polisi vang
terwakili dalam ABRI hanvalah merupakan Algemene Folitie.
Padahal idealnyé mandiri. Oleh karemna eksistensi Polri
merupakan sesuatu yang esensial bagi masyarakat yang men—
dambakan pelayanan dan pengayoman yang baik, maka manakala
perannya itu tidak sesuai dengan apa yvang diharapkan akibat
diintervensi pihak lain, maka ca?i—maki vang dilontarkan
masyarakat bukan semata-mata bernada kebencian melainkan
masyarakat tidak ingin melihat aparat vang seharusnva
melindunginya bersikap-tindak wvang bertentangan dengan
budayva polisinya (police culture). Misalnya, pada saat kota
Jakarta mengalami perkembangan ke arah vang destrukibif

seperti pada Kasus 13-14 Mei 1998, Polri vang seharusnva

hadir dan melindungi masyarakat ternyvata tidak  hadir.
Ketidakhadirannya itu apakah "memang tidak boleh hadir"” atau
karena alasan tertentu. Kondisi demikian menimbulkan kesan
seolah-olalhh Polri "tidak berdaya” dan mengambil langkah

"kompromi” vang Jjustru merugikan masvarakat.

RN




_ Mempergunakan dua.nuahsa yéné ﬁéﬁunjukkan perbedaan dl;; 
.:atas sudah cukup untuk membuktlkan bahwa pembenaran_ mengeunii
| {néi dlmasukkannya Polrl ke dalam 11ngkungan ABRI adalah ?5'
m_kurang tepat . sebab partlslpa81 aktlf Polrm gada Waktu; :

-;iperang kemerdekaan bersama—sama ketlga angkatan 1a1nnyafjﬂ

3:alam1 (ﬂatuurllaﬁe waarﬂeld)- Dengan demlklan, kurang tevat-' -~

_apablla hal di atas dapat dlaadlkan landasan untuk membenar— .

 kan k@dudukan Polri sebagai unsur ABRI, sebab hal ini
merﬁpakan implementasi bias di bidahg penegakan hukum dan

prembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di samping faktor ekternal tadi, terdapat pula faktor
internal berupa sikap tindak sosok polisi veng merupakan
implementasi bias di bidang penegakan hukum dan pembinaan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh dari

faktor internal ini adalsh sikap berlebihan (over acting).

Sikap berlebihan pada hakikstnya merupakan salah satu
kesalahan vang serius dari seorang anggota Polri. Sebagai
salah satu contoh adalah ketika ada seorang anggota Polri
bermotor besar "mondar mandir” di jalan raya dengan tujuan

mengawasi, “menilang” pelanggar dan menahan kendaraan ber—

motor. tanpa.--pandang-bulu.seris.-mengeluarkan-suret—pansggilean-

sidang. Malahan seringkali terjadi, sebuah mobil petroli
polisi memberhentikan tanpa alasan rasional mobil pribadi
vang di dalamnya terdapat dua orang vang berlainan Jjenis.

Dengan arogannya mereka memeriksa surat-surat kendaraan dan

.ﬁ fﬁ}merupakan Situatlaﬂsgebudén_s bukan kebenaran yang berﬁlfat ;f7'




5fkartu 1dent1tas ma81ng—ma51ng penumpang Manakala '1dent1tas¢ ~'
" pr1a dan Wanlta tersebut tldak menunaukkan alamat yang 8ama,' f

..maka anggota pOllSl tersebut akan menuduhnya dengan pasal""

e pelanggaran k@susz.}_aan_ o

Slkap tlndak yang demlklan 1tu pada suatu ketlka: akan55 !;
;fsaﬁpal pada tltlk yang menaemukan dan menaengkelkan aklbatffﬁf7
H angg0ta ﬁollﬁl yang bekeraa terlalu aktlf dan. perbuatannyaﬁj
-1tu merusak reputasxnya, sebab manfaat yang didapat secaraﬁ_;

'bertahap akan terhapus eleh suasana caci maki dan olok—olok_'

:masyarakat semaeam..prlt goceng, wereng coklat” dan sebagai—

nya.

‘Mereka vang seharusnya menangkal kejahatan, malahan
.;kemudién dianggap sebagai pengusik dan penindas serta
merupakan ancaman bagli pengendara kendaraan bermotor lain-—
nva. Padahal sebetulnya agsr mereka disegani modalnya cukup
bérsikap sederhana, sebab pakaian seragam yang menyeramkan
hampir +tidak ada artinya bagi anggota polisi wvang mencari

publiisitas dan popularitas murahan.

Praktik berbahayva lain.yvang harus dihindari seorang
anggota polisi, adalah penggunaan taktik "pembantaian”.

Femmgkinan besar kondisinya akan berbalik dan ia akan

m@ngg&n@&k@nmaem@a@m%@&d@gw@%=m@makaLam@@$am¢@@me*bﬂﬂn“ JJJJJ 3.8
berbuat sadis dan tidsk Eerperikemanusiaan- Padahal abturan
hukom selalu melarang segala bentuk tindak kekerasan dari
petugas polisi terhadap para tahanan, namun dalam kenvataan—

nya para petugas seringkali melupakannya.




"fseﬂantlasa dicurlgal sebagal plhak yang ingin berupayaff;'

5 membesar*besarkan persaalan dengan kekuasaannya, sehlnggaj;f

.;aseharusnya dan pada akhlrnya merupakan 1mplementa31 blas d13f1

   ;b1danﬁ Penegakan hukum dan pEmblnaan keamanan dan ketertlban;?f

- D. Beberapa Pemikiran tentang Dampak wyang Akan Terjadi.

Fakta~fakta tersebut dlataslah yang m@mbawa p01181 “
 $1kap tlndaknya dlanggap telah memblas. darl tugas yang j

masyarakat. -

.Ketika Organ Polri Dipisahkan dari ABRY

.Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia mela-—
lui  sosok anggota dan organisasinya memang sangat berbeda
dengan polisi di negara—-negara manapun di dunia. Malahan,
dengan dimasukkannya Polri menjadi salah satu unsur ABRI
merupakan satu-satunya di dunia ini.'%® Hal ini sejalan
dengan pendapat L. Craiger Parker, seorang pakar sosioclogi
kEepolisian vang menyatakan bahwa gaya pemolisian (policing
style) akan sangat ditentukan oleh wabak sosisl suatu
masyarakat (bangsa)-146 Oleh sebab itulah, sosok Polisi
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari rentetan sejarah

perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada

145.

148.

“@@,@@nﬁm& 'i‘ .'.'..:}r,rgn 1 o {5 "

Ateng Svafrudin., Wawancara, Bandung, 9 Mei 1997, Pukul 18.00-17.00

L. Craig Parker dalam Chairuddin Ismail, Polisi, EKEredibilitas, dan

Reputasi. Citra Indonesia, Jakarts, 1998, halaman 88.




Dahuluw anggota polisi merupakan.bentukan tentara pen—

dudukan Jepang vang dlberl .nama ffbkubetsu ﬁaiSétsu—tai o

_{90;181 Istlmewa) yang dalam keglatannya tldak teraangkau'

'- b1eh peraturan peperangan pada waktu 1tu sehlngga senaata ;;;

;imereka tldak dllucutl. Bersama—sama_ dengan para pemudaj““'

w kat1ka tﬁ;  mereka bahu membahu untuk menguslr ﬁ@ntarafﬁﬁf-

n.gerls dalam suatu Perang Rakyab di Surabaya’yagg kemudian
-dikenal gengan Harsi Pahlayan 10 November 1945. Anggota-—
éhggaﬁa. poliéi inilah yang Sésungguhhya merupakan kekuatan
'Bersenjata, sebuah modal awél dari sebuah perjuangan bangsa
'dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan

pada 17 Agustus 1945.

Pada babakan sejarah perjuangan selanjutnya, polisi
senantiasa tampil dalam setiap palagan, dalam perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dari tentara Belanda yang masih
tetap ingin bercokol di bumi Indonesia. Kondisi inilah vang
kemudian membentuk pelisi sebagai bagian dari kekuatan vang
berperan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, sehingga pada gilirannyva menjadi bagian

integral dari ABRI.

Eondisi demikian itu, tentu saja berbeda dengan negara-—

negara lain, misalnva Inggeris, Amerika, Jepang, ataupun
Philipina., karena memang sejarahnya pun berbeda. Memang.
polisi Indonesia  tidak mengascu ke negara manapun  Jjuga,
meskipun berbagai kemampuan dan keterampilari para perwiranva

diperoleh dari negara—-negara tertentu.




Pada kenyataannya memang banyak perwira Polri reserse:g

~vang telah berhasil. merupakan alumni dari Bundes Kriminal -

Amt  (BRA) Jerman dan Federal Bureau of Investigation (FBI,

 BirQ ﬂPenyidikan F&déral)-ﬁmerika Ser.:i,k_atr Anggota Polantas_._
Polri  banyak yang dididik di negeri Belanda dan Inggeris. -

Kemampuan manajemen kepolisian dididik di Bramshil Inggeris,

ssdahgkaﬁ tradisi kriminalistik dan hukuﬁ kepolisian méngacﬁ"
ke Eropa Barat. Namun, hal ini tidak menjadikan watak
anggota Polri sama dengan polisi di negara-—negara tersebub.
Dengan demikian ternyata tidak ada ideal type vyang cocok
dengan negara kita, sebab peran dan fungsi polisi bergantung
pada masyarakat vyang bersangkutan. Polisi Inggeris dan
Amerika pun berbeda wataknva, sehings berbeda pula di dalam
penerapan policing style mereka. Demikian pula dengan kita,
sebagai negeri vang majemuk, gava pemolisiannya pun tentu
sangat dipengaruhi oleh watak scsial dan kepribadian - bangsa
Indonesia sendiri. 0Oleh sebab itulah, perbedaan yang paling
mendasar dengan negara manapun adalah bahwa Polri berada di

pawah naungan ABRI.

Adalah seorvang Manuel Viegas Carascallao, seorang tokoh
masyarakat Timor-Timur pernah memperscalkan perihal penarik-

an pasukan tempur ABRI dari daerah itu, pada akhir Juli

1998. Tokoh vang Juga RKetua Gerakan Rekonsiliasi Persatuan

Rakyalt Timtim ibu mengemukakan dengan gemblang 4i  sebuah

media massa sebasgal berikut:146

Cheiruddin Ismail. Polisi...O0Op eif, halaman 80-81.




Saya kira kalau: hanya untuk melaksanakan pengamanan d1  '
Timtim. ‘polisi sudah’ cukup Poligi memang ada keku— -
“rangannya, suka minta uvang, menllaﬂg'orang. Dan . -sava

kirva, itu menusiawi saja karena gajinyva memang kecil.

."Tetapl tentara tidak. Saya: kalau punya masalah dengan

satu pOllSl dan satu tentara, maka - p01151{ berbicara

'f:atas ‘nama hukum tapi tentara tidak. Dan kami di~ 51n11“ﬂ
berpendapat, tentara dtu berdasarkan otet _'sementaraﬁ.:

-fifpollsl berdasarkan otak dan hukum

 Dari 'ai:-ai vang di'_kémﬁkakan' di atas, kendati masih ter—
surat dan tersirat konotasi negatif terhadar Polri, namun -
pada dasarnya memang terdapat perbedaan fungsional antara

polisi di satu pihak dengan tentara atau ABRI di lain pihak

Bahkan dari ucapan pemﬁka masyarakat Timtim di atas, eksis—
fensi Polri di mata masyarakat memang sangat berbeda dengan
tentara. Paradigma Polri idealnya adalah memberikan rasa
aman pada masyarakat dari rasa tekut terhadap kejahatan
(fear of crime). sedangkan paradigma militer hanyva mengenal

“membunuh atan dibunuh” (kill or be killed).l27

Sesungguhnya, sejak tahun 1969 pernah diuvpayakan melu—
ruskan gaya pemolisian dari military heavy ke arah civil
heavy. Misalnya, dengan mengubah istilah Panglima Angkatan
Kepolisian (Pangak) menjadi Kepala EKepolisian Republik
Indonesia (EKapolri}, Panglima Daerah EKepolisian (Pangdak)

menjadi Kepala Kepolisian Daerab (Kadapol) vang kini menjadi

br . 3 Tty T P it 2
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Jabatan kepolisian.

147, Erlangga Masdiana dalam Kunarto, Merepungil Kritik Terhadap Polri, Buku
Eeempat, Cipta Manunggal, 1999, halsman 155




' :ﬂfjtelah menetapkan pembenahan~menyeluruh mulal dar1 tugas W

 Bahkén  bletha§o1ri'keéémbilanwpéda Waktu itu, Eﬁﬁén”f
*?Sudaarwo sebutan komandan dlgantl menaadl kepala, sehlngga_yi
-sampal saat 1n1 dlkenal 1st11ah sepertl Kapolsek Kapolres o

'_fdan Kaﬁolw1l Sedangkan Kapolrl kedelapan, Awaludln Daam1m 5

* ffungs1;;:dan peranan sertaf éﬁd1d1kannVa-_ Tuauannya _adalahh;ft:
.tagar Polrl mampu mengangkat 01tranya meﬁaadl PDllSl yangi_n
. Lpr0fes1ona1 dan. dlClntal masyarakat pollsl vang mahir. hukam.“
“_dan tunduk kepada hukum teraebut- _Akan tetapi gagasan u
:tersebut_tldak-berkelanautan, sebab ahggaran vang diperoleh_;-
'qupi sebagai bagian dafi ABRIT adalah sangatbt terbata$ 
- dibandingkan déngan tuntutan tugas yang semakin berkembang

cepat, sehingga pembenahan tersebut menjadi tertinggal Jauh -

di beiakang-

Pemanfaatan acuan intelektual di dalam negeri guna
membangun Polfi vang didambakan menjadi tidak mungkin,
karena memang tidak tersedia. Hampir-hampir tidak ada
lembaga wvang melakukan pengkajian tentang kepolisian.148
Sementara itu pemanfaatan acuan dari berbagai keahlian di
luar negeri pun memerlukan rentang kendali birokrasi vang

panijang dan berliku-liku. EKetika berhasil, keahlian inipun

telabh dilipunti berbagal mansa kepentingan vang dipengaruhi

oleh gava pemclisian vang militerisme.

148, FKecuali Pusat  Studi Kepolisian (PSE)Y di Universitas Diponsgoro  di
marang vang sudsh 1dmd ada dan Pusat Pengkajiian Polril (Pusiian) \Universitas
El&nEbUQPa di Bandung vang baru berdiri pada 27 Revtember 1899,




:}_*semua masyarakat dlhentakkan oleh suatu kondlsl nyata bahwa;f}

Apablla dlcermatl, Abad XXI adalah sebuah .bentangan;:f
masa yang memberl akomoda51 yang ebih-lapang terhadap ikliniﬁ.”
'_ demokratlsasl dan keterbukaan serta penghargaan terhadap hakf_'-

: _asa51 manu51a. Qalam era refbrma51 sepertl_ sekarang- ini.,

 ;5masa lalu merupakan masa ?ang tldak tanggap terhadap a391~1 ;;_

”ira51 masyarakat Pemerlntah teru& membangun dlsertal dengan: f..
_semangat vang menggebuegebu tanpa mendapat 'dukungan nyata: .
.aafi rékyét, Kondisi demikian pada akhirnya membuahkan.kl

jketgrpurukan, bukan saja di bidang ekonomi melainkan Jjuga

ﬁelumpuhkan berbagai pranata sosial, bahkan ambruk dan harus

mulai dibangun kembali. Sementara itu pranata hukum vang

‘masih ada sangat didambakan guna tetap menjaga, memelihara,

dar memulihkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat,
walaupun kadang-kadang pranata ini semakin banyak dilecehkan
akibat adanva krisis kepercayaan masyarakat terhadap Peme—

rintabh.

Dalam kondisi seperti inilah, seharusnya Pemerintah
membangun Polri dengan orientasi vang selayvaknya berubah.
Ini berarti bahwa Polri harus lebih berorientasi pada
pelayanan, bukan pada kekuasaan seperti yvang terjadi selama

ini. Polisi wvang mengedepankan pendekatan kesejahteraan,

bukan polisi vang mengedepankan kekerasan dengsn dalih
melaksanakan tugas represif. Namun unbtuk mewnjudkan sosok
polisi seperti ini, diperlukan pra-kondisi yang dibangun

secara sungguh—sungguh.
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Sem@ntara itu harus diakui terutama sejak era refor%~ 3

.P1_ mas1. menggellndlng banyak plhak mengemukakan pendapatnya” f
gmengenal. perlunya kemand:l.m.an,_1ndepanden51E Pclrl. Dengam: ,-

- kata 1a1n bahwa untuk mencapal kemandlrlan dan prof931onalmlf”

” :f1Bme sebaiknya Polrl memang harus 1epas darl ABRI Artlnya e

'7;f?olr1 yang berdlrl send1r1, agar otorltagnya selaku aparat;~fﬂ:
 Penegak hukum dapat beraaian dengan balk +anpa terlnte“vnnslg":
'plhak 1ain,_ sebab memang Polri mempunyai w11ayah kerja.7;

- send1r1 yang berbeda Jauh dengan dlmensl dl luar Polrl_

T Jika Angkatan Perang seperti Ang&atan Darat, Angkatan  
Laut,  &an_ Angkatan Udara berurusan dengan dengan masalah
pehégakan dan pertahanan kedaulatan negara, baik di darat .,
di. iaut, dan di udara, sehingga memerlukan kemampuan olah
senjata dan olah perang, maka Polri berurusan dengan masalah
hukum dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan
dalam negeri, baik itu pada masa tertib sipil, maupun

darurat sipil.149

Tuntutan vang menghendaki pemisahan Polri dari Angkatan
Perang sebagai bagian dari tuntutan reformasi hukum,
bukanliah sekedar perscalan setuju dan tidak setuju. Sebab

andaikata memang Polri dipisah dari ABRI, tetapi kalau

148. Apsbila dibiarkan berlarut-larut, maka kondisi ini akan meningkat
menjadi darurat militer atau Staat van beleg, Staat van Oorlos. Menarut
Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukim (Terjemshan Saleh Adiwinata dan Achmad
Teloeki), Binacipta, Bandung, 1983, halaman 529, mengartikan SOB sebagai
keadaan bahava perang vang dipertajem di mama penguasa militer diberikan
kewenangan vang lebih luas mengenai kehidupan rakyat sehari-hari dan segenap
renduduknya.

1AL




_orlentasl Polrl tldak berubah ke arah pelayanan masyarakat

dan persep31 masyarakat juga tldak beruhah terhadap kontr1m '
.bu51 Polrl dalam pengamanan daﬂ Penertlban,  sudah tentui.
ftldak akan banyak artlnya. ﬂenglngat kun&i$1 yang demlklan,f'L

f'dapatlah dlasum81kan bahwa kredlblllt38 Polri baru dapat 3'

'_ beruhah ' Jlka ia dlberl otonoml yang luas dl bldang penyl~J i.
”dlkan,_ dlberi anggaran Vang cnknp memadal,: sehlngga padaff*'

'glllrannya dlharapkan akan mampu memperbalkl kinerjanya.

.'Oleﬁ sebab ituléh, pernyataan Menhankam Pangab Wiranto
“dén penégésan Presiden B.J. Habibie pada péringatan H#UT ke—
53 ABRI di Cilangkap, Jakarta, 5 Oktober 1998 tahun lalu,
merupakan titik awal bagi upayva ke arah realisasi reformasi
di bidang hukum menuju masyarakat madani. Inti pernvataan
itu adalah,”... bahwa mulai April 1999 Polri akan dipisahkan
dari ABRI dan dalam masa perubahannya itu akan berada di

bawah Menhamkam"-lsg

Sayangnya pernyataan tersebut masih berkonotasi dan
bernuansa “setengah hati™, sebab polisi di masa depan
idealnya adalah polisi yang terbebas dari permainan politik,
tidak Dberpihak, mampu memelihara keamanan., ketertiban dan

ketenteraman masyarakat, serta terbebas dari dokbrin dan

gaya militer, walaupun disiplin, kebtegssan, maupun &sprift de

corps—nya masih mengecu pada militer. Pclisi di mass depan
idealnva adalsh polisi vang mehir hokom, papun mamen  unbok

tunduk terhadap hukum itu sendiri.




Penggunaan paksaan dan kekerasan serta pengayunan Q
'kewenangan' yang diberlkan hanya dalam 'batas4batas yangf”:
-7 dibo1ehkan-hukum Dengaﬂ demlklan, poligi dapat melakaanakmu; Q

{tugas,- fungsi : dan eksistensmnya dalam abad ketlka_ dem0m  f

7}?krat15as1 transparan51, dan hak asasz semakln. mengemuka.fV;g

ﬂ:ffSelanjutnya, memang perlu dlsiapkan;iberbagai pra—kond151@f; 

' agar Clta“915a itu. Qapat ulwuaugkan,. sebab pﬂllﬁl yang _
7mand1r1 bukanlah Sekedar pem1sahan organlsasl Polri dari'

;ASRI,giPraukondlsl tersebut harus mampu mengubah orlenta81
'LPoiri ”dan persepsi masyarakat tentang Polri. Kriteria term- 
' sebut antara lain bahwa dalam wvisi ketatanegaran, Polri
sudah. éehérusnya memiliki sebuah departemen atau non—
d&partemen sendlrl vang mandiri di bawah Presiden setingkat
Keaaksaan Agung, sehingga ia dlharapkan dapat menjalankan
kebijakan pemolisian yang netral, berwibawa, dam dicintai

rakyvat.

Selanjutnya di dalam sistem kekuatan bersenjata, pelisi
memang bukan militer, sebab arena dan ajang tugasnya hanva
berkenaan dengan keamanan dalam negeri. Dengan demikian,
maka pola penanggulangan keamanan vang selama ini disusun
berdasavkan spekirum ancaman dan eskalasi keamanan, periu

disusun kembali seirama dengan keadaan tertib sipil, darurat

sipil, daruratb ﬁiliter dan seterusnva. Begitu pula halnya di
dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan Dbumper-nya
aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, polisi periu pula
memiliki kewenangan pra-penuntutan., selain menjadi penyvidik

tunggal, serta periunyva dibentuk Mahkamah Eepolisian.

g
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Sementara itu, d1 dalam 81stem otonomi daerah garis.
.komando kepollslan_ haruslah tetap pada aalur ~dari pusat.g-
lsampal daerah Kebljakan POlltlk pollsional harus beradaﬁ_f

__pa&a Kapolri selakn pucuk plmplnan tertlnggl, mﬂskipunQ:”

'3“-fd1rasakan ma81h dlperlukannya sebuah penetapan :keblaakanff:'

'taffpem01181an daerah oleh suatu dewan yang dlsebut Pblice!if"

 §bunci4, ﬁg terd;r; atas Kapoida, Pemdu, dan "DPRD. Dengan;H
_@émikian gaya pemolisian yang_gewenang—wenang dapat dihin—
&arkan__éejak dini. Sedangkan kriteria di atas, sudah tentu
ﬁerlu diikuti pula oleh suatu sistem kepegawaian agar statué
Polri menjadi semakin jelas. sebab Polri di satu pihak bukan
militer- dan di lain pihak juga bukan pégawai negeri sipil,
 mé1ainkan pegawai negeri yang memiliki kepangkatan dan
beraturan gaji tersendiri. Anggaran yang diberikan bagi
instansi Polri sebaiknya melalui sektor keémanan tersendiri

vang dialokasikan melalui APBN.

Di sémping itu pula, angsota Polri sebaiknya tidak ber—
partai, namun tetap menggunakan hak pilibnya dalam Pemilu
vang dilaksanakan setiap lima tahun satu kali. Dalam sistem
keamanan semesta, polisi berperan dalam pengendalian Polsus
dan berbagai potensi masyarakat bagi keamanan Swakarsa,

sebad hal ini masih relevan mengingat anggaran polisi dalam

masyarakat modern tidak mungkin dipikul seluruvhnya oleh
anggaran negara. Begitu pula dengan perikembengen  Erimi-
nalitas, masalabh lalu-lintas dan Dbencana, tidak mungkin
ditangeni secara efektif +tanpa partisipasi akbif dari

masyarakat vang bersangkutan.




"_perlu dlbentuk sebuah Qrganlsasl prof981,_ Bumpah polisi, .
'fjtata cara upacara yang menaamln tradisl dan solldaritas yangjf;

.'"7flebih berorlenta81- pada pelayanan,_dan yang tldak kalahfiﬁ

“Guna mewujudkan polisi yang 1eb1h profealonal Eelrama.f
ndengan tuntutan dinamika masyarakat maka pamblnaan prafesl_**

fperlu dlland381 kode ebik dan etika kepalisian- Untuk 1tu,"

pentlngnya adalah perlunya 81stem pendldlkan Iptek yang'-

sudah-tentu akan mendukung pada perwujudan ke arah profesio—

nalisme Polri wyang mandiri.

Tanda-tanda zaman untuk mencépai ke arah yang dicita-—
citakan itu, ternyvata mendapat sambutan dari pemerintahan
transisional. Terbukti pada 1 April 1899, terbit Instruksi
Presiden Republik Indonesia MNomor 2 Tahun 1998 tentang
Langkah-langkah Eebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dari

ABRT yang merupakan landasan formal bagi reformasi Polri.

Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri
Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI untuk:191
1. Segera menyiapkan pembaharuan terhadap Undang—Undang
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-—

Undang Nomor 28 Tahun 1887 tentang Eepolisian Negara

151.

RepubIik Tndonesia, serte tndang-undang maupun peratiran

vang bverkait.

Tim Pokia Reformasi Polri, Reformasi Memaju Polri vang Profesional,

Mabes Polri, Jakarta, 1999, halaman 4.




_ 2 Secara bertahap mulal mﬁngambll langkahﬁlangkah seperlu—;
- nya. dalam rangka reforma81 Polri dengan menempatkan_ .
-:_slstem dan penyelenggaraan pemblnaan k&kuatan dan eperam;;;
81onal Polrl pada Departemen Pertahanan Keamanan. |
;3-{Menyelenggarakan aegala keglatan dan upaya untuk menolpubf;
'“ takan kondlsi yang menunaang pelaksanaan proseg sepertlé;;
dlmaksud d1 at as. | =
é. Hemasyarakatkan penggunaan istilah TNI untuk mengganti

istilah ABRI.

.Berdasarkan instruksi tersebut, maka pada 1 April 1999”
éistem dan penvelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasi-—
onal Polri dialihkan ke Dephankam RI. Pelaksanaan reformasi
Polri tersebut merupakan momentum vang wajib ditindaklanjuti
oleh Polri dalam merumuskan kembali kedudukan, tugas, dan
peran Polri vang sesuai dengan aspirasi: masyarakat wyang
menéarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam

tatanan masyarakat madani.

Dalam tatanan masyarakat madani, idealnya penvelengga—
raan negara menganut paradigma baru vang menjunjung tinggi:
supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi

manusia (HAM), transparansi, dan keadilan. Paradigma ter—

sebut - merupskan tantangan dalam Upays Do
depan yang harus diakomodasikan secara struktural, instru-
mental, dan Enltural. Pengskomodasian 41 atas akan berkaitan
dengan Jatidiri organisasi (strukbural), Jatidiri fungsi,

otoncmi  kewenangan dan kompetensi (instrumental), serta

ft
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'jatidiri sikap dan perllaku kepallslan balk perorangan H
*maupun satuan (kultural). Menglngat ek313ten51 Polri selama_
'1n1, maka dalam era reforma51 ini. Polri harus banyak melakum_"

?kan perubahan.

Perubahan -struktural handaknya mancakup 8181 pranatau;r-
::{1embaga, 1nst1tu51) kepollslan, balk dalam tatanan ketatarf:f;'
 negaraan, organlsasw mauan shsunan dan kedudukan Polri itu
.sendlr;-_ Dalam tatanan ketatanegaraan harus diakui dan
:ditégaskan, bahwa fungsi kepolisian dilakukan oleh Polri
sebagai perangkat pemerintahan. Agar lembaga Polri ini
bersifat otonom dan mandiri, maka organisasgi, susunan, dan
kedudukannya harus berupa lembaga vemerintah non—-departemen
vang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.

Pertanyaan sekarang, "Dampak apakah yang akan terjadi
ketika organ Polri dipisahkan dengan ABRI?" Jawabannva
adalah bahwa dengan status organisasi yang demikian itu,
diharapkan Polri akan memiliki peluang yang lebih besar guna
meningkatkan kinerje dalam rangka memberikan pelavanan
kepada masyarakat. Oleh sebab itulah, organisasi vang baru

harus memuat prinsip-prinsip sebagei berilkut-

1. EKepolisian HNegara Republik Indonesia harus menganut

Integrated syﬂtemlsz sebagai Fepolisian Nasional Indone—

152. Id negara demokratis sistem kepolisian pada wmmnys  digolongkan pada
tiga model, vaitu: Fragmented system, centralized gvatem, dan Iintegrated
system. Fragmented system adalah badan kepolisian vang tumbuh dari bawah.
Sifatnya sangat desentralisasi dan hanya menangani hal-hal tertentu, misalnva:




sia. Pendekatan pengorganisasian ini harus dilakukan_

secara bﬁttam' up dengan pendelega81an wewenang : dan

tanggung Jawab yang 1eb1h 1uas kepada kesatuan kew11ayahw

;an,' teruﬁama Folres sebagai kesatuan operasional dasar.

,(KOD) dan Pelsek sebagal uaung tombak operaslonal- -

.-;2_7W1layah hukum kesatuan kew11ayahan Polrl harus dlsusun;f;

berdasarkan Dembaglan W11ayah nemerlntahan daerah dan
3lstemnperadllan pidana serta perkembangan masyarakat.

3. Organisasi Polri harus disusupn tanpa birokrasi dengan

rentang kendali vang panjang. Dengan kata lain organisasi -

Polri harus hemat struktur, namun kayva akan fungsi.
4. Struktur organisasi Polri harus lebih bersifat ‘“net—work
daripada berbentuk piramidal, sehingga kerjasama dapat

terus dikembangkan.

Perubahan instrumental akan mencakup filosofi (berupa:
visi, misi, dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi,
kemampuan fungsi dan Iptek. Secara filosofis, maka kandungan

vang digunakan adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

e Loatinusd. .,

FBI hanya menangani pidana tertentu, Secret Service (55) hanya menangani
masalah keuangan dan pajak tertentu, sedangka DE4 hanya menangani masalah
Narkoba. OGistem ini terlihat di AS, Kanada, dan Belgia. Centralized system,
adalah badan kepolisian vang sifatnya sentralistis seperti di Perancis dan
Italia. Dalam sistem ini pengawagsan terhadap lewbaga kepolisian sangat ketat.

~-Tajusnnye-—egar-—kepolisian-tidak-dijadihan-sebagat-—alat —potitik— Totegrated

system, adalah gabungan antara sistem pertama dan kedua. Tipikal dari
kepolisian semacam ini dapat dilihat seperti di Jepang dan Inggeris. Dalam
sistem ini dapat terlihat bahwa walavpun standar kerja ditetapkan secara
nasional, namun dalam implementasinya bersifat desentralisasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat. Menurut paradigma terakhir
inilah dapat ditarik visl secara universal, bahwa polisi itu tidak harus meng-
abdi pada kekuasaan, melainkan harus bersikap-tindak sebagai abdi negara vyang
reka dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh dari sifat universal
ini dapat terlihat dalam wujud kerjasama polisi internasional (Interpol).




dan Tribrata yang mamuat nilai nilal ke?Ollslan sebagai abdl
_u$ama, s&bagal_ warga negara teladan,: dan wajlb menaaga

ketérﬁlban prlbadl.rakyat-

Viﬁl Polrl akan m&muat pernyataan bahwa Polr1 adalahT;_

alat negara penegak hukum pemellhara keamanan dalam negerli”f'
yang bertanggungwaawab profe51ona1 dekat dangan maayaramffﬁ

.kat,-dan mempunyail komitmen terhadap masyarakat*

Hisi. Peri adalah dal&m upaya menegakkan hukum secara
adil danﬁﬁenghormati hak asasi manusia, memelihara keamanan .-
dalam _negeri_dengan memperhatikan porma dan nilai vang ada
di dalam masyarakat, melindungi., mengayvomi dan melayani
masyarakat, serta mendorong guna meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan hukum masyarakat.

Doktrin Polri adalah Tata Tenirem Keria Raharja. Hal
ini memang perlu lebih ditegaskan, sebab setelah Polri
berintegrasi dalam ABRI, maka doktrin vang diberlakukan
adalah ‘“Catur Dharma Eka Karms vang dalam perkembangannyva

ternyata sudah tidak sesual lagi dengan tugss pokok Poiri.

Mengenai kewenangan Polri telah diatur dalam Undang—

Undang Kepolisian dan berbagai undang—undang serta peraturan

e BEPRdang-undengan——lain--sepaniang-mengatur-—tenbang —kewe

nangan kepclisian. Namun demikian, dalam perspektif refor—

masi perlu diadakan penvesuaian terutama wvang berkaitan
dengan pasal yang mengatur tentang status dan kedudukan

Pplri sebagai unsur ABRI.




Langkah vyang harus diambil sebagai upaya pemuliaan : o

' 'pr0faéi mélalui otonoﬁi.kewenangan Poiri pérlu ditingkatkan,fzn
_sehlngga penyesualan dan éerubahan Undang_undang Kepolisian
 per1u dllkutl dengan parubahan undangmundang terkalt yang;.ﬂ
_.perubahannya itu harus memuat* ' '

 $1 Adanya keaetaraan antara Polrl dengan instansi pénégakff'”

hukLm lalnnya. ﬁlsalnya dengan Kejaksaan Agung dan Depar—
temen Eehakiman wyang status dan kedudukannya langsung di
bawah Presiden.

2. Adanya pencegahan bagi peluang adanya intervensi kekua—
saan terhadap Polri, apalagi intervensi yang mengarahn
pada penvalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi,
kelompok, maupun golongan.

3. Adanya ketegasan kewenangan, sehingga akan terhindar
pelaksanaan peran vang tumpang tindih., terutama dalam
masalah penegakan hukum dan pembinaan keamanan ketertiban

masyarakat.

Selanjutnyva dalam cakupan kompetensi, dapat dikemukakan
bahwa kompetensi kepolisian erat sekali kaitannva dengan
kewenangan Polri dengan kewenangan instansi lain, terutama
dalam mengemban fungsi kepolisian khusug. Kompetensi ini

idealnya dikembangkan dalam kerjasama vang saling mendukung

melalni penerapan asas partisipasi dan subsidiaritas-lSS

Penerspan asas partisipasi dalam tugas kepolisian wpreventif dapatv

dilihat antara lain dalam bentuk Satpam, Poskamling, Jagabava, dan Banpol.
Sedangkan asas subsidiaritas adalah asasz vang memungkinkan Polri dapat
mengambil tindakan yvang dianggap perlu dalam hal instansi vang berwenang tidak
ada atau belum mengambil tindakan.
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Mengenai kemampuan fungsi dalam perspektif reformasi
. harus -diarahkan pada pengnasaan kemampuan spesifik, sebaﬁl'
hal ini menyangkut tugas aktual yang_seﬁuai dengan tuntutaﬁ._
idan-ihéfépan” masyargkai. Sedangkén @além ﬁai Iptek, ﬁék§i
:..Qéﬁﬁnfaatan.Iptek-iﬁi"hapus disesﬁaikaﬁ_dengan visi.dan misif'w
| eorta tusum Polri itu sendiri. Standar dan persyeratan
Iptek perlu dirumuskan agar terpenuﬁi persyaratan profesic—
nalisme serta objektivitas pelaksanaan tugas, di samping
mendapatkan — manfaat berupa peningkatan  mobilitas dan
kecepatan informasi dalam rangka memberikan pelayanan vang

lebih baik kepada masyarakat.

Terakhir adalah perubzhan aspek kultural vyang meng—
gambarkan budaya kepolisian vang secara langsung akan di~
tanggapi oleh masyarakat, baik berupa pujian akibat perasaan
puas maupun celaan akibat ketidak puasan atas sikap tindak
sebagian anggota Polri selama ini; Di samping itu, sebagai
dampak dari pemisahan Polri dari ABRI adalah perubahan
manajerial yang davat terbagi atas manajemen sumber dava
manusia dan manajemen operasional. Manajemen sumber daya
manusia terdiri atas pembinaan personalia, rekrutmen154,

sistem pendidikan Pelri, pembinasn material, fasilitas, dan

Jasa, serta sistem penganggaran. Sedangkan manajemen opera—

sional terdiri atas sistem operasional Polri, sistem dukung-

an operasional Polri, dan pengawasan Polri oleh maagyvaraksat.

184, Menurut Wojowasito dalam Kamus Inggeris-Indonesia, halaman 172, istilah
rekrutmen berasal dari bahasa Inggeris "re cruit” vang berarti calon serdadu
(dalam tentara), menambah orang baru, mengerahkan, dan memperkuat.




1. Menajemen Sumber Daya Manusia

Dalam perubahan manajerial_yang berkaitan dengan mana-—
jemen sumber daya'manusia_sehérgsnya mengacu pada doktrih
"pembinaan_'dan’v;sifﬁulri ke dalam (inward looking), yaith 
. dengan mewnjudkan kesiapan, kemampusn, dan kekuatan eumber
daya manusia itu Sendiri.'Urgensinyé sudah tentu demi ter-—

laksananyva tugas pokok Polri dengan baik.
a. Pembinaan Perscnalia

Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1899
tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan
Polri dari ABRI, maka anggota Polri tidak lagi  Dberstatus
militer melainkan pegawai negeri sipil vang dipersenjatai
atau " a civilian uniform” yang diberi tugas dan wewenang
kepolisian sesual dengan aturan perundang-undangan tersen—
diri, serta dalain hal pembinaan kepegawaiannya bersifat
otonom. Dengan demikian, dalam status tersebut anggota Polri

akan lebih tepat apabila mendapat julukan pegawai Polri.

Selanjutnya dalam menyikapi tuntutan reformasi, pening—
katan aspek kuantitas dan kualibtas anggota Polri merupakarn

sesuatu vyang urgensi sebagai konsekuensi logis dari upaya

peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri, sebab hampir
di setiap negara maju kuantitas pegawai Polri selalu dikait—
kan dengan Jjumlah penduduk negaranva. Guna pemenuhan kuanti-—
tas tersebut pada lima tahun mendatang ratio jumlah Polri

dengan Jjumlah penduduk harus diupavakan menjadi 1:750.




Dalam pelaksanaan tugas, idealnya tugas Polri dikatego—
rikaﬂ_ dalam tiga strata (golongan) yaitu: pertama, petugas:
1apangan (worker) yang pada umﬁmnya diemban aieh pegawai
quri ;go1ongan I dan II atau setingkat dengan itu. Kedué;f

ﬁ?enyélia_ lapahgan {supervisor) yang dijabat oleh yegawaﬁj_ 

' Polri golongan III atau setingkat dengan itu. Ketiga,

eksekutif atau manajer yang dijabat oleh pegawai Polri

golongan IV atau setingkat dengan itu.

Berangkat dari idealisme di atas, maka aspek pembinaan
pegawai sejak penerimaan sampai dengan pemisahan (baik
melalui pemutusan hubungan kerja maupun pensiun) sebaiknva
diarahkan terutama untuk mendukung kelancaran pelaksanaarn
tugas di lapangan. Dalam hal kepangkatan sebaiknya tidak
terlalu banyak jumlahnya, sebab apabila ketersediaan strata
kepangkatan menjadi terlalu tinggi dan banyak jumlahnya akan
mendorong para pegawal untuk berlomba secara tidak sehat
mengejar kenaikan pangkat tanpa diimbangi dengan tekad untuk
meningkatkan prestasi sesual sengan golongan kepangkatannya.
Oleh sebab itulah, sistem kepangkatan dalam organisasi Polri
idealnya tidak harus sama dengan sistem kepangkatan militer
seperti sekarang ini. Baik beuntuk, sebutan, maupun struktur—

nya sebaiknya berbeda, sehingga tidak lebih dari 12 tingkat,

vang setiap jenjahg kepangkatan dapat mencerminkan tingkab

kemampuan, peran, dan Jabatannya.

Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka setiap pegawai

Polri di lapangan akan merupakan penegak hukum dan pembina




. keamaman ketertiban masyarakat vang tidak terpengaruh hie-
rarki- Hal ini sudah tentu merupakan kehormatan dan kebang—
gaan tersendiri, sebab berbeda dengan anggota militer vang

dalam setiap sikap tindaknya harus selalu bardasarkan '

:perintah atasannya Oleh sebab itu, bagi pegawai Polri yang L

_sedang melaksanakan tugas di garis terdepan sebaiknva tldak;fa
:menggunakan atribut kepangkatan, mereka cukup diberi idenbti—
tas yang menunjukkan bahwa mereka adalah pretugas Polri vang

sedang bertugas,

Pemberian tugas bagi pegawai Polri haprus dilaksanakan
secara tepat melalui sistem penilaian dan karier berdasarkan
prestasi kerja dengan mengutamakan kualitas dan keahlian
(merit and achievment system), sehingga tercipta proposional
dan profesional (The right man on the right Job). Begitu
pula halnva dengan pengangkatan dan .pemberhentian Jabatan
Kapolri dapat secara terbuka dipertanggung-jawabkan kepada
masyarakat melalui komisi pengawas kepolisian, baik di

tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam memberikan penghargaan kepada pegawal Polri.
sistem kompensasi vang adil dan kompetitif merupakan pra-

syarat bagi peningkatan kinerja dan disiplin Polri. Meng—

ingat resistensi sebagal risiko tugas vang mingkin. . dlhada“1

dan ditimbulkan oleh pekerjaan Polri lebih tingei dibanding—
kan dengan pegawai negeri iainnya, maka sistem penggajian
anggota Polri pada strata terendah dan terdepan pun sepatut—
nya ditingkatkan nilainya, baik mengenai gaji pokok, uang

lauk pauvk, tunjangan jabatan, keluarga, Juga perlu ditambah
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"dengan tunaangan perumahan, transporta51, rlsiko,_kesehatan, L

'ﬁ'pakaian dan laln sebagainya. Apabila hal lni dapat dipenuhi

'Z]'maka para pegawal Polrl diharapkan dapat 1ebih berkonsenmjff

'ﬁLftra81 pada pelaksanaan tugasnya, sehlngga mereka tldak perlu ”7

'”5*flag1 melakukan pungll 'aklbat rendahﬂya mental dan penda“_f;='

°1fffpatan'“mﬁreka,¥ Apablla setelah kondiai kompensasl mereka 1;j;

| d;pennhl 'm581ﬁ uerdaél auga pelanggaran aemacam dl atas
Lmaka pelakunya waaxb dlambil tindakan tegas dan dladili d1- n

peradllan umum atau mahkamah kepollslan. :

Mengiﬁgat.peiaksanaan tugés ?olri ini memerlukan kema—
.tangan.eQOSi.yang hérus befnuanéé kearifan, sedangkan sifat
.ini_ biésgnya dimiliki oleh mgreka vang berusia antara 50”
.'saﬁpai idehgan 60 tahun, maka usia maksimum pensiun pegawai
Polri yang berlaku sampai saat ini dirasakan sangat merugi—
kan organisasi, sebab ketika para pegawai Polri sedang pada
posisl tingkat emosional yvang matang, mereka harus berhenti
karena wusia pensiun. Oleh sebab itulah, batas usia pensiun
bagi pegawai Polri untuk golongan I dan 1II seyogyanyva
ditingkatkan menjadi 56 tabhun dan unituk golongan III ke atas

ditingkatkan menjadi 60 tahun.

b. Penambzhan Anggota Baru

Sesuatu vang selalu menjadi masalah dalem kajian profe—
sional dan kinerja organisasi Polri adalah mensenai kualitas
pegawal Polri, sebab seringkali sosok vang satu ini  hampir

selalu diidentikan dengan sosock vang korup, arogan, tidak

_L
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profesional dan citra buruk laimnya. Seringkali eksistensi
dari organ ini dipertanyakan, “Apakah 901131 -itu penertib““_
~atau pengusik dan apakah polisi itu pengayom atauxpenindgs?f:'n
Untuk mengantisipasi hal tersebut dl ‘atas, di ﬁasaf]}

-Lfdepan proses penambahan anggota baru (rekrutmen) pegawalifﬁ*

"ffPolrl harus benar—benar mampu menaarlng blblt kualltas;  

]unggul. Setiap calon diseleksi berdasarkan krlterla persya—

ratan: jujur., bertanggung jawab, penub inisiatif, rela ber—

korban demi kepentingan negara dan orang lain, memiliki_

‘stabilitas emosional yang tinggi, mampu berkomunikasi dan

bersosialisasi dengan baik, memiliki postur, fisik, dan
organ btubuh yvang baik, serta memiliki tingkat intelegensia

vang cepat dan benar.

Di samping persyvaratan di atas, guna menjaring pegawai
Polri yang berkualifikasi bibit unggul, sebaiknya calon yang
akan dijaring diutamakan yang mempunvai ijasah sarjana atau
minimal SLTA. Tujuannya, jelas untuk mengimbangi dinamika
masyarakat yang semakin berkembang. Bahkan di sisi lain
sebaiknya dimungkinkan adanya penerimaan pegawai tidak tetap
(out scourcing) berdasarkan kebutuhan organisasi, sehingga

diharapkan akan dipercleh fleksibilitas.

Memang harus diakui, bahwa sampai saat ini untuk
merekrut pegawai Polri masih dilakukan melaluil tiga pintu,
vaito melaiui Jalur bintara, Akpol, dan perwira wajib
militer. Di masa yang akan datang, sejalan dengan tuntutan

reformasi vang menuntut Polri vyang profesional, maka




.'{penyelenggaraan renambahan pegawai baru diarahkan melalui :_
ljdua pintu, yaitu untuk setingkat petugas lapangan (police' f
:;Womker) dan seﬁlngkat penyelia lapangan (first line 3upep— } 

'._'Viébri, yang Pada akhirnya akan menuju . ke sistem satu pintuh;ﬁ

.'”_j(oae door &ystem)- Sebelum &1angkat menaadl pegawai tetap,:f;,'
fi?para calon pegawa1 dlberlkan kesempatan magang (pwobationarﬁr:-;”a
n ﬁperiad), dan bagl yaﬂg lulus masa percobaan akan dllantlkf7T '

Vmenaadl pegawai Polri yang ditandai dengan pengucapan. '

“sumpah dan pernyataan penerimaan Kode Etik Polri.

" ¢. Sistem Pendidikan Polri

Sejak Polri diintegrasikan dengan ABRI, maka sistem

-pandidikan vang diterapkan sedikit banyak bernuansa militer.

Nuansa militer inilah vang paling berpengaruh terhadap
penampilan Polri yang seringkali dikonotasikan sebagal
aparat arogan yang tidak disukai masyarakat. Oleh sebab
itulah sebagai upaya mewujudkan pegawai éolri vang profe—
sional, sistem pendidikan Polri harus disusun berdasarkan
sistem pendidikan nasional melalui pengembangan Timu Kepo—
lisian vang saat ini telzsh memiliki konsorsium di Departemen

Pendidikan dan Kebudavaan.

Substansi pendidikan dan latihan Polri sebaiknya ditata

kewbal i ternEastE T Euriknlum pada setiap Jenis pendidikan

Poiri dengan berbagai materi yang terkait erat dengan
profesi kepolisian seperti penguasaan masalah HAM, demo-
kratisasi, lingkungan hidup, dan diajarkan kemampuan dialog

interaktif, bukan budava interogasi seperti saat ini.




Jenaang pendidlkan ?olrl hendaknya dlsusun 'Bedemlklan  7

urupa guna memperoleh kemampuan dan kua11f1k381 keahllanf ?

ﬁmelalul pola pendldikan Strata 1 2 dan 3 serta melakukanjf;'

'5 kerJasama pendldlkan baik dl dalam negerl, maupun ai luarf  

' }neger1 Kuallflka51 keterampalan hendaknya dllakukan melaluifff .

.fpola pendldlkan le untuk tlngkat petugas lapangan dan D“Bfﬁ _

'untuk tlngkat penyella 1apangan
d, Pembinaan_ﬂaterial, Fasilitas,_dan Jasa

Seperti daiam organisasi apapun walaupun bukan segalaf' 
fnya, materi, fasilitas, dan jasa merupakan sesuatu yang
.Qenting_'dan -menentukan, sebab profesionalisme Polri akan -
sulit'diwujudkan tanpa dukungan peralatan dan ﬁasilitas vang
mémadai- Oieh sebab itu pembinaan material, fasilitas, dan
jasa harus lebih difckuskan kepada upava melengkapi per—
alatan kepolisian vang langsung mendukung pelaksanaan opera-—
sional di lapangan serta upaya pemeliharaan untuk memper—

panjang usia pakai.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dukungan per—
alatan wuntuk kesatuan kewilayahan, terutama Polres dan
Polsek harus mendapat porsi vang besar berupa sarana

mobilitas, sarana komunikasi, dan peralatan pendukung fungsi

Zepolisian dengan standar kKhusus. Sistem senjéta, alat utama
dan peralatan yang bersifat kekerasan dan berbtentangan
dengan bhak asasi manusia hendaknya ditinggalkan dan harus
diganti dengan teknologi kepolisian dan peralatan yang lebih

manusiawi. Fasilitas seperti kantor, markas, dan fasilitas
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' lainnya harus 1ebih dlsesuaikan dengan tuntutan yelayanan' '
: Hmasyarakat-: Dl seluruh tlngkat satuan Polrl a'sebalknya,- 
;:dlbangun suatu ruang pelayanan masyarakat sehxngga dlharap~f 5

 kan dapat memberlkan kenyamanan kepada masyarakat 'yang:~

7d11ayan1.- Tl&ak sepertl sekarang, masyarakat yang dlundangrfT

”' ;;untuk hadlr di kantor Polrl merasakan sepertl d;pggggiiii 

fun+uk urhsan krlmlnal.
. stoten et

Guna memenuhi kebutuhan anggaran Polri yvang lebih:
rasional, maka sistem penganggaran Polri harus terpisah dari
Biétem.penganggaran.deﬁartemen manapun. Anggaran Polri vyang -
selama ini hanya merupakan bagian kecil dari anggaran ABRI,
sebaiknya dialokasikan secara tersendiri dalam status
lembaga pemerintahan non-departemen atau sebagai departemen

‘baru dengan sebutan “Sektor Kepolisian®.

Program kegiatan dan sistem pengelolaan yang merupakan
implementasi sektor kepolisian harus dirumuskan secara ter—
sendiri pula. Di samping itu, anggaran Polri Jjuga dapat
didukung sektor lainnya sebagai sekbtor pendukung, misalnyva
dari sektor Hukum., sektor Pendidikan, sektor Iptek, sektor

Eesehatan dan lain-lain.

Sejalan dengan kebijakan mengenai pemberian otonomi
luas terhadap daerah, maka kebutuhan anggaran kepolisian di
daerah periu didukung pula oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APED).
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2. Manajemen @Pem.zsiﬁmi

Dalam upaya mengantlslpa31 tuntutan kebutuhan masyara~f  _

'Jkat menuau Polrl yang profe81ona1 maka manajemen operasi—fj 

ﬁ;onal akan terdlrl atas 515tem oparaalonal Polrl,: alstemij;j'

'=fﬂdukungan opera81ona1 Polrl, dan pengawasan opera81ona1 Polriffg

.oleh Masyaiakat-

‘a. Sistem Operasional

Sistem operasional Polri idealnya terdiri atas kegistamn

rutin dan operasi kepolisian. Kegiatan rutin (daily opera—

tion) adalah kegiatan yang dllaksanakan sepanjang hari,
‘minggu, bulan, dan tahun yang tujuannya guna menanggulangi
masalah kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Sedangkan operagi kepolisian dilaksanakan dalam
rangka menanggulangi masalah kontijensi (ketidaktentuan),
berupa kerusuhan massal, teror dan sabotase, bencana alam,
kecelakaan massal dan SAR serta gangguan keamanan lainnya
vang Dberintensitas tinggi seperti banditisme., kenakalan

remaja, Narkoba., perdagangan wanita dan anak—anak.

Dalam upaya melaksanakan pola ini, sebaiknya pendekatan

preemptis dan preveEntiT Ienih Tdikedepankan, sedangkan
tindakan represif dilakuvukan dalam menumbuhken efek jera bagi
setiap pelakuo tindak kejahatan. Inti pelavanan Polri  ({(cops
service) akan meliputi polisi tugas umum, termasuk bimbingan

masyarakat, pembinaan Kamtibcar Lantas dan penegakan hukum.
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”: Pelibatan unsur laln seperti komponen PES masyarakat umum,; 

¢}maupun unsur millter hanya digunakan sesual dengan ka@anu__f_:

.?ﬁtlngan agar tldak terkesan tumpang tlnﬁlh Dengan demlklani ";

.L:prla pelaksanaan operaslonal Polrl dan slstem pengendalianwlj,-

':-_fnya harus dlsusun Sedemlklan rupa,;sehlngga seluruh pelak

' 5ae1as apa yang menaadl tugas dan tanggung—gawabnya.

'“:b.:Sisteﬁfﬁukungan;Operasional
'”Guna'mendukﬁng pelaksanaan'oberASional kiranya diper1u4;
'zkan alstem duknngan balk teknls maupun taktis yang melipubi

penerapan 3.1z pengetahuan teknologi, pemantapan 81stem."

'31nformas;, dan pemantapan sistem komunikasi.

Penerapan iimua bengetahuan dar teknologi hendaknya
dilakukan melalui optimalisasi peranan laboratorium foren—
s8ik, ididentifikasi, kedokteran kepolisian, dan psikologi
kepolisian, serta Ekemampuan teknis pendukung operasional
lainnya. Pemantapan sistem informasi di bidang operasional
vang mendukung pengambilan kepubtusan hendaknya dilakukan
dengan cepat dan tepat termasuk pengoperasian pusat infor—

masi Eriminal (PIK). Sedangkan pemantapan sistem komunikasi

*fsana maupun unsur yang ter11bat dapat mengetahul secara if 

disueun secara sistematis dan berjenjang, sehingga akan
memudahkan komando pengendalian opesrasional Polri (komando,

kendali, komunikasi, dan informasi).lSS




.¢. Pengawasan Eepclisian oleh Hqsyarakat

Berangkat darl. karakteristlk pekeraaan pOllBi vang
--1ekat dengan penggunaan k&wenangan memaksa, maka serlngkalx;:'
Organ kepollslan dlpandang sebagal sosok yang menakutkan darf  
ikurang bersahabat _ sehlngga pada akhirnya diaaﬁhl orang; i
 ﬂbanyak Kekurangmtepatan dalam penggunaan kekuasaan kepolimti:
”51an vang berleblhan dan berdasarkan pendekatan keamanan |
semata, cenderung akan memunculkan penyalahgunaan kekuasasan

{(abuse of police power) veng melanggar hak asasi manusia.

Perlu kiranya ditegaskan, bahwa dalam menuju masyarakat
madani (ecivil society), kepolisian secara universal hendak—
nya disubordinasikan kepada masyarakatnya. Oleh sebab itu,
guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan perlu
dilakukan pengawasan terhadap kepolisian yang tidak hanva
dilakukan oleh badan pengawasan internal (built in control),
melainkan Jjuga pengawasan langsung oleh masyarakat. Model
pengawasan masyarakat ini, perlu dilembagakan ke dalam suatu
wadah berbentuk komite pengawas kepolisian. Badan ini pun
dapat Juga berfungsi sebagai motivator peningkatan kinerja
kepolisian. Di beberapa negara seperti Inggeris dikenal ada-

nya Police Authoruty dan Police Council (Dewan Kepolisian),

sedangkan di. Jepang ferdapat lembaga. MNational Public.-Sapety

Commision (NPSC).196

156. Ibid.




E. Studi Romparatlf antara Prinsip Kepolisian Negara Repub-—

1i%k Indoneslia dengan Xepolisian Negara Le=innva

Mempelajari dan memperbandingan kepolisian negara lain

melalui bentuk studi kepustakaan adalah untuk memperoleh

gambéran vang ubuh tentang_butirwbutir positif vang kiranyé::'

fdapét  memotivasi perilaku oragnisasi Polri. Adapun negara-— .

negara vang menjadi studi komparatif ini di antaranya_ 
Kepoligian di Inggeris., Perancis, Amerika Serikat, Eropa

Xontinental, dan Asia Timur.

1. Eepolisian Inggeris

Polisi Inggeris pada mulanva terbentuk melalul sejarah
vang panjaneg dan diorgenisasikan secara desentralisa81157_
Menurut Jenisnya, Ekepolisian terbagi atas dua, yaitu EKim

Pplice dan Ruler Appointed Police.
a. Rin Police

Kin Poliice adalah polisi rakyat, sebab polisi jenis ini
dibentuk dari rakyat setempat dan bertugas mengamankan
masvarakatnya sendiri. Sabtuan terkecil dari polisi semacam
ini disebut sebagai Tyihing yvang terbentuk dari kelompok

vang berangscotakan sekitar 10 keluvarga. Dari sebanyak  itu

satu orang dibunjuk menjadi pelisi vang disebut Thytingman.

Menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintshan Daersh, "Desentralisasi adalah penyerahsn wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesis”.




‘Sepuluh fhytingjﬁéﬁbawah pada Hﬁn@?ed@an dalam satu éhire:_:

yang dapat berbentuk Yorkshire, Lancashire, dan lain-lain

yang membawah pada,Sbir@<EEeve, dan dari istilah terakhir
itu Selanjutnya dikenal istilah Sheriff yang mewakili
"'pangeran'rmefeka {céﬁnt)._?ada akhirnya_satuan ini menjadi

_satuan = terbesar yang disebut sebagai County Police vang '

bertebaran ai seantefb inggeris.
b. Buler Appointed Police

Police semacam ini pada wektu dulu merupakan polisi
Inggeris yang sangat dibenci rakyat, sebab di samping sikap
tindaknya yang kejam, Jjuga karena polisi ini bukan diangkat
oleh masyarakat setempat melainkan oleh Raja. Sekarang
polisi semacam ini berkembang menjadi Kepolisian Metropo-—
litan London vang dilengkapi satuan penjaga keamanan negara

dan terkenal dengan sebutan Scotland Yard.

Walaupun didesentralisasikan, namun mereka diorganisa-—
sikan, diperlengkapi, dan dididik berdasarkan satu standar
polisi modern dengan ciri pokok bertindak profesional,
efisien, dan efektif. Di samping itu pula salah satu ciri
khas kepolisian pada negara demokratis adalsh sangat

menjungiung  tinggi HAM dan selaln siap memberikan bantuan

kepada masvara®at vang memerlukan.

Organisasi standar pada Eepolisian IngZgeris pads dasar-—
nva berbentuk direktorat vang terbagi atas dua bagian, wvaitu

bagian administratif dan bagian operasional. Bidang admi-

fout
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:~ histratif mérupakan bidang;péﬁ&ukﬁﬁé'yang alokaéihya:'hanﬁéfﬂ

10 % dari siemu'a'-ke:kuatan, sedangkan bidang operasmnal

'psangat besar peranannya dan terbagl lagl atas unsur prevenslz*f

':;dan. repr881 dengan kOﬂpOSlSl 3 1 Organlsa81 jinif tldak ff'

membagl fungsl secara taaam, namun dem1k1an 8eluruh kekuatan J7

 fiiipol1s1 terbagl &alam unlt keraa yang melakukan fung81

.158

'““;fl} Hemellhara keamanan dan mellndungl harta seseorang, “

“ 2) Mencegah-teraadlnya keaahatan;'

-3) Melakukan -tindakan represi, berupa kegiatan penyidikan

- sampai diajukan ke pengadilan;

'4) Menentukan séseorang harus diserahnkan ke kejaksaan atau.'

tidak;

" 5) Untuk perkara ringan mereka beritindak pula sebagai jaksa:

'6) Helaksanakan pengamanan dan ketertiban lalu-lintas;

7} Melaksanakan tugas khusus dari Departemen Dalam Negeri:

8) Belalu membina hubungan baik dengan masyarakat petempat.

Hal penting vang patut digarisbawahi adalah bahwa tolok
ukur kebherhasilan Polisi Inggeris tidak hanya diukur dari
crime total and crime cleared, melainkan bertumpu pada
terdapatnya suasana vang aman dan btenteram dalam kehidupan
magyarakat. Tolok ukur di atas merupakan hasil positif
setelah prinsip-prinsip dasar bagi organisasi Kepolisian

kan...olseh Bapak. Eepolisgsian... Inggeris, Siv

Inggeris...diletakk

158.

Robert Peel.

Robert R. Friedmann, Commmity Policing Comporative Perspsctive and

Prospects, Harnester Wheatsheef, London, 1992, halaman 11i5.

105




Adapun pr1nalp~yrin$ip 1tu adalah sebagai berikut‘lﬁg
'1};Polisi harus stabil efisien, dan terorganisasi menurut -L
| garls kemlllteran,  -'j | o |

. 2)1PG11Bl harus d1 bawah pengawasaﬁ pémerlntah;'

 3} Tldak adanya keaahatan merupakan hukti yang terbalk atas.; _

_keberha51lan sendlrl,

':'i;ffé)ﬁPembaglan penyebarluasan berlta keaahatan merupakan hal?li'

.yang sangat pentlng, . . | R 3

5}_?enggunaan kekuatan polisi, balk menurut wakbu maupun;-f
.daerah merupakan hal yang sangat pentlng,

8) Tldak ada slfat yang 1eb1h utama yang ada pada seorang m'
anggota darl pada penguasaan diri sepenubnya. Suatu sikap
vang ﬁeﬁéﬁg dan pasti mempunyai pengaruh vang lebih besar
dari pada tindakan kekerasan;

7Y Penampilan vang baik menimbulkan rasa hormatb;

8) Pemilihan dan pendidikan terhadap orang-oprang yvang cocok
merupakan akar dari penegakan hukom yvang efisien;

9) Markas besar kepolisian harus terletak di pusat kota dan
harus mudah dicapai cleh semua orang;

10) Pegawai polisi harus dipekerjakan atas dasar percobaan
sebelum diangksat sebagal pegawail tetap;
11)Y Catatan kejahatan pelisi sangat perlu untuk pembagian

tenaga polisi vang scbaik-baiknya.

Semua prinsip di atas selanjutnya menjadi Peel s Act 1829,
dan pada akhirnyva menjadi dasar Departemen ERepolisian HNew

York 1833.

159. John L. Sulivan, Op cit, halaman 135.
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_ 2f Keyqlisian ﬂme?i&a;Serikat

Henglngat Amerlka Serlkat adalah bekas koloni Inggerls,
maka trad181 kapollslannya pun mirip dengan kepollﬁlan Yaﬂg'i;
'ﬂﬁada d1 Inggerls bahkan kepollslan d1 Amerzka Serlkat sangat j]

'-jdesentrallstls. D1 negara Anic terdapat 1eb1h kurang 400 000];3

Kekqatan utamanya dlletakkan pada standar kwalitas kepoli-— _'
sian melalui teknologi canégih vang dapat mengakses seiuruh
data kepaiisian di selurubh negara dengan mudah, di samping
pembinaan kerjasama yang erabt, vang secara faktual dikenda-—
likan oleh Federal HBuresav Investigation (¥BI), sebagai

kepolisian nasional Amerika Serikat_lso

Eelihatannya memang cukup rumit, sebab masing-masing
departemen pemerintahan mempunyai yurisdiksi kepolisian
seperti misalnya:l61
a. State Departement (Departemen Luar Negeri) yang mempunyai

Security Section, vaitu seksi keamanan vang bertugas

melindungi keselamatan Perwakilan Negara Asing:

180. FBI adalah lembaga kepolisian federal vang awal mnulanya mempunyail
kekuasaan terbatas. Lembaga ini baru boleh melakukan upsva paksa sejak tahun
i DIDS S .. BEDBD. Eetika,. it feriadl resesi. ekonomi. .cdunis.. sehingga. iingkat

yur15d1k81 kepollslan,yang maslng"ma81ng berdiri sendlrl-'_:

kejahatan menjadi tingegi. Sejak itu sampai sekarang FBI dibolehkan melakukan
upayva paksa. Secara mendasar organ FBI terdiri atas dua, vaitu General
Criminal Investigation dan Internal Security Matters. Pada masa sekarang FBI
merupakan kekuatan kepolisian vang sangat tengsuh, canggih dan handal sebagail
aparat penegak hukum di suatu negara adidava seperti Amerika Serikat.

161. Samuel Walker, The Police in Amerika - An Introduction, Mc. Graw Hill
Inc, Hew York, 1992, halaman 18.




Interior Departement (Departemen Dalam Negeri) yang ber—
ﬁugas mengawasi sumber daya alam, tanah negara, taman,
pertambangan, sungal, perlkanan, reservasi Indian, Jalan
'raya (highway) dan sebagalnya,

-Pbst foiee DEpartement {Departemen Pos) dengan tugas"g

._ pencar1an surat—surat dan bendawbenda vang dlcurlgai

| pemalsuan surat berharga, penipuan dan pemerasan 1ewat

pos, pornografi, judi melaluil pos dan sebagainya;

Defence Departement {(Departemen Pertahanan) dengan yuris—
diksi kepoliseian militer yang terdiri atas Polisi Militer
Angkatan Darat, Angkatan Lawnt, dan Angkatan Udara;
Treasury Departement (Departemen Keuangan) yang terdiri
atas dinas pajak, alkohol., pemberantasan penyeiundupan,
penegakan navigasi, pertolongan keadaan darurat pantal
vang biasanya lebih canggih dari Angkatan Laut (US Coast
Guard), bea cukai, biro narkotika dan Secret Service yang
menangani pemalsuan uwang, pemalsuan tanda tangan dan
surat—surat berharga, termasuk keselamatan Kepala HNegara
dan keluarganya;

Justice Departement (Departemen Eehakiman} vang terdiri
atas Imigration and Naturalization Service dengan tugas
penjagaan tapal batas dan menangani illegal entry, dan

biro kepenjaraan.

Namun densgan pengorganisasian dengen sistem kerja vang

sangat profesional, kepolisian 41 Amerika Serikat dapat

terselenggara melalul penampilan perilaku corganisast kepoli-

sian pecara efektif dan efisien.

f_‘.
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3. gegqlisian Hegaré]?erancis

Pada dasarnya Kepolislan Perancis menampakkan %entuk5fg 

”°lfyang $t&bll dan berkembang secara wajar 8epert1 keyﬂllﬁi&nE :T

'f“lalnnya,_Dasar pertamanya adalah Undangwundang Peran01s yang;f*

'ffmenetapkan bahwa tugas menaamln keselamatan dalam negerl;f*'

.f{ﬁPerancls dllaknkan oleh Pr351den dan Dewan Henteri yang ffﬁ

.. 7Henterl_ ﬂalam ﬂeger1~nya- bertanﬂgungaawab ‘dan sekal gusffl

sebagal plmplnan tert1ngg1 kepollslan-

- Tugas ini dllmplementa81kan pada peEnNNESaAsSan plmplnan 7
.:departemen vang terdlrl atas 90 departemen, kemudian dllm—
"plgmentaSLkan lagi dalam 281 Arrondissement, dllmplementam.;3
'sikan lagi dalam 3028 Cantons, lalu diimplementasikan lagi
i:dalam 38.014 Communes. Xepala Departemen ataun Prefect di-
bantu oleh majelis penasihat, dan Counsil serta Prefeciur
sebagai pegawainya. Tugas administratif dibantu oleh satu
badan., yang angegotanya disebut Counsil General, vang sﬁlah
gatu dari mereka mengurusi soal kepolisian. Pada Arrondis-—
semwpent sampal Communes dilakukan dengan cara serupa dengan
skala vang lebih kecil. Pimpinan polisi di tingkat bawahan
Arrondissement diangkat oleh Prefect, sedangkan di tingkat
Arrodissement sendiri diberi sebutan Maire atau Commissuire

de Police yang diangkat oleh Menberi Dalam Negeri.

Eepolisian Perancis sejak semula telah membagi bidang
tugas polisi dalam dua kategori., vaitu Polisi Administratif
dan Polisi Yustisional. Tuzas mereka satu sama lain tidak

dapat dipisahkan, melainkan hanya dapat dibedakan.

=
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Pada umumnya Polial Admlnlstratlf menangani tugas_tugas._f

. preventif (pencegahan pelanggaran hukum), tata tertlb ‘wmum ,

jkeamanan dan keselamatan daerah sarta Chmmune- Dengan dem1m~"

:klan, sebagian besar pollsl Cbmmume adalah POllSi Adminis~'

'3'trat1f vang melakukan pekerjaan :rutln kepollslan blasa

:“fsedangkan Pollsl Yustlslonal bertugas melaknkan penyldlk&nffﬁ

pada  umumnya sepertx pemeriksaan *kegahaaan, pengumpulan

‘barang bukti, dan sebagainya.

Namun demikian, walaupun tugasnya dapat dibedakan,
kadang-kadang memperlihatkan pembagian tugas yang tumpang
tindih, sebab Polisi Administratif mempunyai satwan Brigades
Mobiles yang Juga mengurusi penyidikan kejahatan., sedangkan
Polisi Yustisional wmemiliki Brigades Territcoriales vang

bertugas menvelenggarakan ketertiban umum.

Pusat kekuasaan Ekepeolisian menguasai semua wilavah
negara, Recuall Paris, sebab keamanen Paris dipertanggung—
Jawabkan kepada Sureltse Nationale, vaitu satu badan wvang
langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri. Karena keahliannya
Polisi Paris ini ditugasi juga menangani kejahatan sabotase

di luar Paris, bahkan pengamanan khusus di tapal batas.

Di samping itu., negara Perancis mempunval sabuan elite

kepolisian yang diberi nama Gendarmerie vang anggotanva
lebih Ekurang 33.000 orang di bawah pengendalian Menteri
Dalam HMNegeri. Di tingkat nesionral pun, Perancis mempunyai
satuan kepolisian yvang diberi nama Service d Documentation.

d " Engusteses et de Contre Espionage (SDECE) vang merupakan

LA




_-saﬁuan khusus yang bertanggungjawab atas keselamatan negara:f

:7;:dar1 keglatan splonase dan propaganda-;

Seluruh Kepollslan Perancls seperti diuralkan dl aﬁaﬁi'i"

'dlsebut Iblice Natioﬂale yang ekslsten81nya dlatur melalul-%

a{__;_ﬁ'_Undangmﬁndang 28 September 1948 tentang Kedudukan Rhususf_f_' e

' Persanalia Pollsl,

b. Undanngndang 9 Juli 1966 tentang Organisasi Police

Nhtiqn@le;._

- c. Dekrit Presiden 9 Juli 1968 Nomor 68-70 tentang Tugas |

Wewenang, dan Disiplin Poliice Nationale.

4. Eepclision di MNegara Eropa

Pada prinsipnva semua kepolisian di Eropa Kontinental
memiliki corak pengorganisasian yvang serupa dengan Kepoli—
sian Perancis vyang berakar pada kepolisian pada zaman
kerajaan masa lalu, sehingega perilaku organisasi mereka
memiliki corak yvang hampir sama. Semua bekerja secara
profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Perbedaan di antara organisasi kepolisian mereka terletak
pada modernisasi kelengkapan yang ditentukan oleh kemampuan

finansial negara masing-masing.

Mengingat tugas keamanan dan ketertiban 4di dalam negeri
ditumpukan pada eksistensi kepolisiarn, maks prioritas ubama
negara adalah meningkatkan kinerja kepolisian di antara

Tungsi-fungsi kenegaraan lainnya.

1
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_ Negarafnegara Eropa Tlmur yang beberapa tahun laju. barut:'f
_:_terbebas darl kungkungan-ldeologl komunls, sekarang rata~ €;
":rata sedang mengawall rola tlndak dan perllaku organisasi ka;;f 
‘ -.arah kepollﬂlan medern,' Sepert:s. d:. nega.ra—negara Eropa yang._'.:"f
3:talah leblh dahulu maau. Namun demlklan, untuk menuau ke}ffl

afarah 1tu serlngkall terbambat berbagal kendala %esar- dlf}f:

'*~antaran¥a,

af.nefeka telah lama terbiasa dengan sikep tindak kepolisian. "

negara sosialis yang tidak profesional;

b. Dl masa lalu, tugas utama mereka adalah menegakkan negara e

komunis yang penuh kekerasan terhadap rakyat vyang di-
énggap menentang pemerintahan komunis, sehingga hubungan
polisi dengan rakyat baru dalam tahap saling memahami;

c. Tantangan kepoiisian begitu tinggi sebagai akibat dari
perubahan ideclogi yang berarti perubahan tatanan hidup
baru;

d. Kemampuan negara dalam membangun kekuatan polisi memang
belum tinggi., sebab di masa lalu hampir semua anggaran
diprioritaskan untuk membiavai tentara dan membangun
keunggulan angkatan perangnyas

e. Eekuatan dan kemampuan kepolisian relatif lebih Ekecil

dibandingkan dengan tuntutan masvarakat akan perlindungan

Jifatotitaialeta i

Berdasarkan wraisn tentang kepeolisian 43 negara Eropa
dapat dikemunkakan bahwa walaupun berbeds tipe antara Eropa
Barat dan Timur, namun memiliiki kesamasan berupa organisasi

vang sentralistis dengan strukbur direktorat vang sederhana.

f—t
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5. Kepolisisn di Negsra Jepang

Seaarah KBPOllSIan Jepaﬂg mulai tercatat pada pemﬂrln—ﬁ”i
'gtahan feodal Shogun ibkugawa yang memerlntah Jepang darl;
| -'_.'tahun 1603——1867, Seluruh Jepang t.erbagl atas . 245 mlayahj_i |

”: fe0dal dan_.seluruh kendall pemerlntahan dlpegang sﬁqgun jf?ﬁ

Sebenarnya, tatanan masyarakat Jepang banyvak meresepsi
ajaran Confusius dari Kong Hu Chu vang dipertajam dan di-

elaborasikan ke dalam adat Jepang.

Pada waktu dinasti kekaisaran beralih kepada kekaisaran
Meiji, kondisi tertutup dan keterasingan dari bangsa lain
sejak =zaman Tokugawa sedikit demi sedikit menjadi pudar.
Délam waktu vang relatif cukup pendek, Raisar Meiji telah
melakukan pembaharuan dan restrukturisasi pada organisasi
kepolisian. Pada era ini tugas memelihara keamanan merupakan
sesuatun yvang dirasakan sangat berat, sebab setiap hari
perkelahian vang berakhir dengan pertumpsahan darah terjadi

di mana-mana. Masvarakat selalu dicekam kegelisahan dan

ketakutan.

Hal itulsh yang mendorong pemerintahan Meiji membentuk

kepolisian wvang tangguh dengan struktur EKepolisian wvang

sentralistis mengiﬁgat kegiatan vang harus ditangani di luar
tugas pokok memelihara ketertiban dan keamanan serta
pelavanan masyarakat sangat luas, ssperti menangani kese-

hatan masvarakat, sanitasi, kebakaran, mengawasi konstruksi

bangunan dan sebagainva.
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Eordisi struktur kepolisian vang tangguh membuat sistem -

5pengawasan menjadi ketat sehlngga tldak ada satu keluargar j3

pun yang terlepas dari pengawasan 901181 dan hamplr tidak

:-ada permasalahan yang terselesalkan secara dini. Hal inif  

"8ebaga1 dampak dar1 pembentukan koban dan chuzaisbo.1623fﬂ-

'"” fﬂode1 koban yang - terus dlkembangkan merupakan sisten yangfj}

efektlz gan seaak tahun 1877 di Tokyo telah terbentuk]j

-Sebanyak lebih kurang 400 pos polisi. Mereka ditempatkan di

~ -berbagai tempat seperti pusat keramaian., pintu masuk taman

‘hiburan, pintu wihara, terminal transportasi dan tempab—
tempat lain vang diperkirakan masyvarakat dapat terancam atan

sering terjadi kejahatan.lss

Hukum kepolisian di Jepang yvang cukup mendukung terpe—
liharanva kepolisian vang baik, telah dinvatakan secara
formal dalam Konstitusi Kekaisaran Meiji pada tabhun 1889.
Pasal 8 Eonstitusi tersebut intinva menvebutkan bahwa,
"Eepolisian sangat diperliuvkan untuvk memelihara keamanan dan
ketertiban wmum serta mendorong kesejahteraan masyarakat
serta menindak setiap pelanggar h.ukum".ls4 Eetentuan ini
kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Administrasi Polisi.

16Z. Koban adalsh pos polisi di dalam kota vang dibuat dengan tujuan wntuk

iebih meningkatkan hubungan polisi dengan masyarakat setempat, sedangkan
chuzaisho dibentuk di luar kota di hampir seluruh negeri. Perbedaan antara
keduanya adalah bahwa chuzaisho bukan sekedar pos polisi, melainkan merupalan
tempat Tinggal pegawal polisi beserta keluarganya.

163. Mational Police Agency, The Police of Japan, Tokyo, 1871, halaman 9.

164, National Police Agency, The Police law and The Police Duties Execution
Law, Tokyvo, 1969, halaman 1.
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Dasarmdasar etlka dan peraturan.admlnlstrasl k8901181611 H
.':Jepang 1tu, dewasa inl telah berkembang secara rinci danﬁ_ _
f teerd1f1kas1 dalam Hukum Ke@ollslan Jepang (Japanege pblia&f.

- fLaW'aﬂd Tﬁe Pblice.ﬂuites EXeeution Lawd. Bengan peraturan_J }.
'.'f"peraturan rtu Kepoliman Jepang telah tumbuh dan berkembang;l_-_f.f

%sepertl Sekarang &an dapat dlkategorlkan ke dalam' Jaaaran¥;;

: 901151 terbalk dl dunla-

8. Perolghan.dari Studi Xomparatif

Mehgikuti studi komparatif di atas, penulis dapat mem—

- peroleh beberapa petunjuk sebagai berikut:

a.-Semakin demdkratis suatu negara, maka perilaku organisasi
kepclisian akan semakin profesional, efektif, efisien,
dan semakin modern serta semakin menegak-hormati hak
asasi manusia (HAM);

b. Guna mencapai kuvalitas kepolisian modern diperlukan
anggaran yang cukup besar. O0Oleh sebab itu, tingkat
modernitas kepolisian snatu negara sangat ditentukan cleh
kemampuan finansial negaranya:;

¢. Modernitas kepelisian Jjuge ditentukan oleh ideclogi
negara, sstabilitas negara, dan persepsi negara terhadap

eksistensi kepolisiannys vang kemudian menentuksn pricg—

ritas pembangunan kekuatan dan mmtu keyolisianj
d. Eepolisian vang baik adalah kepolisiasn yong selalu dekat
bahkan bersatu dengan rakvatnva, sedangkan ratio ideal

antara polisi dengan rakyat adalah 1:400 (seperti di

Jepang);
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e. Ruang _1ingkup pOllSl modern bukan hanya terletak pada;:f

.31stem peralatan, melainkan pada Blstem kepollslan yang f

: dlterapkan dan sxkap mental aparat key01181annya,

'_fffﬁolok ukur keberhasxlan POliSl tldak hanya diuvkur me1a1u1; g 
jangkamangka keberha51lan memerangl keaahatan melalnkang;f

;lebxh bertumpu pada terdapatnya rasa aman &an tenteramffﬂ_

pada masyarakat yang bersangkutan.

Ketujuh butir di atas dapat merupakan warna pada |

organisasi kepolisian di seluruh dunia yang pada akhirnya
.akan menentukan kadar efektivitas perilaku organisasi kepo—
'iisian itn sendiri. Dengan demikian, apabila visi Polri di
masa mendatang setidak-tidaknya dapat berisi butir-butir
vang dapat diresepsi dari sikap-tindak organisasi Ekepolisian
di negara maju, maka eksistensi Polri aken menjadi mandiri

dan iebih profesional.
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BAB V
PENUTUP

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan pada

- Bab-bab sébelpmnyé,_maka pada bagian terakhir ini penulis E

-lakan;menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

" 'A. Kesimpulan

i.

Eksistensi Polri memang tidak tersurat délam Undang-
Undang Dasar 1945, melainkan hanva tersirat. EKeter—
siratannya itu sejalan dengan anak kalimat Alines
Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun
tugars melindungi tersebut tidak dinyatakan secara
tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
namun dapabt  ditangkep makna bahwa tugas tersebut
merupakan tugas eksekutif, dan Polri merupakan salah
satu organ eksekutif di bawah Presiden.

Mengenai eksistensi Polri dalam Undang-Undang Nomor
28 Tabun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dan
pembinaan kesmanan ketertiban masyvarakal, memang

telah diastur yvaitu dalam Pasal 2 dan 3.

Damipak — yanE SEbEEAT
penegak hukum dan pelaksans pembinaan keamanan dan
ketertiban masyarakat dipisahkan dari organik ARRI,
maka organ Polri akan menjadi mandiri. Kemandirian

organisasi akan menyvebabkan Polri sederajat dengan

fot
i
b




'”faparat penegak hukum 1a1nnya dan tldak akan 1ag1 ada

1nterven$1 darl ayarat 1ainnya ﬁeyerti Sering term; _'

- :aad1 aelama 1n1 Apablla kond151nya. sudah sepertj{f“

1 1tu,_ maka Polri akan menaadi _Balah satu _aparatﬁ

fpenegak hnknm yang profe51ona1-_

B Saam

1. vDemi kemandlrian Polrl penulis menyarankan untuk”; 
 mengamandemen Undang—Undang Dasar 1845 supaya memuat ,’
?ek81sten81 Polrl dalam salah satu pasalnyva dan mengbv;
.amapdgmgp_ Undang—undang Kepollslan tersebut. Hal

ini disebabkan ada beberapa pasal yang tidak sesuai
déﬁgan ‘makna kemandirian itu sendiri. Di antaranya

adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 Avat (8},'.

4

dan Pasal 20.

2. Penulis menyarankan agar Polri di masa depan diberi-—
kan kesederajatan dengan EKejasksaan Agung dalam
sebuah lémbaga pemerintan non-departemen tersendiri
secara mandiri di bawah dan bertanggung—jawab
langsung kepada Presiden.

3. Di masa depan, Jjenjang kepangkatan Polri sebaiknva

diubah, personalia ditambah (agar mendekati rasio

tdealy;eisten pendidikandiabah; kesejahteraarn
anggota ditingkatkan.
4. Agar Polri dapat melaksanskan tugas densan baik,

maka perlu dibentuk “Eomite Pengawas Kepolisian®

dan “Mahkamah EKepvolisian".

ot
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: d1 baglan darl ﬂBRIQ :

'°ﬂi ff2;pra yang melatarbelakangl pemlklnan bahwa Polrl seba knya:f?ﬁ

 -keluar darl ABRI9 Bukankah peran Polrl selama ini -selaluf;:

o -dlkedepankan‘?

'”':3; Selama berada dalam organik ABRI apakah tugas -Polriiim 

-selalu terhambat°
4. Selama ini apa peran strategis Polri ?

5. Apakah sebenarnya yang menjadikan Polri tidsk dapat mela-—

kukan tugas secara profesional?

'6- Andaikata Polri dilepas dari ABRI, apakah Polri sendiri

sudah siap?

7. Apakah konsekuensi logis dari pemisahan tersebut, baik

bagi Polri maupun ABRI?

8. Apa bentuk terbaik bagi Polri andaikata memang harus

mEnciriy

Q. Adekah kendsls Polri uwntuk mandiri?

10. Sejak kapan Polri kehilangan Jjati diri?

:;i;fBagalmana awalnya sehlngga Polr1 sampal k1n1 tetap menaawfjﬁﬂ:'




S

Prlorltas apa saaa yang dlperlnkan Jlka Polrl keluar dar1 ﬁ$“

f ABRP )

fAPakah yang menaadl kunci ﬁerbentuknya korps Polrz yanéfi;j

":*7€'prof381onal dan anda19

19. Apakah rakvat aken menorina, Jika Polrs mendiri?

“  £Memb1carakap Dolrl mandlrl bukankah herartl memblcarakanjf 

-'kualltas dan kuant1tas°

e .'3.5- :

T

17.

18,

i5g.

Apakah setelah mandlrl berarti orientasi Polri akan lebih

ke 81p119

ﬂalam operasi .vang berskala besar, misalnva mengatasi. 7

kerusuhan selama ini selalu ada kerjasama antara Polri

dengan Angkatan Lain. Kalau sudah berpisah dengan ABRI,

bagaimana konsekuensinya?
Bagaimana penanganan Pamswakarsa selama ini?

Ada yang mengatakan bahwa setelah Polri pisah dari ABRI,
hal mendagar vang paling dibutuhkan adalab proses panjang
mengubah mentalitas aparat Pelri. Bagaimanakah cara mem—

benahi mental tersebut?

Berapa lama waktu yvang dibutuhkan untuk mengubah mental

20.

aparat yang sudah begitu kentzl dengan budava militer?

Bagaimanakah eksistensi Polri ideal?
Pewawancara,

Dudu Duswara Machmudin

1




"'Kmnoiogas sta‘tus Hukum Po!xss dl Bndonesxa ( 1945 — 1999 ) -

TAHUN

DASAR HUKUM

STATUS POLISI

L | s

- | Mahkamah' Pememtah RI tanggai 1 '
| Oktobertoss |

- '_Polm statusnya dalam Imgkungan
L _.Dcpartcmen Dalam Negen taktis _
" | dibawah Jaksa Agung dan I’emda

:_Pm]etapan Pemenntzh I‘Ig 11 /SD/ ...':: :

'.ébtatus Pohsx men;ad: }’awat:an
i L Kepolisian Negara di bawah pnnpm '
. __-:_____...._.;Perdana_Menten B

m.:.t.:éff ; ﬁ.:.1943.;L.

:P&netapan Pemermtah No ITahun
:1943 L :

:Status ?01131 J’awatan Ke;: hslan ) |
i Nesara dzpmxpm oleh Preszden dzm

| Penctapan Presiden No. 1 Tahun 1949

.. '-Status I’ohsz di bawah pnﬂpman e
Meuteri Pertahanan sampai pemtﬁxhan -

kedaulatan menjadi RI serikat (RIS?)

1930

en X

1950

Keputusan Presxdcn RI No. 22 Tahun

.Status Polisi RIS, Lehgaksanaan pohth

pilisionil dipimpin Perdana Menteri

| dengan perantaraan Jaksa Agung, -
.| sedangkan administrasi dan organisasi

1| dipertanggungjawabkan kepada

| Menteri Dalam Negeri

6 1950

Penetapan Perdana Menteri No. 3/ PM /
1950

Status Polisi di bawah Menteri
Pertahanan,

7 1959

Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/
MP / 1950 tanggal 26 Agustus 1959

Status Polisi menj adx Depﬂemen
Kepolisian dengan pimpinan Menteri
Kepolisian '

8 | 196

Undang -- Undang No. 13 Tahun 1961
( pasal 7 dan pasal § )

Status Polisi Departemen Kepolisien
Negara dipimpin Menteri Kepolisian /
Pangak

9 1982

Undang — Undang No. 20 Tahun 1982
( pasal 29 dan pasal 30 )

Status Polist : Unsur ABRI di bawah
Dephankam

10 1998

Undang — Undang No. 28 Tahun 1997
pasal 5

Status Polisi: Unsur ABRI di bawah
Dephankam

1 1999

Inpres No. 2 Tehun 1959

Status Polisi : Non — ABRI di bawah

Drephaniiam

SUMBER : MABES POLRI
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PEEILAIAN MASYARAKAT TERHADA? CARA KERJA KINERJA DAN
KEBERPIH&KAN POLRI MERURUT HASIL EﬁELINGZLITBAKG KGHRﬂS

'fﬁ?ﬁRﬁiAiAaN,;;};;;Q;;;;,..g;;;;'-Lsgﬁuqu_:_ | TIDAR SETUJU

:ﬁfiifSelama ini, pollsl segera B RS
© " datang jika terjadi kema- = - ' - o
~ ceten lalu lintas ....... 27,1 26,2 55,0 59,9

.f 2,:Selama ini, alka terjadi
- kejahatan, POllBl vang
.3d1hubung1 segera datang.. 36,3 33,9 29,3 35,9

”3  3Q-Se1§ma ini, J;ka-berm
: urusan dengan polisi
_ harus mengeluarkan uang.. 60,2 68,2 i5.8 i5.8

"4.-Selama ini, alka'berm
vrusan dengan polisi
- prosesnya berbelit-belit 51,0 62,5 ig,4 18,9

_ 5.'$élama ini, melibatkan
polisi tidak menyele-
'saikan masalab....c.ae.eo.. 31.4 38,7 28.5 31,7

6. Selama ini, melibatkan
polisi malah menambah
masalah .................. 34.8 43,4 26,3 33,0

7. Selama ini, dalam meng—
hadapi berbagai masalah
polisi sudah berpihak
kepada masyarakal........ - 30,7 - 46,0

8. Belama ini, polisi mampu
melindungi masyarakat
dari tindak kejshetan.... - 32,9 o 47,0

Catatan: % Hasil polling, 26-27 Juni 1898: n = 877;
sampling error = 3,3 %

*% Hasil polling, 9 Januvari 19989:; n = 91ii:
sampling error = 3,2 %
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kan perlunya kond:sz kamt:bmas yan
ahl'i‘&engan g5t tang dan 5

ma 17 Agustus 1945 han ProkiamasiKemerdekaaa :
o]n &
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